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ABSTRAK
Nama : Cheryl Rosdiana
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Perjanjian Sewa-Menyewa Safe Deposi; Box pada PT. Bank

Intemasional Indonesia Tbk

Safe Deposit Box merupakan salah satu fasilitas pelayanan Bank terhadap Nasabah
dalam hal penyimpanan barang berharga. Yang dapat disimpan tidak terbatas pada
emas dan perhiasan saja, tetapi juga surat-surat yang berharga seperti akta
perkawinan, akta kelahiran, sertipikat tanah, dan lain sebagainya. Berbeda dengan
penitipan barang yang dilakukan oleh Kustodian, barang yang dititipkan adalah efek
dan lain-lain yang berhubungan dengan lalu lintas perdagangan efek. Ada persamaan
dan perbedaan antara penitipan barang pada Safe Deposit Box dengan penitipan
barang pada Kustodian. Pada Safe Deposit Box, hubungan hukum yang terjadi antara
Bank Internasional Indonesia dengan nasabah didasarkan pada perjanjian sewa-
menyewa. Perjanjian sudah disediakan oleh Bank, nasabah hanya menandatangani
apabila menyetujui isi perjanjian. Karena dibuat sepihak, pada umumnya isi
perjanjian lebih menguntungkan pihak Bank. Perjanjian yang dibuat terdapat
pengalihan tanggung jawab, yang seharusnya menurut Undang-Undang menjadi
tanggung jawab Bank dialihkan menjadi tanggung jawab penyewa. Salah satunya
Bank tidak bertanggungjawab bila ada kerusakan atau kehilangan barang pada Safe
Deposit Box. Bank mempunyai hak untuk melakukan pembongkaran Safe Deposit
Box apabila penyewa menunggak pembayaran uang sewa. Jika barang yang ada
hanya barang-barang yang tidak dapat dijual, maka Bank mengikuti prosedur yang
ada, tetapi ketentuan itu tidak diatur dalam perjanjian sewa-menyewa. Metode yang
dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif,
alat pengumpulan data yang dipakai adalah studi dokumen untuk pengumpulan data
sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dan wawancara untuk
pengumpulan data primer, yaitu data yang diperoleh dari masyarakat.
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ABSTRACT
Name : Cheryl Rosdiana
Study Programme : Magister Kenotariatan
Title : The Rent Agreement oi‘ Safe Deposit Box in PT. Bank

Internasional Indonesia Tbk

Safe Deposit Box is one of kind Bank service facility with customer in deposit of
valuable goods. The valuable goods which to be able to keep in Safe Deposit Box not
only gold and jewelry, but also an important document, for example marriage-
certificate, birth-certificate, deed land-certificate, etc. It’s a different with deposit in
Custodian, which goods deposited as follows marketable securities and others which
have connected with marketable securities trade. There is a several equality and
different between deposit in Safe Deposit Box and deposit in Custodian. In Safe
Deposit Box, relations between Bank Internasional Indonesia with customer based on
the rent agreement. The agreement will be prepare by Bank, and customer only need
to sign, if they agree about contents of the agreement. Contents of agreement
generally favorable for Bank. There is a change responsibility, which based on code
of law is a Bank responsibility to become lessee responsibility. Bank not responsible
if there is an destruction and disappearance in Safe Deposit Box. Bank have a right to
break open Safe Deposit Box if lessee was in rent arrears. If any valuable goods is not
able for sale, Bank will be follow the procedure, but that certainty not written in the
agreement. Research methodology used is normative juridical research with
descriptive approach. Collecting data device which is used are documentary study for
secondary source of data, data which is taken from library research, and interview for
the source of primary data which is taken from society.
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BABI

PENDAHULUAN

Al Latar Belakang

Dalam rangka menunjang pembangunan nasional, peranan lembaga
perbankan memegang peran yang sangat penting, mengingat Bank merupakan
lembaga keuangan yang saat ini masih dipercaya oleh masyarakat, khususnya
terhadap Bank-Bank yang menurut Pemerintah adalah Bank yang sehat dan dapat
dipercaya. |

Didalam menjalankan segala aktivitasnya selain~ menyalurkan kredit,
melakukan transaksi di bidang keuangan, juga melakukan usaha penitipan barang
atau yang dikenal dengan istilah Safe Deposit Box.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang sudah
diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
(selanjutnya disebut UU Perbankan), kegiatan usaha Bank semakin diperluas guna
lebih menampung kebutuhan masyarakat. Salah satu jenis usaha yang dapat dilakukan
oleh Bank adalah menyelenggarakan kegiatan penitipan sebagaifnana diatur dalam
Pasal 1 angka 14, Pasal 6 huruf h dan huruf i, dan Pasal 9 ayat (1),(2),dan (3) UU

Perbankan.
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Pasal 1 angka 14 UU Perbankan, menyatakan bahwa penitipan adalah
penyimpanan harta berdasarkan kontrak antara Bank dengan penitip yang didalamnya
ditentukan bahwa Bank yang bersangkutan melakukan penyimpanan harta tanpa
mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.

Penitipan barang-barang berharga pada Bank atau Pasar Modal terjadi pada
tahun 1989-1990 saat mulai marak deregulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah,
menyangkut di bidang perbankan dan pasar modal.! Dewasa ini, usaha Safe Deposit
Box semakin berkembang sesuai kemajuan dan perkembangan dunia perbankan di
Indonesia.

Pentingnya pelayanan Safe Deposit Box pada suatu Bank adaiah untuk dapat
" memberikan rasa aman kepada nasabahnya yang melakukan penitipan harta-hartanya
baik yang berupa surat maupun barang-barang berharga lainnya, dapat dijamin
dengan aman.

Menyimpan barang-barang berharga dan dokumen-dokumen penting dengan
mempergunakan jasa penyimpanan Safe Deposit Box jauh lebih aman dan
memperkecil resiko yang mungkin timbul dikemudian hari dibandingkan dengan
menyimpan barang-barang berharga dan dokumen-dokumen penting lainnya di
rumabh.

Safe Deposit Box atau Kustodian yang juga selalu disebut sebagai lembaga

penitipan barang, biasanya para pihak yang akan melakukannya selalu didasarkan

! Husaini Kadir, “Pasar Modal, Kustodian (safe deposit box) dan perkembangannya di Indonesia,”
(Makalah disampaikan pada pembahasan atau pengkajian mengenai hukum kustodian di BPHN,
Jakarta, 12 Juli 1992), him. 6. ‘
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kepada bentuk perjanjian yang telah dibuat oleh pihak atau pemilik yang dalam hal

ini adalah Bank dan Pasar Modal.?

Perjanjian Sewa-Menyewa Safe Deposit Box pada PT Bank Internasional
Indoncsia Tbk (selanjutnya disebut Bank Internasional Indonesia) merui).akan‘
perjanjian baku atau standar, artinya segala ketentuan atau aturan yang terdapat dalam
perjanjian tersebut sudah tidak dapat dirubah lagi isinya. Ketentuan atau aturan yang
terdapat dalam perjanjian tersebut wajib dipatuhi serta dilaksanakan oleh nasabah
atau penyewa Safe Deposit Box pada Bank Internasional Indonesia.

Pihak yang membuat kontrak dapat menentukan secara sepihak hal-hal yang
diinginkannya yang kira-kira akan menguntungkan pihak Bank. Hal ini akan
menimbulkan permasalahan terhadap pelaksanaan azas kebebasan berkontrak serta
prinsip-prinsip hukum, masalah tersebut antara lain :

1) Apakah dengan menentukan secara sepihak ketentuaﬁ-ketentuan dalam perjanjian
tersebut sebenarnya telah melanggar azas kebebasan berkontrak sebagaimana
diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk
selanjutnya disebut KUHPER), karena tidak ada kebebasan atau kesepakatan
yang dibuat antara kedua belah pihak untuk menentukan syarat dan ketentuan
perjanjian sesuai dengan - keinginannya, meskipun perjanjian tersebut
ditandatangani. Serta apa akibat hukumnya terhadap perjanjian tersebut apabila

melanggar azas kebebasan berkontrak.

2 Ibid. , him. 6.
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2) Sampai sejauh mana azas kebebasan berkontrak serta prinsip-prinsip hukum
perjanjian pada umumnya dapat diterapkan dalam perjanjian sewa-menyewa Safe
Deposit Box.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, apabila pihak penyewa Safe Deposit Box
pada Bank Internasional Indonesia menerima segala ketentuan atau aturan yang
tercantum dalam perjanjian tersebut diatas, maka permasalahannya adalah apakah
kedudukan kedua belabh pihak dalam perjanjian sewa-menyewa Safe Deposit Box
pada Bank Internasional Indonesia sudah melindungi hak dan kewajiban yang
dimiliki oleh kedua belah pihak tersebut diatas, mengingat perjanjian tersebut telah
dibuat dan ditetapkan secara sepihak oleh Bank Internasional Indonesia.

Pada awalnya penggunaan “Kustodian™ hanya berlaku pada Pasar Modal saja,
sedangkan Safe Deposit Box khusus untuk Perbankan, namun seiring dengan
maraknya penyimpa:lan yang berlaku di Pasar Modal dan Perbankan, maka sebagian
besar masyarakat menyebutnya Safe Deposit Box.”

Pengaturan Safe Deposit Box diatur dalam UU Perbankan, yang disebut
dengan “penitipan barang”. Untuk bidang Pasar Modal, diatur dalam Pasal 1 ayat 8
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (untuk selanjutnya
disebut UU Pasar Modal). Sebelumnya ketentuan penitipan dalam Pasar Modal diatur
dalam  Keputusan  Menteri Keuangan  Republik  Indonesia  nomor

1548/KMK .013/1990 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri

3 Ibid. , him. 5-6.
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Keuangan Republik Indonesia nomor 284/KMK.010/1995 tentang Pasar Modal*
Ketentuan-ketentuan inilah yang menjadi cikal bakal berkembangnya lembaga
penitipan baik yang terjadi pada Bank maupun lembaga Pasar Modal.

Baik pada Perbankan Nasional maupun Pasar Modal, kehadiran tempat
penitipan atau yang lebih dikenal dengan nama Safe Déposit Box atau Kustodian
adalah sama, dimana keduanya berfungsi untuk menitipkan barang berharga.’

Dengan demjkian Safe Deposit Box tunduk pada UU Perbankan, dan tunduk
pula pada Perjanjian Sewa-Menyewa Safe Deposit Box pada masing-masing Bank
yang bersangkutan dimana penyewa menjadi nasabahnya. Sedangkan penitipan
barang dalam Kustodian mengikuti peraturan Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia tentang Pasar Modal, dan UU Pasar Modal. .

Pada Pasal 1 angka 47 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
nomor 1548/KMK.013/1990 jo Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
nomor 284/KMK.010/1995 tentang Pasar Modal, menyatakan bahwa penitipan
adalah penyimpanan harta berdasarkan kontrak yang didalamnya mengatur bahwa
tempat penitipan harta melakukan penyimpanan harta tanpa mempunyai hak
kepemilikan atas harta tersebut.

Pada Pasal 1 angka 14 UU Perbankan, menyatakan bahwa penitipan adalah
penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank Umum dengan

penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak

4 Biro Hukum Departemen Keuangan, Himpunan Keputusan Menteri Keuangan. (Jakarta: Biro
Hukum Departemen Keuvangan), 1996.

3 Husaini Kadir, op.cit. , him. 7.
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kepemilikan atas harta tersebut. Hal tersebut juga dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 7
Perjanjian Sewa-Menyewa Safe Deposit Box pada Bank Internasional Indonesia,
bahwa penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak
antara Bank dengan pihak lainnya, dengan ketentuan Bank tidak mempunyai hak
kepemilikan atas harta tersebut. Sedangkan yang dinamakan Safe Deposit Box adalah
kotak penyimpanan yang ada di Bank, yang disewa oleh penyewa (nasabah Bank
setempat selaku si penitip barang), dimana penyewa harus membayar harga sewa
yang telah ditentukan berdasarkan jangka waktu penyewaan kotak tersebut yang
terdapat pada perjanjian.

Pasal 1 angka 72 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor
1548/KMK.013/1990 jo Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor
284/KMK.010/1995 tentang Pasar Modal dan Pasal 1 angka 8 UU Pasar Modal,
mengartikan penitipan sebagai Kustodian. Pasal 1 angka 72 tersebut, rfxenyatakan
bahwa Tempat Penitipan Harta (Kustodian) adalah Perusahaan yang
menyelenggarakan penyimpanan harta dalam penitipan untuk kepentingan pihak lain
berdasarkan suatu kontrak. Penitipan yang dimaksud dalam peraturan tersebut
dilakukan oleh Tempat Penitipan Harta (Kustodian) yang kegiatannya adalah
memberikan jasa penyimpanan dan layanan-layanan lain yang berhubungan dengan
lalu lintas perdagangan efek seperti penyelenggaraan jasa-jasa penagihan deviden,
bunga atau hak-hak lain; pemindahan pemilikan, penyeraha;l atau penerimaan
sertifikat, pelaporan dan jasa administrasi penitipan lainnya sebagaimana tercantum

dalam Pasal 105 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tersebut diatas.
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Pasal 1 angka 47 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang telah
disebutkan diatas, Pasal 1 angka 14 UU Perbankan, dan Pasal 1 ayat 7 Perjanjian
Sewa-Menyewa Safe Deposit Box pada Bank Internasional Indonesia, secara umum
mempunyai persamaan, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan berkisar pada
penyimpanan dan hak kepemilikan atas harta atau barang tetap berada pada penitip
atau pemberi titipan harta atau barang.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut
mengenai apakah prinsip penitipan barang pada sewa-menyewa Safe Deposit Box
mempunyai persamaan dan perbedaan dengan prinsip penitipan barang pada
Kustodian.

Kemudian berkaitan dengan Perjanjian Sewa-Menyewa Safe Deposit Box
pada Bank Internasional Indonesia, terdapat 2 (dua) permasalahan yang akan dibahas
dalam tesis ini, yaitu: |
1) Dalam perjanjian ini dinyatakan bahwa Bank berhak melakukan pembongkaran
Safe Deposit Box penyewa, apabila Bank masih mempunyai hak-hak tagih kepada
penyewa. Bank juga berhak untuk menjual sebagian ataupun seluruh barang yang
disimpan dengan harga berapapun yang dianggap wajar oleh Bank, dimana hasil
penjualan dari barang tersebut digunakan untuk memenuhi tuntutan Bank atau pihak
lain guna pembayaran uang sewa yang tertunggak atau biaya-biaya lainnya.
Permasalahan yang timbul adalah bagaimana jika barang-barang yang disimpan
dalam Safe Deposit Box penyewa, hanya terdapat barang-barang yang tidak dapat

dijual, berupa surat-surat seperti sertipikat tanah, akte kelahiran, kartu keluarga, dan

Universitas Indonesia

Perjanjian sewa..., Cheryl Rosdiana, FH Ul, 2009



lain sebagainya. Maka apa yang akan dilakukan oleh Bank Internasional Indonesia
terhadap barang-barang tersebut guna melunasi pembayaran-pembayaran atau biaya
lainnya yang tertunggak, karena ketentuan mengenai hal tersebut tidak diatur dalam
perianjian Safe Deposit Box.

2) Perjanjian Safe Deposit Box pada Bank Internasional Indonesia, perjanjian ini
dibuat secara sepihak oleh Bank, maka sudah tentu isinya menguntungkan pihak
Bank tersebut. Hal ini tampak pada salah satu pasal yang menyatakan bahwa apabila
penyewa kehilangan barang yang disimpan ataupun barang tersebut mengalami
kerusakan, maka Bank tidak bertanggungjawab atas kerugian tersebut, melainkan
kerugian tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya si penyewa. Ketcntuan
tersebut menurut penulis memberikan suatu keadaan yang tidak adil bagi si penyewa,
karena sudah menjadi kewajiban pihak Bank Internasional Indonesia untuk menjaga
keamanan seluruh isi Safe Deposit Box yang ada. Pelaksanaan Safe Deposit Box pada
suatu Bank, selain penyewa diwajibkan untuk mematuhi ketentuan dalam perjanjian
tersebut, pihak Bank juga berkewajiban untuk menjamin keamanan barang
nasabahnya. Barang berharga tersebut harus terjamin kerahasiaan dan keamanannya
selama 24 jam, serta terhindar dari resiko hilang atau rusak.

Ada suatu hal yang bertentangan antara isi dari perjanjian Safe Deposit Box dengan
tujuan dari penggunaan Safe Deposit Box itu sendiri, yaitu masyarakat menyimpan
barang-barang berharga mereka di Safe Deposit Box agar barang tersebut selalu
tersimpan dengan aman di Bank yang sudah terpercaya. Namun apabila terjadi

kehilangan atau kerusakan barang, sudah tentu hal tersebut menjadi tanggung jawab
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pihak Bank. Tetapi dalam perjanjian dinyatakan bahwa Bank tidak bertanggungjawab
atas kerugian tersebut, melainkan kerugian itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab
penyewa Safe Deposit Box. Hal ini dapat dikatakan bahwa Bank tidak melindungi
nasabahnya sebagai penyewa Safe Deposit Box, atau untuk mengetahui sampai sejauh
manakah Bank melindungi nasabah atas Safe Deposit Box jika terjadi kelalaian yang
dilakukan pihak Bank, sehingga penyewa mengalami kerugian (misalnya hilang atau
rusaknya barang).

Berdasarkan hal-hal dan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka
penulis membuat tesis ini dengan judul Perjanjian Sewa-Menyewa “Safe Deposit
Box” pada PT Bank Internasional Indonesia Tbk.

B. Pokok Permasalahan

Permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Apakah prinsip penitipan barang pada sewa-menyewa Safe Deposit Box
mempunyai persamaan dan perbedaan dengan prinsip penitipan barang pada
Kustodian?

2. Mengapa dalam perjanjian Safe Deposit Box pada Bank Internasional
Indonesia dikatakan bahwa segala kerugian (kehilangan atau kerusakan
barang) ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyewa (Bank tidak
bertanggungjawab atas kerugian tersebut)?

3. Bagaimana pelunasan pembayaran uang sewa yang tertunggak maupun biaya
lainnya apabila barang-barang penyewa Safe Deposit Box pada Bank

Internasional Indonesia merupakan barang yang tidak dapat dijual dan apa
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yang akan dilakukan oleh Bank Internasional Indonesia terhadap barang-
barang tersebut?
C. Metode Penelitian
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah bersifat deskriptif, yaitu
menggambarkan permasalahan serta akibat hukum yang ada terhadap Perjanjian
Sewa-Menyewa Safe Deposit Box jika dikaitkan dengan azas kebebasan berkontrak.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Selain itu penulis juga
melakukan wawancara untuk melengkapi data-data yang ada mengenai perjanjian.
Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian kepustakaan.
Penelitian ditujukan untuk mendapatkan bahan hukum yang terdiri dari :
a. bahan hukum primer
yaitu bahan yang mengikat atau berguna untuk mencari landasan hukum, dalam
hal ini adalah peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan
dengan penulisan tesis ini, yang meliputi :
1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

4 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1548 /KMK.013/1990

tentang Pasar Modal

5 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 284 /KIMK.010/1995

tentang Pasar Modal

6.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
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7.Perjanjian Sewa-Menyewa Safe Deposit Box pada Bank Internasional Indonesia
b. bahan hukum sekunder
yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,
berguna untuk mencari landasan teoritis, untuk mencari perbandingan terhz:ldap
penelitian terdahulu, serta untuk mencari acuan. Dalam hal ini penulis mencari
artikel, koran, hasil karya kalangan hukum, dan lain-lain yang berkaitan dengan tesis
yang dibuat oleh penulis.
c. bahan hukum tertier
yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti bibliografi atau daftar pustaka,
yang berguna untuk memberikan informasi tentang buku-buku apa saja yang telah
diterbitkan atau ditulis dalam waktu tertentu, supaya dapat mengetahui buku-buku
yang terkait dengan penelitian.
Alat pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam memperoleh data dan
informasi dalam penelitian ini adalah :
1. Studi dokumen
Studi dokumen digunakan untuk pengumpulan data sekunder, yaitu data yang
diperoleh dari kepustakaan.
Penulis memaparkan suatu pengumpulan data yang ditunjuk oleh bahan-bahan
pustaka yang terkait dengan judul tesis yang dibuat oleh penulis dan buku-buku
yang ada di perpustakaan.

2. Wawancara (interview)
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Wawancara digunakan untuk pengumpulan data primer, yaitu data yang diperoleh
dari masyarakat. Penulis menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman.
Penulis melakukan tanya jawab atau wawancara dengan petugas yang terkait
dengan penclitiai, dalam hal ini petugas Bank Internasional Indonesia yang
mengerti mengenai Perjanjian Sewa-Menyewa Safe Deposit Box.
D. Sistenatika Penulisan
Sistematika penulisan memuat uraian dan penjelasan singkat mengenai
keseluruhan isi dari tesis, yang terdiri sebagai berikut :
1. BAB I. PENDAHULUAN
Berisi latar belakang, pokok permasalahan, metode penelitian, dan sistematika
penulisan.
2. BAB II. PERJANJIAN SEWA-MENYEWA “SAFE DEPOSIT BOX” PADA
PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA Thk
a.perjanjian secara umum -
b.perjanjian sewa-menyewa
c.perjanyj ian baku
d.perjanjian sewa-menyewa Safe Deposit Box
e.analisa pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa Safe Deposit Box pada Bank
Internasional Indonesia dan menjawab pokok permasalahan
f.masalah lain dalam perjanjian Safe Deposit Box
3. BABIIL PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran dari penulis.
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BABII

PERJANJIAN SEWA-MENYEWA “SAFE DEPOSIT BOX” PADA PT BANK

A.

INTERNASIONAL INDONESIA Tbk

Perjanjian Secara Umum

I.

Hubungan Antara Perikatan dan Perjanjian

Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua
pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari
pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajibali untuk memenuhi tuntutan
itu.®

Sedangkan perjanjian édalah suatu peristiwa dimana seorang beljanji

kepada orang lain atau dua oréng saling berjanji untuk melaksanakan suatu
hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut
yang dinamakan perikatan. Perjanjian mengakibatkan seseorang
mengikatkan dirinya kepada orang lain, ini berarti ada suatu kewajiban atau .
prestasi dari seseorang kepada orang lain. Yang dapat menjadi pthak dalam
suatu perjanjian tidak hanya perorangan saja (satu pihak atau lebih), tetapi
dapat juga berupa badan hukum.,

Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah $ahwa perjanjian dan

perikatan tidak dapat dipisahkan. Perjanjian merupakan sumber terpenting

SSubekti, Hukum Perjanjian, cet.18, (Jakarta: Intermasa, 2001), hal.1.
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bagi timbulnya suatu perikatan, dari perjanjian dapat melahirkan beberapa
perikatan. Perikatan terbagi menjadi dua, yaitu perikatan yang lahir dari
perjanjian dan perikatan yang lahir dari UU. Perikatan yang lahir dari
perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang
membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari UU diadakan oleh
UU diluar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apab'ila dua orang
mengadakan perjanjian, maka mereka bermaksud supaya diantara mercka
berlaku suatu perikatan hukum. Mereka terikat satu sama lain karena janji
yang telah mereka berikan. Tali perikatan ini barulah putus kalau ii%mji itu
sudah dipenuhi.’
2. Pengaturan Hukum Perjanjian dan Pengertian Perjanjian

Hukum perjanjian adalah hukum yang mengatur mengenai hal-hal yang
berhubungan dengan masalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang atau
lebih. Yang diatur adalah mengenai keabsaban, akibat, penafsiran, dan
pelaksanaan dari perjanjian yang telah dibuat tersebut. Perjanjian diatur
dalam Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1319 Bab I Buku III KUHPer. Ini
mengatur mengenai azas-azas umum tentang perjanjian. Sedangkan pada
bab V sampai dengan Bab XVIII Buku III KUHPer mengatur mengenai

perjanjian khusus.

"Ibid. , hal 3.
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Pengertian perjanjian tercantum dalam Pasal 1313 KUHPer, yang
menyatakan bahwa: “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu
orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih™®

3. Sistem Hukum Perjanjian dan Azas Konsensualisme |

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka, yang berarti bahwa. dalam
hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada
masyarakat atau para pihak untuk membuat perjanjian atau bersepakat
tentang segala hal, dalam bentuk apapun juga, dengan siapa saja, mengenai
suatu benda tertentu selama dan sepanjang perjanjian atau kesepakatan
tersebut berada délam lapangan bidang hukum dimana mereka
dimungkinkan untuk berjanji atau bersepakat, selain itu selama dan
sepanjang perjanjian atau kesepakatan tersebut tidak bertentangan demgan
Uy, kesﬁ;ﬂaan, dan ketertiban umum yang berlaku . dalam masyarakat
dimana kesepakatan atau perjanjian tersebut dibuat dan dilaksanakan.

Pasal-pasal dalam hukum perjanjian dinamakan hukum pelengkap,
karena pasal-pasal tersebut boleh disingkirkan apabila dikehendaki oleh para
pihak yang membuat perjanjian. Para pihak diperbolehkan untuk membuat
ketentuan-ketentuan sendiri yang mengatur kepentingan mercka dalam
perjanjian itu, dan apabila tidak diatur secara khusus berarti hal tersebut

tunduk pada UU.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R.Subekti dan
R.Tjitrosudibio, cet.32, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), ps. 1313.

Universitas Indonesia

Perjanjian sewa..., Cheryl Rosdiana, FH Ul, 2009



16

Sistem terbuka, yang mengandung suvatu azas kebebasan mecmbuat
perjanjian, dalam KUHPer lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1)
KUHPer, yang menyatakan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara
sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”’

Selain itu dalam hukum perjanjian berlaku pula suatu azas yang
bernama azas konsensualisme, yang berasal dari bahasa latin, yaitu
“consensus” berarti sepakat. Suatu perjanjian berarti dua pihak sudah setuju
atau bersepakat mengenai sesuatu hal. Arti azas konsensualisme pada
dasarnya bahwa perjanjian dan perikatan itu lahir scjak tcrcapainya
kesepakatan, atau dengan kata lain perjanjian sudah sah apabila sudah
terdapat kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan
suatu fonnalftas. Tetapi UU seringkali menetapkan bahwa untuk sahnya
suatu perjanjian harus ditvangkan dalam bentuk tertulis (dibuat dalam
bentuk akta notaris), hal demikian itu merupakan suatu kekecualian,
lazimnya perjanjian itu sah dan mengikat apabila sudah tercapai
kesepakatan mengenai hal-hal pokok dari perjanjian itu. Azas
konsensualisme terdapat dalam Pasal 1320 KUHPer, yang menyatakan
bahwa:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :
1.sepakat mereka yang mengikat dirinya;

2 kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3.suatu hal tertentu;

°Ibid. , ps. 1338 ayat (1).
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4 .suatu sebab yang halal™!?
4. Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUHPer yang telah disebutkan diatas, juga mengatur
mengenai azas kebebasan berkontrak. Pasal ini berisi tentang .:syarat-
syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat yang pertama dan kedua, yaitu
adanya kesepakatan para pihak dan kecakapan dalam membuat suatu
perjanjian (berkenaan mengenai orang atau subjek yang mangadakan
perjanjian), disebut unsur subjektif. Sedangkan syarat ketiga dan
keempat, yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal (berkenaan
mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang
dilakukan), disebut unsur objektif. Unsur subjektif mencakup adanya
unsur kesepakatan secara bebas dari pada pihak yang berjanji, dan
kecakapan para pihak yang melaksanakan perjanjian.'Unsur objektif ‘
meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan objek yang
diperjanjikan dan causa dari objek yang berupa prestasi yang disepakati
untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang
menurut hukum, dalam hal ini tidak boleh bertentangan dengan UU,
kesusilaan, dan ketertiban umum.

Apabila salah satu dari empat unsur diatas ada yang tidak
terpenuhi, maka ada akibat hukumnya terhadap perjanjian tersebut. Jika
unsur subjektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian yang telah dibuat

dapat dibatalkan (vernietighaar), dan bila unsur objektif yang tidak

®1bid. , ps. 1320.
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terpenuhi, perjanjian tersebut batal demi hukum (null and void) dengan

pengertian bahwa perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Berikut ini akan dijelaskan masing-masing dari unsur tersebut :

a. Kata sepakat sangat diperlukan apabila antara kedua orang atau lebih
hendak membuat perjanjian, dalam hal ini sifat dari kesepakatan
adalah bebas, yang berarti harus benar-benar atas kemauan atau
kehendak sukarela dari para pihak, mereka semua harus bersepakat,
setuju, seia-sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang
diadakan, Dalam bhal ini tidak boleh adanya paksaan atau ancaman
serta tidak ada penipuan maupun kekhilafan antara pihak yang satu
terhadap pihak yang lain.

b. Yang dimaksud orang yang cakap adalah drang yang sudah dewasa
serta sehat akalnya. Sedangkan orang-orang yang tidak cakap
dilarang membuat perjanjian, adapun orang-orang yang tidak cakap
adalah orang-orang yang belum dewasa, orang yang berada dibawah
pengampuan, dan orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan
oleh Undahg—Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-
Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.'!

c. Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang

diperjanjikan hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu |

perselisihan. Barang yang dimaksud dalam perjanjian harus

ditentukan jenisnya.

WIbid. , ps. 1330.
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d. Syarat keempat mengenai suatu sebab yang halal, merupakan isi dari
perjanjiannya yang tidak boleh bertentangan dengan hukum.
5. Kcebatalan dan Pembatalan Perjanjian
Seperti yang telah disebutkan diatas b;hwa;suatu perjanjian yang
dibuat tersebut tidak memenuhi salah satu atau lebih persyaratan yang telah
ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPer, maka perjanjian tersebut terancam
batal. Untuk itu nulitas atau kebatalan menjadi suatu hal yang perlu
diketahui oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Macam-macam
kebatalan adalah:'?
1) Perjanjian yang dapat dibatalkan
Secara prinsip perjanjian yang telah dibuat secara sah dapat dibaﬁ&aﬂ
jika perjanjiaﬁ itn merugikan pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak tersebut
dapat meminta pembatalan. Pembatalan atas perjanjian tersebut dapat
terjadi, baik sebelum perikatan yang lahir dari perjanjian itu
dilaksanakan maupun setelah prestasi yang wajib dilaksanakan
berdasarkan perjanjian yang dibuat tersebut dilaksanakan. Hal ini diatur
pada Pasal 1451 dan Pasal 1452 KUHPer. Secara garis besar alasan
pembatalan perjanjian terdapat dua golongan, yaitu:
a) Pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak dalam perjanjian
Hal ini dapat dilakukan apabila telah terjadi kekhilafan, pa}csaan atau

penipuan pada salah satu pihak dalam perjanjian pada saat perjanjian

2Gunawan Widjaja, Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata,
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 288-300.
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itu dibuat (Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1328 KUHPer). Selain
itu pembatalan perjanjian dapat dimintakan apabila salah satu pihak
dalam perjanjian tidak cakap untuk bertindak dalam hukum (Pasal
* 1330 dan Pasal 1331 KUHPer), dan atau tidak memiliki kewenangan
untuk melakukan tindakan atas perbuatan hukum tertentu.
b) Pembatalan perjanjian oleh pihak ketiga diluar perjanjian
Pada dasarnya suatu perjanjian l)anya mengikat pihak-pihak yang
membuatnya, sehingga tidak membawa akibat apapun kepada pihak
ketiga. Oleh sebab itu, KUHPer tidak memberikan rumusan yang
umum mengenai hak dari seorang pihak ketiga yang dirugikan untuk
melakukan penuntutan pembatalan atas perikatan atau perjanjian
yang dibuat oleh  suatu pihak tertentu. Walau demikian untuk
melindungi pihak kreditur dalam tiap-tiap perikatan dan agar
ketentuan Pasal 1131 jo Pasal 1132 KUHPer dapat dilaksanakan
sepenuhnya, dibuatlah ketentuan Pasal 1341 KUHPef yang lebih
dikenal dengan Actio Pauliana. Actio Pauliana hanya dapat
dilakukan oleh kreditur dan dilaksanakan berdasarkan putusan
pengadilan.
Perjanjian yang batal demi hukum
Suatu perjanjian berakibat batal demi hukum, apabila tidak
terpenuhi syarat objektif dari suatu perjanjian. Tidak adanya suatu hal
tertentu yang terwujud dalam kebendaan yang telah ditentukan yang

merupakan objek dalam suatu perjanjian, maka jelas bahwa perjanjian
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tersebut tidak pernah ada sehingga tidak pernah menerbitkan perikatan

diantara para pihak. Begitu juga apabila prestasi atau kewajiban yang

harus dilaksanakan bertentangan dengan UU, kesusilaan, dan ketertiban

umum maka peljz{hjian tersebu; batal demi hukum.
3) Kebatalan relatif dan kebatalan mutlak

Suatu kebatalan disebut dengan relatif jika kebatalan tersebut hanya

berlaku terhadap individu orang-perorangan tertentu saja, dan disebut

kebatalan mutlak jika kebatalan tersebut berlaku umum terhadap seluruh

anggota masyarakat tanpa kecuali.
Personalia Perjanjian

Personalia perjanjian adalah pihak-pihak 'yang terkait &engan perjanjian.
Ada yang dikenal dengan Azas Kepribadian, Actio Pauliaha, Schuld &
Haftung.

Azas Kepribadian adalah suatu azas yang mengatakan bahwa perjanjian
. berlaku bagi pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri bahkan dapat
berlaku bagi ahli warisnya. Terdapat Pasal 1315 jo Pasal 1340 KUHPer,
yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya meletakkan hak dan
kewajiban bagi para pihak yang membuatnya, sedangkan pihak ketiga tidak
mempunyai kaitan dengan perjanjian terseb;lt. Terhadap azas ini terdapat
pengecualian, yang dinamakan dengan “janji untuk pihak ketiga” (derden-
beding). Terdapat pengecualian Pasal 1316 tentang perjanjian bergaransi.

Actio Pauliana (Pasal 1341 KUHPer), bahwa kreditur diberikan hak

untuk mengajukan pembatalan terhadép segala perbuatan yang tidak perlu
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dilakukan oleh debitur yang merugikan dirinya. Untuk mengemukakan
adanya Actio Pauliana, kreditur harus membuktikan syarat-syarat yang
terdapat dalam Pasal 1341 KUHPer, keempat syarat tersebut adalah
perbuétannya harus perbuatan hukum, perbuatan hukum itu tidak
diwajibkan, perbuatan hukum dari debitur harus merugikan kreditur, debitur
dan pihak ketiga mengetahui bahwa perbuatannya merugikan kreditur. Actio
Pauliana mempunyai hubungan yang crat dengan Pasal 1131 KUHPer,
yang menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak
atau tidak bergerak, baik yang sudaﬁ ada atau yang baru ada dikemudian
hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Schuld adalah kewajiban berprestasi, Haftung adalah tanggung jawab
yuridis dari Schuld. Pada umumnya Schuld & Haftung tcrdapat pada orang
yang sama, karena pada azasnya setiap utang dengan sendirinya ditanggung
oleh kekayaan debitur. Tetapi dalam praktek ada Schuld tanpa Haftung,
contohnya adalah melakukan perjudiﬁn, dan ada Haftung tanpa Schuld,
contohnya garansi.

Pelaksanaan Suatu Perjanjian
Menilik macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, perjanjian-
perjanjian itu dibagi menjadi tiga macam, yaitu:
a) Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang
Adanya suatu penyerahan yang nyata atau menyerahkan kckuasaan

secara nyata atas suatu benda dari kreditur ke debitur, misalnya jual
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beli, tukar-menukar, penghibahan (pemberian), sewa-menyewa,
pinjam pakai.
b) Perjanjian untuk berbuat sesuatu
Dalam pex?janjian ini, debitur wajib melakukan perbuatan tertentu
yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Misalnya dalam perjanjian
sewa-menyewa, bahwa debitur harus menggunakan rumah tersebut
sebagai tempat tinggal (sesuai dengan perjanjiannya), tidak boleh
dipakai sebagai tempat usaha, tidak boleh dikosongkan, tidak boleh
disewakan kepada orang lain.
c) Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu
Dalam perjanjian ini, debitur tidak boleh melakukan suatu pérbuatan
yang telah ditetapkan délam perjanjian. Misalnya menyewakan rumah
beserta isinya; kemudian disewakan kepada orang lain, maka hal
tersebuf tidak boleh dilakukan.
8. Unsur-Unsur Perjanjian
Terdapat tiga unsur dalam perjanjian, yaitu
a. Unsur Essensiafia (Pasal 1320 KUHPer)
Unsur ini mengenai syarat sahnya perjanjian dan merupakan bagian inti
dari perjanjian. Ini merupakan unsur yang mutlak harus ada di dalam
suatu perjanjian, artinya tanpa unsur mutlak tidak mungkin ada
perjanjian dan perjanjian tidak dapat dilaksanakan. Sifat essensial
perjanjian ini merupakan sifat yang menentukan perjanjian itu tercipta.

b. Unsur Naturalia
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Unsur ini adalah unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, artinya
unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara
diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian. Unsur dari
perjanjian yang diatur oleh UU, tetapi para pihak dengan kesepakatan
antara mercka maka ketentuan dalam UU itu dapat ditiadakan. Unsur
tersebut merupakan sifat bawaan atau melekat pada perjanjian.

c. Unsur Accidentalia
Unsur yang harus dimuat atau dinyatakan secara tcgas di dalam
perjanjian oleh para pihak atau unsur yang perlu ditambahkan olch para
pihak, yang berarti bahwa dalam perjanjian sudah diatur tetapi ada hal
lain yang ditambahkan dalam perjanjian, contohnya jika antara kedu_a
belah pihak terjadi perselisihan, maka harus ditenluvkan tempat
penyelesaian perselisihan tersebut.

Unsur-unsur ini dapat dikatakan sebagai syarat tambahan dari sahnya

perjanjian. Maksudnya syarat tambahan adalah bahwa di dalam suatu

perjanjian, disamping harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif,

ada syarat lain yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut mengikat para

pihak, misalnya dalam pgmberian hibah, agar diakui secara hukum perlu

dibuat dalam bentuk tertulis (akta otentik).

Azas-Azas Perjanjian

Azas perjanjian adalah dasar-dasar yang harus diperhatikan dalam membuat

suatu perjanjian atau kontrak dalam bentuk tertulis.

Azas perjanjian dibagi menjadi :
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a. Azas Konsensualisme
Dasar dari perjanjian dan kesepakatan sudah lahir atau terjadi sejak para
pihak menyatakan kepentingan—kepen;ingannya' atau kehendaknya.
Dalam azas ini, ketika terjadi kesepakatan, maka pada saat itulah terjadi
perjanjian. Kesepakatan ini berisi tentang hal-hal pokok dari perjanjian,
kesepakatan juga dapat dicapai secara lisan yang kemudian dituangkan
secara tertulis. Konsensus secara lisan merupakan perjanjian, apabila
kedua pihak saling mempercayai. Konsensus yang terdapat dalam Pasal
1320 KUHPer dapat dilakukan dengan berbagai'cara, yaitu diucapkan
secara lisan (setuju terhadap kehendak péra pibak), dilakukan dengan .
suatu isyarat (dehgan gerakan badan), dan- dilakukan secara tertulis
(melalui akte otentik, akte dibawah tangan, ataupun diucapkan secara
lisan lalu ditulis).

b. Azas Kebebasan Berkontrak
Bahwa tiap orang dapat membuat suatu perjanjian tentang apa saja, dan
perjanjian ini merupakan kebebasan dari setiap orang baik perjanjian
yang sudah diatur ataupun yang belum diatur oleh UU. Kebebasan
tersebut dibatasi dengan ketentuan-ketentuan bahwa perjanjian tidak
boleh melanggar UU, ketertiban umum, dan kesusilaan. Azas ini tunduk
pada ketentuan Pasal 1320 KUHPer dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer.

¢. Azas Penambahan Hukum
Pada dasarmmya para pihak yang membuat perjanjian, harus secara

lengkap dan sempurna, tetapi jika dalam perjanjian yang dibuat terdapat
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kekurangan maka perjanjian itu akan dilengkapi oleh peraturan yang
ada. Azas ini bermaksud bahwa pihak yang membuat perjanjian tidak
takut untuk membuat kesalahan dalam perjanjian.
| d.' Azas Personalia atau Azas Kepribadian
Azas ini mengatur’ tentang ruang lingkup berlakunya perjanjian, bahwa
perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjinn,
artinya bahwa pihak ketiga atau pihak diluar perjanjian tidak dapat ikut
menuntut suatu hak dari perjanjian. Azas ini diatur dalam Pasal 1315,
Pasal 1316, Pasal 1317, Pasal 1318, Pasal 1340 KUHPer.
e. Azas Kepastiari Hﬁkum
Bahwa dehgah kepastian hukum, dapat diketahui deng;m tepat apa yang
boléh atau fidak boleh dilakukan. Azas ini tampak dalam ketentuan
bahwa perjanjian yang telah dibuat berlaku sebagai UU bagi mereka
| iang_ ﬁnembuatnya (Pacta Sunt Servanda).
f. Azas Eksenorasi dan Perjanjian Baku

Bahwa dalam perjanjian salah satu pihak mengemukakan bahwa ia tidak
melakuican kewajibannya dan karena itu ia akan memberikan ganti rugi
atau ganfi kerugian secara keseluruhan atau terbatas disebut Perjanjian
Eksenorasi. Sedangkan Perjanjian Baku, adalah perjanjian yang isinya
telah ditetapkan secara tertulis dan perjanjian ini menyangkut hal-hal
tertentu. Tidak ada p;rundangan, debitur hanya boleh menyatakan
menerima _ atau menblak. Pertemuan kehendak | dicapai melalui

pembahasan, karena debitur .dihadapkan oleh perjanjian yang sudah

Universitas Indonesia

Perjanjian sewa..., Cheryl Rosdiana, FH Ul, 2009



10.

27

ditetapkan, contohnya perjanjian kredit di Bank, perjanjian sewa-
menyewa Safe Deposit Box pada Bank.

Azas Mengikat

Bahwa di dalain suatu perjanjian, para pihak mengikatkan diri untuk
melakukan kewajiban atau prestasi-prestasi, apabila prestasi tidak

dilakukan maka akan dikenakan sanksi.

Dari ketujuh azas tersebut, yang paling umum dan menguasai perjanjian

(KUHPer dan doktrin), yaitu Azas Konsensualisme dan Azas Kebebasan

Berkontrak.

Jenis-Jenis Perjanjian

J enié-jcnis perjanjian adalah sebagai berikut :

a.

Perjanjian Timbal Balik (Bilateral Contract) dan Perjanjian Sepihak
Perjanjian Timbal Balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan
kewajiban kepada kedua pihak, contoh : perjanjian jual beli, perjanjian
sewa-menyewa.

Perjanjian Sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban
kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya, contoh : perjanjian
hibah. |

Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian Bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri,
yang dikéslompokkan sebagai perjanjian khusus karena jumlahnya

terbatas, contoh : perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa.
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Perjanjian Tidak Bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai
nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas, contoh : perjanjian sewa
beli.

c. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Real
Perjanjian Konsensual adalah perjanjian yang timbul karena terdapat
persetujuan kehendak antara para pibak. Perjanjian sudah sah dan
mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokok,
yaitu barang dan harga, contoh : perjanjian jual beli, perjanjian sewa-’
menyewa.
Perjanjian Real adalah perjanjian yang selain terdapat persetujuan
kehendak, juga harus terdapat penycrahan nyata atas barangnya,
éontoh: jual beli barang bergerak, perjanjian penitipan, dan pinjam
pakai.

d. Perjanjian Prinsipil dan Perjanjian Accesoir
Perjanjian Prinsipil adalah perjanjian yang bersifat pokok, contoh :
perjanjian pinjam-meminjam uang baik kepada individu maupun
lembaga perbankan.
Perjanjian Accesoir adalah perjanjian yang bergantung pada perjanjian
pokok, disebut juga perjanjian tambahan, contoh : perjanjian jaminan
(yang berutang memberikan jaminan kepada yang memberikan

utang), perjanjian pembebanan hak tanggungan atau fidusia.

e. Perjanjian Obligatoir dan Perjanjian Liberatoir
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Perjanjian Obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban-
kewajiban tertentu.
Perjanjian Liberatoir adalah perjanjian yang menghapuskan
kewajiban-kewajiban tertentu. :
11. Wanprestasi dan Overmacht
Tidak terlaksananya perjanjian dapat disebabkan oleh wanprestasi dan
overmacht.

I. Wanprestasi

Si berutang (debitur) dikatakan wanprestasi apabila 1a tidak melakukan
apa yang dijanjikan, debitur tersebut lalai atau ingkar jamji, atau
melanggar perjanjian (melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh
dilakukannya).

Wanprestasi seorang debitur berupa empat macam, yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana

dijanjikan;

3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat;

4. Melakukan sesuatn yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
Atas wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, maka terhadap debitur akan
dikenakan sanksi atau hukuman. Adapun akibat atau hukuman tersebut
adalah : ‘

1. Membayar kerugian yang diderita kreditur, atau disebut ganti rugi (Pasal

1247 dan Pasal 1248 KUHPer).
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Kreditur bila merasa dirugikan atas perbuatan debitur, ia dapat menuntut
ganti rugi. Bentuk-bentuk ganti rugi yang dapat diajukan oleh kreditur,
yaitu menuntut pemenuhan perikatan atau perjanjian (buat perjanjian
lagi antara debitur dan kreditur), menuntut pemenuhan ganti rugi dan
pemenuhan perikatan (menuntut apa yang sudah terpakai), pemenuhan
hak ganti rugi, menuntut hak pembatalan perjanjian (apabila perjanjian
bersifat timbal balik), dan menuntut hak pemutusan perjanjian discrtai
ganti rugi dan ganti kerugian.

Ganti rugi, mencakup kewajiban debitur untuk mengganti sesuatu yang
rusak atau hilang qitambah dengan ongkos-ongkos atau biaya-biaya
yang lain. Sedangk;an ganti kerugian adalah mengganti kerugian yang
sebenarnya, apabila debitur mempunyai wanprestasi kepada kreditur.
Ganti rugi jumlahnya lebih besar daripada ganti kerugian, dan pada
umumnya kreditur menuntut ganti rugi.

Pembatalan perjanjian (Pasal 1266 KUHPer).

Pembatalan i:»exjanjian bertujuan untuk membawa kedua belah pihak
kembali pada keadaan sebelum perjanjian tersebut diadakan. Kalau salah
satu pihak sudah menerima uang atau barang dari pihak yang lain, maka

uang atau barang tersebut harus dikembalikan.

. Peralihan resiko (Pasal 1237 ayat (2), pasal 1460 KUHPer).

. Membayar biaya perkara, bila sampai diperkarakan di Pengadilan (Pasal

181 ayat (1) HLR)

Overmacht
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Overmacht adalah tidak terlaksananya prestasi oleh debitur, disebabkan
oleh peristiwa yang terjadi diluar kesalahannya dan tidak dapat diduga
sebelumnya.
Ada dua teori tentang overmacht, yaitu :
1. Keadaan memaksa objektif (4bsolute Overmacht)
Balwa objek dari perjanjian sudah musnah, sehingga tidak mungkin
lagi bagi debitur untuk memenuhi perikatannya.

2. Keadaan meinaksa subjektif (Relative Overmacht)

| Hal ini menyangkut diri debitur, yaitu bahwa ia masih mungkin

memenuhi prestasinya walaupun dengan pengorbanan yang sangat
besar. |

Overmacht erat kaitannya d'eﬁgan resiko, karena akibat overmacht dapat
berupa :

a. Kreditur tidak dapat menuntut pelaksanaannya;

b. Kreditur tidak dapat menuntut ganti rugi;

c. Kreditur tidak dapat menuntut pembatalan pada perjanjian timbal

balik;

d. Resiko tidak beralih kepada debitur.

Sebenarnya alasan tidak terlaksananya perjanjian yang disebabkan oleh
overmacht merupakan dalih debitur yang dituduh lalai, bila debitur
dituduh lalai, maka ia dapat membela diri dengan mengajukan beberapa
alasan, yaitu :

a. Karena keadaan memaksa (overmacht atau force majeur)
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Suatu keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena
terjadi suatu peristiwa yang bukan karena kesalahannya, artinya
bahwa peristiwa tersebut tidak dapat diduga sebelumnya pada saat
membuat perjanjian, misalnya terjadi © bencana alam yang
mengakibatkan salah satu pihak meninggal dunia.
Debitur yang dituduh lalai berusaha menunjukkan bahwa tidak
terlaksananya apa yang dijanjikan itu discbabkan oleh hal-hal yang
sama sekali tidak dapat diduga, dan bukan oleh kelalaiannya.
Keadaan memaksa merupakan alasan untuk dibebaskan dari
kewajiban membayar ganti rugi. Hal ini diatur pada Pasal 1244 dan
Pasal 1245 KUHPer.

b. Karena si berpiutang (kreditur) sendin juga telah lalai (Exceptio Non
Adimpleti Contractus)
Dalam hal ini debitur yang dituduh lalai dan dituntut ganti rugi
mengajukan kepadla Hakim dan berdalih bahwa kreditur sendiri juga
lalai. Ada suatu azas dalam setiap perjanjian timbal balik yang
beranggapan bahwa kedua belah pihak haruslah sama-sama
melakukan kewajibannya. Mengcnai ketentuan ini tidak diatur dalam
UU, tetapi merupakan suatu yurisprudensi yaitu suatu pcraturan
hukum yang telah diciptakan oleh para Hakim.

c. Karena pelepasan hak (Rechtsverwerking)
Si debitur boleh menyimpuikan bahwa kreditur sudah tidak akan

menuntut ganti rugi. Contohnya si pembeli meskipun mengetahui
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barang yang diterimanya terdapat cacat tersembunyi, tetapi ia tidak
menegur penjual atau mengembalikan barang tersebut, dan jika
pembeli tersebut dikemudian hari menuntut ganti rugi atau
pembatalan ﬁerjanjian maka tuntutan itu sudah selayaknya tidak
diterima oleh Hakim.
12.  Berakhirnya Perjanjian
Jika suatu perjanjian telah terlaksana, maka perikatan tersebut akan
berakhir dengan sendirinya, atau dengan kata lain adalah perikatan
tersebut menjadi hapus. Berdasarkan Pasal 1381 KUHPeé menentukan
sepuluh cara hapusnya suatu perikatan, yaitu :**
1) Pembayaran
Dengan “pembayaran” dimaksudkan setiap pemenuhan perjanjian
secara sukarela. Bukan saja pihak pembeli yang membayar sejumlah
vang kepada penjual, tetapi pihak penjual juga menyerahkan barang
yang dijualnya tersebut. Yang wajib membayar utang bukan saja
debitur, tetapi juga kawan debitur dan seorang penanggung utang (borgj.
Mengenai tempat pembayaran diatur pada Pasal 1393 KUHPer. Pasal
1395 KUHPer mengatur mengenai biaya yang harus dikeluarkan untuk
menyelenggarakan pembayaran harus dipikul oleh debitur.
2) Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan atau penitipan
Ini adalah suatu cara pembayaran yang harus dilakukan apabila si

berpiutang (kreditur) menolak pembayaran. Barang atau vang yang akan

Bgubekti, loc.cit. , hal. 64-78.
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dibayarkan itu ditawarkan secara resmi oleh seorang Notaris atau
Jurusita Pengadilan, ia akan memberitahukan kepada kreditur bahwa ia
atas perintah debitur datang untuk membayar utang debitur tersebut.
Apabila kreditur meneriina barang atau uang yang ditawarkan ini, berarti
perkara sudah selesai. Apabila kreditur menolak, maka harus ada bukti
yang resmi bahwa si berpiutang telah menolak pembayaran. Lalu debitur
di muka Pengadilan Negeri mengajukan permohonan kepada Pengadilan
supaya Pengadilan mengesahkan penawaran pembayaran yang telah
dilakukan itu, setelah disahkan maka barang ataw uang yang akan
dibayarkan itu, disimpan atau dititipkan kepada Panitera Pengadilan
Negeri, schingga hapuslah utang-piutang itu. Barang atau uang tersebut
diatas beréda da_]am simpanan Kepaniteraan Pengadilan Negeri atas
tanggungan (resiko) si berpiutang. Si berutang sudah bebas dari V
utangnya. Segaié biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan

penawaran pembayaran tunai dan penyimpanan, harus dipikul oleh si

berutang.

3) Pembaharuan utang atau Novasi

Menurut pasal 1413 KUHPer, ada tiga macam jalan untuk melaksanakan

. suatu pembaharuan utang atau novasi, yaitu :

1. Apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru
guna orang yang menghutangkanﬁya, yang menggantikan utang

yang lama yang dihapuskan karenanya.
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Ini dinamakan novasi objektif, karena yang diperbaharui adalah
objeknya perjanjian.

2. Apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang '
berutang yang lama, yang oleh si berpiutang &;bebaskm dari
perikatannya,

3. Apabila sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang kreditur baru
ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama, terhadap siapa si
berutang dibebaskan dan perikatannya.

Novasi pada nomor 2 dan nomor 3 disebut novasi subjektif, karena yang
diperbaharui adalah subjek atau orang-orang dalam perjanjian. Jika yang
diganti adalah debitur (nomor 2), disebut subjektif pasif. Sedangkan
apabila yang diganti krediturnya (nomor 3), disebut subjektif aktif.

4) Perjumpéén utang afau Kompensasi |
Merupakan suvatu cara penghapusan -utang dengan . jalan
memperjumpakan atau memperhitungkan utang piutang secara timbal
balik antara kreditur dan debitur. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1424,
Pasal 1431, pasal 1433, pasal 1429 KUHPer.

5) Percampuran utang
Apabila kedudukan sebagai orang berpiutang (kreditur) dan orang
berutang (debitur) berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi
hukum suatu percampuran utang dengan mana utang piutang itu
dihapuskan. Percampuran utang yang terjadi pada dirinya si berutang

utama berlaku juga untuk keuntungan para penanggung utangnya
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(“borg™”), sebaliknya percampuran yang terjadi pada seorang
penanggung utang (“borg”), tidak sekali-kali mengakibatkan hapusnya
utang pokok.
6) Pembebasan utang
Apabila si berpiutang dengan tegas menyatakan tidak menghendaki lagi
prestasi dari si bqrutang dan melepaskan haknya atas pembayaran atau
pemenul;an perjanjian, maka perikatan yaitu hubungan utang-piutang
menjadi hapus. Perikatan disini hapus karena pembebasan. Pembebasan
suatu utang tidak boleh dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.
-Pengembalian sepucuk tanda piutang asli secara sukarela oleh si
berpiutang kepada si berutang, merupakan suatu bukti tentang
pembebasan utangnya. Pembebasan utang tidak fneﬁerbitkan perikatan,
justru menghapuskan perikatan, dan dengan suatu pembebasan tidak
dapat dipindahkan suatu hak milik.
7) ‘ Musnahnya barang yang terutang

Jika barang tertentu yang menjadi objek perjanjian musnah, tidak lagi
dapat diperdagangkan, atau hilang, hingga sama sekali tidak diketahui
apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asalkan
barang tersebut musnah atéu hilang diluar kesalahan si berutang dan
sebelum ia lalai menyerahkannya. Bahkan seandainya debitur lalai
menyerahkan barang (terlambat), ia akan bebas dari éerikatan apabila ia

dapat membuktikan bahwa hapusnya barang itu disebabkan oleh suatu
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kejadian diluar kekuasaannya dan barang tersebut juga akan menemui
nasib yang sama meskipun sudah berada ditangan kreditur.
8) Batal atau Pembatalan
Pembatalan diatur dalam Pasal 1446 i:(UHPer dan selanjutnya. Kalau
suatu perjanjian batal demi hukum, maka ticiak ada perikatan yang
dilahirkan karenanya. Dalam pasal-pasal tersebut mengatur tentang
pembatalan perjanjian-perjanjian yang dapat dimintakan, misalnya
apabila syarat subjektif dari Pasal 1320 KUHPer tidak terpenubi, maka
dapat dimintakan pembatalan atas perjanjian tersebut. Meminta
pembatalan perjanjian yang kekurangan syarat subjektifnya dapat
dilakukan dengan dua cara, yaitu secara aktif menuntut pémb’ata]an
perjanjian yang demikian di depan Hakim (batas waktu lima tahun
menurut Pasal 1454 KUHPer), dan secara pembelaan dengan cara
menunggu sampai digugat di depan Hakim untuk memenuhi perjanjian
dan disitulah baru mengajukan kekurangannya perjanjian itu.
9) Berlakunya suatu syarat batal

Suatu perikatah yang sudah dilahirkan justru akan berakhir atan
dibatalkan apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi, perikatan
semacam ini dinamakan perikatan dengan suatu syarat batal. Dalam
hukum perjanjian pada azasnya suatu syarat batal selamanya berlaku
surut hingga saat lahimya perjanjian. Syarat batal adalah suatu syarat
yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjian dan membawa segala

sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi
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suvatu perjanjian. Demikianlah yang dituangkan pada Pasal 1265
KUHPer. Dengan begitu, syarat batal itu mewajibkan si berutang untuk
mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang
dimaksudkan itu terjadi. |
10) Lewat waktu
Menurut pasal 1946 KUHPer, yang dinamakan daluarsa atau lewat
waktu ialah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk
dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu
dan atas _Syarat-syarat yang ditentukan oleh UU. Daluarsa untuk
memperoleh hak milik .atas suatu barang dinamakan daluarsa
“acquisitif”, sedangkan daluarsa untuk dibcbaskan dari suatu perikatan
atau tuntutan dinamakaﬂ daluarsa “extinctif’. Berdasarkan pasal 1967
KUHPer, segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun
yang bersifat perseorangan h:;_lpus karena dalvarsa dengan lewatnya
waktu tiga >pu1uim tahun. Dengan lewatnya waktu tersebut diatas,
hapuslah setiap perikatan hukum, dan hanya ada suatu perikatan bebas
(natuurlijke verbintenis), attinya kalau dibayar boleh tetapi tidak dapat
dituntut di depan Hakim. Debitur jika ditagih utangnya atau diajukan
tuntutan di depan Pengadilan dapat mengajukan tangkisan atau eksepsi
tentang kadaluarsanya piutang dan dengan demikian mengelak atau
menangkis semua tuntutan.
B. Perjanjian Sewa-Menyewa

1. Pengaturan dan Pengertian Perjanjian Sewa-Menyewa
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Perjanjian sewa-menyewa dalam KUHPer diatur pada Buku III Bab VII,

yang terdiri atas 4 (empat) bagian, yaitu :

Bagian Kesatu : Ketentuan-ketentuan umum

Bagian Kedua : Aturan;-aturan yang sam;a berlaku terhadap penyéwaan
rumah dan tanah

Bagian Ketiga : Aturan-aturan yang khusus berlaku bagi sewa rumah dan

perabot rumah

Bagian Keempat : Aturan-aturan yang kbusus berlaku bagi sewa tanah

Sedangkan pcngertian perjanjian sewa-menyewa terdapat dalam Pasal 1548

KUHPer, yang berbunyi demikian :

“Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu"'T
mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan
dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran
sesuatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya”.'*

Dari rumusan pengertian sewa-menyewa diatas, maka dapat ditarik

kesimpulan, bahwa sewa-menyewa merupakan :

a. Suatu perjanjian antara pihak yang menyewa (pada umumnya pemilik
barang) dengan yang menyewa.

b. Pihak yang menyewakan menyerahkan suatu barang kepada penyewa
hanya untuk dinikmati.

¢. Kenikmatan tersebut berlangsung untuk jangka waktu tertentu dan

dengan pembayaran sejumlah harga sewa waktu tertentu.

2. Subjek dan Objek Perjanjian Sewa-Menyewa

“R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, op.cit. , ps.1548.
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A. Subjek

Yang dimaksud dengan subjek perjanjian adalah pihak-pihak yang
terlibat dalam suatu perjanjian, dalam sewa-menyewa yang menjadi
subjeknya adalah pihak yang menyerahkan (pihak yang menyewakan)
dan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan adalah sescorang atau
badan hukum yang menerima beban atau kewajiban untuk sesuatu,
sedangkan pihak penyewa adalah seseorang atau badan hukum yang
mendapatkan hak atas pelaksanaan kewajiban itu.

B. Objek

Yang dimaksud dengzin objek perjanjian adalah benda atau barang
yang bersangkutan. Semua jenis barang baik bergerak atau tidak
bergerak dapat dikatakan jemis benda yang dapat menjadi objek

. perdagangan, sehingga juga merupakan objek perjanjian. Maka objck
perjanjian sewa-menyewa adalah segala macam benda, kecuali benda
yang telah ditentukan oleh UU, bahwa benda-benda yang berientangan
dengan UU, kesusilaan, dan ketertiban umum dilarang dijadikan objek
perjanjian sewa-menyewa.

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak
1. Pihak yang menyewakan

a. Hak

Pihak yang menyewakan berhak memperoleh pembayaran harga sewa
atas barang yang disewakan sesuai dengan perjanjiannya, selain itu

juga berhak untuk menerima kembali barang yang disewakan.
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Kewajiban

Berdasarkan Pasal 1550 KUHPer, kewajiban-kewajiban pihak
yang menyewakan adalah wajib menyerahk;m_barang yang disewa
képada penyewa, memelihara barang yang disewa agar dapat dipakai
untuk keperluan yang dimaksud, memben'kan kepada penyewa
kenikmatan tenteram dari barang yang disewa selama persewaan
berlangsung. Kemudian berdasarkan Pasal 1551 KUHPer, pihak yang
menyewakan berkewajiban untuk menyerahkan barang yang
disewakan dalam keadaan terpelibara segala-galanya, dan selama
waktu sewa wajib melakﬁkan perbaikan pada barang yang disewakan
kecuali perbaﬂcan-perbaﬂéan yang menjadi kewajiban iaenyewa.

Dalam Pasal 1552 KUHPer, pihak yang menyewakan harus
menanggung si penyewa terhadap semua cacat dari barang yang
disewakan yang belum merintangi pemakaian barang’ itu meskipun
pihak yang menyewakan itu sendiri tidak mengetabuinya pada saat
dibuatnya perjanjian sewa.

Pada Pasal 1556 KUHPer, pihak yang menyewakan tidak
diwajibkan menjamin si penyewa terhadap rintangan-rintangan dalam
kenikmatannya yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak

mempunyai hubungan dengan perjanjian sewa-menyewa.

2. Pihak Penyewa

a.

Hak

Universitas Indonesia

Perjanjian sewa..., Cheryl Rosdiana, FH Ul, 2009



42

Pihak penyewa berhak memperoleh kenikmatan dan ketenteraman
dalam menggunakan barang yang disewakannya dari gangguan pihak
ketiga atau cacat tersembunyi yang tidak diketahuinya.

. Kewajiban

Pasal 1560 KUHPer menyatakan bahwa si penyewa harus
menepati 2 (dua) kewajiban utamanya, yaitu wajib memakai barang
yang disewa sebagai “bapak rumah yang baik” artinya merawat
seakan-akan barang tersebut miliknya sendiri serta memakai barang
tersebut sesuai dengan tujuan yang dimaksud dalam perjanjian
sewanya dan wajib membayar harga sewa pada waktu yang telah
ditentukan.

Menurut Pasal 1583 KUHPer, pembetulan-pembetulan kecil dan
sehari-hari dipikul oleh penyewa.

Pasal 1562 dan Pasal 1563 KUHPer, mengatur tentang
pengembalian barang atau benda yang telah berakhir sewanya. Kedua
| pasal ini diatur hanya berhubungan dengan 2 (dua) hal, yaitu ada atau
tidak adanya perincian barang-barang yang disewa pada saat
persewaan mulai berlaku. Pasal 1562 KUHPer mengatur bahwa
penyewa harus menyerahkan kembali barang sewa menurut perincian

itu, kecuali ada yang musnah berhubungan dengan sangat tuanya
| barang atau keadaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Sedangkan Pasal 1563 KUHPer mengatur bahwa jika perincian tidak

ada, maka barang sewa dianggap semula diserahkan kepada penyewa
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dalam keadaan baik juga kecuali bila ia dapat membuktikan bahwa
penyerahan barang semula kepadanya adalah terjadi dalam keadaan
tidak baik.’3
Kewajiban Penyewa juga tampak dalam Pasal 1581 KUHl;er,
yaitu bahwa si penyewa wajib mengisi rumah yang disewakan dengan
barang-barang rumah tangga. Hal ini berhubungan pula dengan Pasal
1140 KUHPer, bahwa pemilik rumah mempunyai privilege atas
barang-barang rumah tangga dalam hal menagih wang sewa, bem&i
kalau barang-barang itu harus dijual untuk melunasi hutang-hutang si
penyewa, maka pemilik rumah harus mendapat pembagian dulu dari
nang peﬁdapatan yang dilakukan oleh pemilik rumah atas barang-
barang perabot rumah penyewa, hal ini dinamakan pandbeslag.
4. Jangka Waktu Sewa-Menyewa
Perjanjian sewa-menyewa diadakan untuk :
1. Jangka waktu tertentu
Dalam Pasal 1548 KUHPer, dikatakan bahwa sewa-menyewa
berlangsung selama waktu tertentu. Timbul persoalan apa yang
dimaksud dengan waktu tertentu dalam pasal tersebut, karena tanpa
disebut waktu tertentu sudah jelas bahwa perjanjian sewa-menyewa itu
diadakan untuk jangka waktu tertentu, yaitu dengan telah disetujui harga

sewa dalam perjanjian itu, misalnya harga sewa untuk 1 atau 5 tahun.

YWirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, cet.7,
(Bandung: Sumur Bandung, 1981), hal. 57.
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2. Jangka waktu tidak tertentu
Seringkali sewa-menyewa diadakan untuk waktu tidak tertentu, dan
dalam bhal ini masing-masing pihak dapat dengan Ilcluasa untuk
menghentikan sewa-menyewa dengan memperhatikan suatu tanggung
penghentian menurut kebiasaan setempat.
5. Resiko Dalam Sewa-Menyewa
Mengenai resiko dalam sewa-menyewa diatur dalam Pasal 1553 ayat (1)
KUHPer, yang berbunyi sebagai berikut :
“Jika selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sckali musnah
karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka persctujuan sewa gugur
demi hukum™'®
Maksudnya persetujuan sewa gugur demi hukum adalah bahwa masing-
masing pihak tidak dapat menuntut sesuatu dari pihak lawannya, dengan
“demikian berarti resiko méngenai barang yang disewakan dipikul oleh pithak
yang menyewakan.
Kemudian pada Pasal 1553 ayat (2) dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa
pihak penyewa dapat memilih antara pembatalan perjanjian sewa-menyewa
atau pengurangan harga sewa, jika barang yang disewa hanya sebagian saja
yang musnah.
Mengenai cacat tersemburiyi diatur dalam Pasal 1552 ayat (1) dan (2)
KUHPer, yang bf.ararti bahwa pihak yang menyewakan tidak

bertanggungjawab atas cacat yang sejak semula sudah diketahui oleh si

"“R_ Subekti dan R. Tjitrosudibio, op. cit. , ps. 1553 ayat (1).
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penyewa dan juga berlaku bagi cacat yang sepantasnya harus dapat

diketahui oleh penyewa.

Berakhirnya Perjanjian Sewa-Menyewa

Terdapat 2 (dua) cara, yakni :

1. Dengan sendirinya pada waktu tertentu
Diatur dalam Pasal 1570 dan Pasal 1573 KUHPer. Pada Pasal 1570
KUHPer, jika sewa tersebut dibuat secara tertulis, maka sewa tersebut
berakhir demi hukum seiring dengan berakhirnya pula waktu sewa yang
telah ditentukan dalan perjanjian sewanya. Pada Pasal 1573 KUHPer,
apabila sewa yang dibuat secara tertulis sudah berakhir masa sewanya,
akan tetapi si penyewa masih menguasai barang yang disewa, lﬁaka.
terjadilah suatu sewa yang baru.

2. Setelah dihentikan dengan memperhatikan suatu tenggang waktu
Diatur dalam Pasal 1571 KUHPer, yang menyebutkan jika sewa tidak
dibuat secara tertulis maka sewa tersebut tidak berakhir pada waktu yang
ditentukan, melainkan apabila salah satu pihak hendak menghentikan
sewa-menyewa tersebut, ia harus memperhatikan tenggang waktu yang
diharuskan menurut kebiasaan setempat.

Selain hal-hal tersebut diatas, ada sebab-sebab lain yang menghentikan

persetujuan sewa-menyewa, antara lain :

a. Jika barang yang disewakan musnah sama sekali dilnar kesalahan dari

salah satu pihak (Pasal 1553 ayat (1))
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Resiko musnahnya barang yang disewakan dipikul sendiri oleh pemilik
barang yang disewakan dan perjanjian sewa-menyewa gugur demi
hukum. Dengan demikian tidak ada hak untuk menuntut sesuatu apapun.
. Jika penyewa dengan sukarela ingin membatalkan sewa-menyewa
sebagai akibat dari barang yang disewa musnah sebagian, dalam hal ini
tidak ada hak menuntut ganti rugi (Pasal 1553 ayat (2))

. Oleh karena putusan Hakim

Jika salah satu pihak menuntut pembatalan perjanjian sewa-menyewa
dengan alasan pihak mengabulkan tuntutan pembatalannya. Sebagai
contoh pada Pasal 1559 KUHPer, bahwa pihak penyewa dilarang untuk
mengulang sewakan barang yang disewa atau melepas sewakan kepada
orang lain. Bila dalam perjanjian memang dilarang, maka hal ini

diancam dengan pembatalan perjanjian sewa dan penggantian biaya rugi

serta bunga.

. Berlakunya syarat batal

Hal ini terjadi jika perjanjian sewa-menyewa mengandung syarat batal,
misalnya dalam perjanjian dicantumkan klausula bahwa perjanjian
sewa-menyewa akan bearkhir jika yang menyewakan telah kembali dari
Iuarnegeri.

. Jika penyewa dengan sukarela mengembalikan barang yang disewanya
Pasal 1575 KUHPer, menyebutk;in bahwa perjanjian sewa-menyewa
tidak akan berakhir apabila salah satu pihak meninggal dunia. Hak-hak

dan kewajiban-kewajiban dari suatu perjanjian menurut hukum waris
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beralih kepada ahli warisnya, misalnya saja dalam perjanjian sewa-

menyewa rumah sebelum berakhir si ahli waris ingin menempati rumah

yang disewakan atau ingin mengakhiri perjanjian tersebut, maka

haruslah didasarkan atas kerelaan si penyewa untuk mengembalikan

barang yang disewanya.
Perjanjian Baku

Perjanjian bersifat konsensual, maksudnya dalam suatu perjanjian harus

terdapat kesepakatan yang murni, artinya kesepakatan itu tidak terjadi dengan
paksaan, penipuan, dan kekhilafan. Namun dalam kenyataannya sering terjadi
pihak yang kedudukannya lemah dalam perjanjian (debitur), tidak diberi
kesepakatan untuk menyatakan kehendaknya, sehingga kesepakatan yang ada
adalah kesepakatan semu. Hal ini terdapat dalam Perjanjian Baku.

Istilah Perjanjian Baku dialihbahasakan dari istilah bahasa Belanda, yaitu

staandaard contract atau standaard voorwaarden, sedangkan di Indonesia -

diterjemahkan dengan istilah Perjanjian Baku. Baku berarti patokan, ukuran,
atau acuan. Dibakukan berarti ditentukan ukurannya, patokannya, standamnya,

sehingga memiliki arti tetap yang menjadi pegangan umum.
Pengertian Perjanjian Baku menurut Prof Dr. Ny. Mariam Darus, S.H

adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk

formulir.!”

' Badan Pembinaan Hukum Nasional, Simposium Aspek-Aspek Hulum Masalah Perlindungan

Konsumen : Perlindungan Terhadap Konsumen Ditinjau dari Perjanjian Baku, (Jakarta: Bina Cipta,
1980), hal. 58.
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Maksudnya isi perjanjian itu terlebih dahulu dipersiapkan dan kemudian
ditentukan ukurannya serta dicetak dalam jumlah banyak, contohnya formulir
Perjanjian Kredit, Perjanjian Safe Deposit Box antara Bank dan Nasabah. Latar
belakang lahimya perjanjian ini tidak lain dari rasionalisasi 'hu;bungan hukum
yang terjadi dalam masyar.akat modern yang mempergunakan organisasi dan
planning sebagai hidup. |
Ciri-ciri Perjanjian Baku adalah sebagai berikut :

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat;

2. Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian;

3, Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian itu;

1. Bentuknya tertentu (tertulis);

). Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal dan kolektif.

vacam-macam Perjanjian Baku adalah sebagai berikut :

Perjanjian Baku Sepihak, adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh
pibak yang kuat kedudukannya didalém perjanjian itu. Pihak yang kuat
disini yaitu pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi (¢konomi) kuat
dibandingkan pibak debitur, dan kedua pihak terikat dalam organisasi,
contoh : Perjanjian Buruh Kolektif.

- Perjanjian Baku yang ditetapkan oleh Pemerintah, adalah perjanjian baku
yang isinya ditentukan oleh Pemerintah terhadap perbuatan tertentu, contoh:
perjanjian yang niemp_unyai objek tanah, yaitu pexjanjian sebagaimana
diatur dalam SK. Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Agustus 1977 No.

104/Dja/1977, Akta Hipotek model 1945055 dan sebagainya.
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3. Perjanjian Baku yang ditentukan di Lingkungan Notaris atau Advokat,
adalah perjanjian yang konsepnya sejak semula disediakan untuk memenuhi
permintaan masyarakat yang meminta bantuan Notaris atau Advokat. Dalam
perpustakaan Belanda disebut contract model.

Dalam membahas Perjanjian Baku terbatas pada Perjanjian Baku Sepihak
saja (Adhesi). Sehubungan dengan ciri-ciri Perjanjian Baku diatas, terutama
sifat massal dan kolektifnya, maka menurut Mariam Darus yang mengutip
pendapat Vera Bolger, menamakannya sebagai take it or leave it, maksudnya
Jjika debitur menyetujui salah satu syaratnya, maka ia hanya mungkin bersifat
menerima atau tidak menerimanya sama sekali, sedangkan untuk mengadakan -
perubahan isi perjanjian sama sekali tidak ada.

Yang menjadi permasalahan adalah apakah ciri-ciri yang dimiliki oleh
Perjanjian Baku diatas menyimpang dari kesepakatan sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 1321 KUHPer, sehingga perjanjiannya tidak sesuai
dengan yang telah ditentukan oleh KUHPer.

Pasal 1320 KUHPer menentukan bahwa untuk sahnya persetujuan atau
perjanjian diperlukan 4 (empat), yaitu kesepakatan diantara para pihak,
kecakapan para pihak yang menbuat perjanjian, hal tertentu, dan sebab yang
halal. Sepakat adalah azas essensial dalam hukum perjanjian. Azas ini
dinamakan juga konsensualisme, yang mengandung arti kemauan (will) para

pihak untuk saling mengikatkan diri. Kemauan ini membangkitkan kepercayaan

(vertrouwen) bahwa perjanjian itu dipenuhi.
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Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa kesepakatan dalam Perjanjian
Baku adalah kesepakatan semu, namun tetap sah karena hukum berfungsi untuk
melayani kebutuhan masyarakat dan bukan sebaliknya.

Kebebasan berkontrak adalah salah satu azas yang terpenting dalam hukum
perjanjian, sehingga timbulah pernyataan apakah kebebasan berkontrak tetap
dipertahankan sebagai azas essensial dalam hukum perjanjian nasional yang
akan datang. Menurut Mariam Darus, bahwa kebebasan berkontrak tetap perlu
dipertahankan sebagai azas utama dalam hukum perjanjian nasional.

Hukum perdata sebagai induk hukum perjanjian adalah hukum yang
mengatur kepentingan orang. Dalam suasana setelah tahun 1945, dikatakan

' bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan orang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. |

Falsafah Pancasila menetapkan ajaran bahwa harus terdapat keselarasan,
keserasian, dan keseimbangan antara penggunaan hak azazi dengan kewajiban
azazi, atau dengax.l perkataan lain yaitu didalam kebebasan terkandung tanggung
jawab.

D. Perjanjian Sewa-Menyewa Safe Deposit Box Pada PT. Bank Internasional
-Indonesia Tbk
1. Beberapa Pengertian Perjanjian Sewa-Menyewa Safe Deposit Box

a. Menurut PT. Bank Central Asia °

“Safe Deposit Box adalah suatu sistem pelayanan Bank kepada
masyarakat, dalam bentuk Bank menyewakan box dengan ukuran
tertentu untuk menyimpan barang-barang berharga dengan jangka waktu
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tertentu dan nasabah menyimpan sendiri kunci kontak pengaman
tersebut.”'?

Menurut Bank Dagang Negara :

“Safe Deposit Box adalah salah satu jasa yang disediakan Bank berupa
kotak khusus yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyimpan
harta milik pribadi maupun perusahaan.”"®

Menurut Bank Niaga :

“Safe Deposit Box adalah suatu sistem pelayanan jasa Bank kepada
masyarakat, dimana Bank menyewakan box dengan ukuran tertentu
yang digunakan oleh nasabah untuk menyimpan barang-barang berharga
milik pribadi dan perusahaan, sedangkan nasabah membayar harga sewa
yang telah ditentukan ”?°

Menurut Lippo Bank :

“Safe Deposit Box adalah suatu tempat yang digunakan untuk
menyimpan barang-barang berharga seperti berlian, dokumen, surat-
surat penting, dan untuk membuka box digunakan dua kunci, satu
dibawa nasabah dan satunya disimpan oleh petugas Bank, kedua kunci

harus digunakan bersamaan.”?!

Menurut Bank Internasional Indonesia :

“Safe Deposit Box adalah tempat penitipan baranag yang disediakan
oleh Bank kepada penyewa. Tersedia dalam 3 (tiga) pilihan ukuran,
yaitu S (Small) 6x25x48cm3, M (Medium) 10x25x48cm3, dan L (Large)
25x25x48cm3, sedangkan XL (Extra Large) 25x25x60cm3 hanya
tersedia di KCI Medan.”*?

"®Brosur, Bank Central Asia, Safe Deposit Box.

¥Brosur, Bank Dagang Negara, Safe Deposit Box.

®Brosur, Bank Niaga, Safe Deposit Box.

#Brosur, Lippo Bank, Safe Deposit Box.

ZPerjanjian Sewa-Menyewa Safe Deposit Box pada PT. Bank Intemasional Indonesia Tbk, ps. 1

ayat (3).
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Berdasarkan pengertian-pengertian Safe Deposit Box tersebut diatas,
dapat ditarik kesimpulan bahwa Safe Deposit Box adalah salah satu
pelayanan jasa yang diberikan oleh Bank kepada Nasabahnya berupa tempat
penyimpanan yang dapat disewa oleh Nasabah Bank yang bersangkutan
untuk menyimpan barang-barang berharganya, dimana penyewa dapat
menggunakan tempat penyimpanan tersebut untuk jangka waktu tertentu
dengan harga sewa yang telah ditentukan.

Yang menjadi hal pokok dalam perjanjian sewa-menyewa Safe Deposit
Box adalah bahwa syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian
ini ditentukan secara sepihak oleh pihak Bank, sedangkan pihak penyewa
harus menerima syarat dan ketentuan perjanjian yang sudah ditentukan oleh

pihak Bank dalam formulir standar yahg diterbitkan oleh pihak Bank.

. Subjek dan Objek Perjanjian Sewa-Menyewa Safe Deposit Box

Subjeknya adalah Bank sebagai pihak yang menyewakan Safe Deposit
Box dan Nasabah scbagai penyewa Safe Deposit Box. Penyewa atau
kuasanya diwajibkan untuk membuka dan memiliki rekening di Bank yang
bersangkutan.

Objeknya adalah kotak penyimpanan yang dipakai untuk menyimpan
barang-barang. Yang dimaksud barang adalah benda bergerak yang

dititipkan di dalam Safe Deposit Box, termasuk tetapi tidak terbatas pada

surat berharga, surat yang berharga, perhiasan atau logam mulia dan benda-

benda lain yang bukan merupakan benda yang dilarang oleh peraturan

perundang-undangan Republik Indonesia (senjata api, obat-obat terlarang)
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ataupun bukan berupa bahan-bahan atau zat-zat kimia (berbentuk padat,
cair, dan gas) yang mudah meledak, terbakar, dan dapat merusak barang-
barang yang berada disekitarnya. Barang yang hendak disimpan uku;annya
harus sebanding dengan Safe Deposit Box ya.ng dise\;va oleh Nasabah.

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak menurut Perjanjian Sewa-Menyewa Safe
Deposit Box pada Bank Internasional Indonesia
3.1 Pihak Bank

3.1.1 Hak

a. Bank berhak untuk alasan keamanan dan kenyamanan
pengguna Safe Deposit Box utntuk meminta agar barang
yang akan disimpan dalam Safe Deposit Box diperlihatkar;
terlebih dahulu kepada Bank (Pasal 5 ayat 1).

b. Bank berhak menolak untuk mengizmkan penyewa untuk
memasuki ruang khasanah dan membuka S’afe Deposit Box
dalam hal tandé tangan penyewa berbeda dengan contoh
tanda tangan yang tersedia pada Kartu Contoh Tanda Tangan
(Pasal 5 ayat 3 dan 4).

c. Bank berhak membongkar Safe Deposit Box yang disewa oleh
penyewa dengan alasan atas permintaan penyewa atau kuasa
atau ahli warisnya yang sah, misalnya pihak-pihak tersebut
menghilangkan atan merusakkan kunci untuk membuka Safe
Deposit Box atau alasan lain yang dapat diterima Bank,

selain itu atas permintaan atau perintah dan pihak berwajib

Universitas Indonesia

Perjanjian sewa..., Cheryl Rosdiana, FH Ul, 2009



54

dan berdasarkan penilaian Bank bahwa penyewa melanggar
isi perjanjian. Bank tidak bertanggungjawab atas isi dari Safe
Deposit Box tersebut (Pasal 6 ayat 1 dan 2).

d. Bank béfhak membatalkan pembdngkaran Safe Deposit Box
sepanjang penyewa dapat memenuhi kewajibannya (Pasal 6
ayét 4).

e. Apabila Bank masih mempunyai hak-hak tagih kepada
penyewa sehubungan dengan perjanjian, Bank berhak untuk
menjual sebagian atau selui’uhnya barang yang disimpan
dengan cara apapun pada saat apapun dengan harga
berapapun yang dianggap wajar oleh Bank. Hasil penjualan

 dari barang tersebut digunakan untuk memenuhi tuntutan
Bank atau pi'hak lain guna pembayaran uang sewa yang
tertunggak dan / atau biaya lainnya jika ada (Pasal 6 ayat 7).

f. Bank mempunyai hak untuk mengajukan gugatan atau
tuntutan hukum kepada penyewa berdasarkan perjanjian ini
dan atau memohon pelaksanaan atau eksekusi dari perjanjian
ini melalui atau dibadapan Pengadilan-Pengadilan lainnya

dalam wilayah Republik Indonesia (Pasal 12 ayat 4).

3.1.2 Kewajiban

a. Bank wajib atau bersedia untuk menyewakan Safe Deposit

Box kepada penyewa (Pasal 2 ayat 1).
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b. Apabila perjanjian dibatalkan oleh pihak Bank, Bank akan
mengembalikan vang sewa untuk masa sewa yang belum
dinikmati oleh penyewa secara pro-rata (Pasal 3 ayat 6).

c. Bank wajib menye;ahkan kepada penyewa kunci Safe Dep;osit
Box sebanyak 2 (dua) buah master key setelah perjanjian
ditandatangani dan uang sewa telah diterima oleh Bank
(Pasal 3 ayat 7).

d. Bank akan mengembalikan uang jaminan kepada penyewa,
pada saat berakhir atau batalnya perjanjian, setelah penyewa
mengembalikan 2 (dua) buah master key Safe Deposit Box
kepada Bank dalam keadaan utuh, tanba cacat, selain itu
penyewa juga sudah harus menyelesaikan kewajiban atau
biaya sewa lainnya kepada Bank (Pasal 4 ayat 3).

e. Bank wajib memberitahukan kepada penyewa selambatnya
14 hari kerja sebelum tanggal perubahan dan / atau
penambahan berlaku, apabila pada perjanjian tersebut atas
pertimbangan Bank perlu diadakan perubahan dan / atau
penambahan pada perjanjian (Pasal 13 ayat 2).

3.2 Pihak Pényewa

3.2.1 Hak
a. Penyewa berhak untuk menggunakan dan menikmati Safe

Deposit Box, tetapi tidak dapat disewakan kembali, dialihkan
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selain karena pewarisan, tidak dapat dijual atau digadaikan
kepada pihak lain (Pasal 5 ayat 10).

2. Penyewa berhak untuk memberikan kuasa kepada pihak lain
untuk membuka 'Safe Deposit Box dengan ketentuan-ketentun
tertentu (Pasal 7)

3.2.2 Kewajiban
a. Selama berlangsungnya perjanjian Safe Deposit Box ini,
penyewa atau kuasanya diwajibkan untuk membuka atau
memiliki rekening di Bank dan membuat atau
menandatangani Surat Kuasa Debet yang akan digunakan
oleh Bank untuk mendébet rekening penyewa atau kuasanya
berkaitan dengan pembayaran-pembayaran yang timbul
sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini (Pasal 2 ayat
2).
b. Penyewa diwajibkan membayar uang jaminan sebagai
jaminan atas:
1.resiko hilang atau rusaknya 2 (dua) buah master key yang
dibawa atau disimpan oleh penyewa; dan / atau
2 biaya pembongkaran (apabila ada); dan / atau
3.biaya lainnya yang merupakan kewajiban penyewa (Pasal
4 ayat1).
¢. Pada saat berakhirnya perjanjian ini, penyewa memberikan

kuasa dan wewenang kepada Baok untuk mendebet atau
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mengambil pelunasan atas uang sewa dan / atau biaya
lainnya (jika ada) dari wang jaminan. Hal ini dilakukan bila
penyewa mempunyai tunggakan baik terhadap uang sewa
élan / atau biaya lainnya beri;aitan dengan perjanjian ini
(Pasal 4 ayat4).

d. Jika hendak membuka Safe Deposit Box, penyewa harus
mengisi Kartu Safe Deposit Box dan Bank akan
mencocokkan  tandatangan penyewa dengan contoh
tandatangan yang tersedia pada Kartu Contoh Tanda Tangan
(Pasal 5 ayat 3).

e. Penyewa wajib memb&itahukan kepada Bank atau Pe;ugas
yang ditunjuk untuk membantu menutup kotak Safe Deposit
Box, apabila tidak dapat menutupnya sendiri (Pasal 5 ayat 5).

f. Penyewa wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank
disertai dengan dokumen yang memadai bila terjadi hal-hal
sebagai berikut :
1.penggantian nama atau alamat penyewa,

2 .perubahan tandatangan penyewa;

3.apabila penyewa berbentuk badan usaha, bila terjadi
perubahan pengurus disertai bukti yang menurut hukum
tentang terjadi perubahan itu; |

4 kejadian lain yang berhubungan dengan perjdnjian ini yang

dapat mengakibatkan kerugian baik penyewa atau Bank.
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g. Penyewa wajib untuk bertanggungjawab sepenuhnya apabila
barang simpanannya secara langsung atau tidak langsung
mengakibatkan terjadinya kerugian atau kerusakan pada

| Bank atau penycwa Safe Deposit Box lainnya (Pasal 5 ayat
15).

h. Bila perjanjian berakhir, maka penyewa diwajibkan untuk
mengosongkan isi Safe Deposit Box dan mengembalikan 2
(dua) buah master key atas Safe Deposit Box tersebut pada
Bank (Pasal 5 ayat 23).

4. Masa Sewa dan Harga Sewa

Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 3 pada Perjanjian Safe Deposit
Box. Mengenai masa sewa dikatakan bahwa perjanjian berlaku untuk masa 1
(satu) tahun, dan berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut.
Perjanjian juga dapat diperpanjang secara otomatis untuk masa sewa yang
tidak sama, dan apabila penyewa tidak ingin memperpanjang masa sewa,
maka penyewa harus membuat pemberitahuan secara tertulis kepada Bank.

Mengenai harga sewa, dikatakan bahwa harga scwa harus tclah dibayar
lunas pada saat ditandatanganinya perjanjian dan apabila perjanjian
diperpanjang, harga sewa untuk masa sewa sclanjutnya harus dilunasi
terlebih dahulu sebesar harga sewa yang berlaku pada saat perpanjangan.
Har-ga sewa untuk perpanjangan masa sewa, akan didebet langsung oleh
Bank darti rekgxling penyewa atau kuasanya. Uang sewa yang telah dibayar,

tidak dapat diminta kembali oleh penyewa karena alasan apapun, tetapi bila
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perjanjian dibatalkan oleh Bank, maka Bank akan mengembalikan uwang
sewa yang belum dinikmati oleh penyewa secara pro-rata. Pada Bank
Internasional Indonesia, harga sewa yan g harus dibayar oleh penyewa setiap
bulannya tergantung &ari besarnya kotak Safe Deposit Box yang disewanya.
Untuk ukuran S (Small), harga sewa yang harus dibayar adalah
Rp.300.000+PPn10%(Rp.30.000), termasuk uvang jaminan sebesar
Rp.600.000. Untuk ukuran M (Medium), sebesar Rp.350.000+PPn10%
(Rp.35.000), termasuk uang jaminan Rp.600.000, dan untuk ukuran L
(Large) harga sewanya sebesar Rp.750.000+PPn109/;(Rp.75.000), termasuk
vang jaminan Rp.600.000. Selain itu penyéwa juga harus bersedia untuk
diblokir tabungannsra sebesar Rp.I.SO0.000, .pemblokiran ini berfungsi
untuk menjamin keterlambatan pembayaran sewa. Pembayaran harga sewa
tersebut akan didebet langsung oleh Bank setiap bulannya yang dilakukan
setiap tanggal pembukaan Safe Deposit Box.
. Barang Yang Boleh Disimpan Dalam Safe Deposit Box

Barang yang boleh disimpan dalam Safe Deposit Box terdapat dalam
pengertian barang pada Pasal 1 pada perjanjian Safe Deposit Box, yang
menyatakan bahwa barang adalah benda bergerak yang dititipkan dalam
Safe Deposit Box, termasuk tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat
yang berharga, perhiasan atau logam mﬁlia dan benda-benda lain yang
bukan merupakan benda yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan
atau peraturan pemerintah Republik Indonesia (seperti senjata api, obat-obat

terlarang) ataupun berupa bahan-bahan atau zat-zat kimia (baikk dalam
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bentuk padat, cair, maupun gas) yang mudah meledak atau dapat
menimbulkan kebakaran dan/atau kerusakan pada barang-barang yang
berada disekitarnya dan benda tersebut ukurannya sebanding dengan Safe

Deposit Box yang disewa.

Untuk alasan keamanan dan kenyamanan penyewa Safe Deposit Box,
Bank mempunyai hak untuk meminta agar barang yang hendak disimpan
dalam Safe Deposit Box diperlihatkan terlebih dahulu kepada Bank.

6. Tata Cara Penggunaan Safe Deposit Box

Tata caranya diatur dalam Pasal 5. Adapun dikatakan bahwa Safe
Deposit Box hanya dapat dibuka dengan 2 (dua) jenis kunci yang berbeda
vaitu satu jenis anak kunci (Guard Key) dipegang oleh Bank dan satu jenis
Master Key yang dipegang olch penyewa.

Jika penyewa hendak membuka Safe Deposit Box, penyewa harus
terlebih dahulu mengisi kartu Safe Deposit Box dan Bank akan
mencocokkan tanda tangan penyewé dengan contoh tanda tangan yang
tersedia pada Kartu Contoh Tanda Tangan. Safe Deposit Box tersebut akan
dibuka secara bersama-sama dengan Petugas Bank dengan menggunakan
anak kunci yang dipegang oleh Bank (Guard Key) dan anak kunci yang
dipegang oleh penyewa (Master Key).

Apabila tanda tangan penyewa berbeda dengan tanda tangan yang ada
pada Kartu Contoh Tanda Tangan, maka Bank berhak menolak untuk
mengizinkan penyewa untuk memasuki ruang khasanah dan tidak

diperbolehkan membuka Safe Deposit Box. Yang diperbolehkan untuk
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mengunjungi tempat atau ruang khasanah utnuk membuka Safe Deposit
Box, hanya penyewa atau orang yang diberi kuasa oleh si penyewa. Selain
Bank dan penyewa atau pihak yang diberi kuasa, tidak diperkcnankan
adanya pihak lain yang mendampingi bank dan penyewa atau ahli warisnya
yang sah atau kuasanya untuk ikut masuk ke ruang khasanah dan membuka
Safe Deposit Box. Jika penyewa dan kuasanya hadir secara bersama-sama
untuk ikut masuk ke ruang khasanah dan membuka Safe Deposit Box, maka
Bank hanya mengizinkan salah seorang dari mereka.

Apabila penyewa ingin melakukan penyimpanan barang atau
pengambilan barang di Safe Deposit Box, dapat dilakukan pada setiap hari
kerja pada jam kerja dari kantor Bank atau hari dan jam lain yang akan
ditentukan kemudian oleh Bank, dengan ketentuan lamanya setiap
pengambilan atau kunjungan ke Safe Deposit Box maksimal 15 (lima belas)
menit. Untuk penyimpanan dan pengambilan barang di Safe Deposit Box
pada Bank Internasional Indonesia, dapat dilakukan setiap hari kerja yaitu
Senin sampai Jumat pada Jam 08.30-16.30 WIB (Waktu Indonesia Barat).

Penyewa mempunyai hak untuk menggunakan dan menikmati Safe
Deposit Box, tetapi Safe Deposit Box tersebut tidak dapat disewakan
kembali, dialthkan selain karena pewarisan, tidak dapat dijual ataun
digadaikan kepada pihak lain.

Dalam penggunaan Safe Deposit Box, ada hal-hal tertentu yang tidak
menjadi tanggung jawab pihak Bank, antara lain bahwa Bank akan berhati-

hati dalam menjalankan prosedur pencocokan tanda tangan penyewa atau
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pemegang kausanya yang terdapat pada Kartu Contoh Tanda Tangan, tetapi
Bank tidak bertanggungjawab atas akibat yang disebabkan karena
penyalahgunaan tanda tangan. Selain itu Bank tidak bertanggungjawab atas
kebenaran, keaslian, keakuratan, keabsahan kepemilikan dari barang yang
disimpan, pérubahan dalam kualitas, kehilangan, kerusakan atau hal lain
yang menyebabkan nilai ekonomis dari barang menjadi berkurang.

Jika penyewa meninggal dunia dan ahli warisnya ingin membuka Safe
Deposit Box (terinasuk namun tidak terbatas pada melihat dan/atau
mengambil dokumen yang berkaitan dengan pewarisan yang disimpan oleh
penyewa di Safe Deposit Box, maka Safe Deposit Box tersebut baru dapat
dibuka setelah Bank diperlihatkan dan diberikan dokumen dalam bentuk dan
isi yang dipandang memadai yang menerangkan hal térsebut.

Pembukaan Safe Deposit Box oleh ahli waris dari penyewa harus;
disaksikan oleh Notaris seb;gai saksi dan pengambilan tersebut hanya untuk
dokumen-dokumén yang berkaitan dengan pewarisan. Notaris tersebut harus
membuat berita acaranya.

Apabila pihak yang mewakili penyewa yang berbentuk badan hukum,
badan usaha, yayasan, perkumpulan meninggal, maka yang berwenang
untuk menggantikannya adalah pihak lain yang berwenang sesuai ketentuan
anggaran dasamya.

Dalam hal perjanjian berakhir, makz; penyewa diwajibkan untuk
mengosongkan isi Safe Deposit Box dan mengembalikan 2 (dua) buah

Master Key atas Safe Deposit Box tersebut kepada Bank.
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7. Kuasa Penyewa
Mengenai kuasa penyewa diatur dalam Pasal 7.

Penyewa dapat memberikan kuasa kepada pibak lain untuk membuka Safe

Deposit Box dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Penyewa hanya dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk
membuka Safe Deposit Box tanpa ada hak subsitusi.

b. Penyewa mengisi dan menandatangani surat kuasa dengan bentuk dan
redaksional yang sudah ditetapkan oleh Bank.

c. Segala akibat dari pemberian kuasa tersebut sepenuhnya merupakan
tanggung jawab dan resiko penyewa.

d. Pemegang kuasa tunduk pada segala ketentuan yang diatur dalam.
perjanjian

e. Penyewa hanya dapat memberikan kuasa kepada maksimal 2 (dua) orang
yang berbeda.

f. Surat kuasa yang diberikan oleh pemegang kuasa atau penyewa kepada
penerima kuasa akan berlangsung terus sampai pada saat berita
meninggalnya pemberi kuasa atau penyewa disampaikan secara tertulis
kepada Bank dan telah diterima oleh Bank dari ahli waris pemberi kuasa
atau penyewa atau pihak yang berwenang untuk mewakili penyewa
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Pembatalan suratl kuasa oleh pemegang kuasa harus diberitahukan secara
tertulis kepada Bank dan Bank baru menganggap surat kuasa tersebut

dicabut apabila Bank telah menerima pencabutan tersebut.
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h. Surat kuasa mengesampingkan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 1813,

1814, dan 1816 KUHPer.

. Berakhirnya Perjanjian Sewa-Menyewa Safe Deposit Box

Diatur dalam Pasal 10. Perjanjian Sewa-Menyewa Safe Deposit Box dapat

berakhir, karena sebab-sebab berikut :

a. Berakhirnya masa sewa.

b. Atas permintaan dari penyewa pada saat masa sewa belum berakhir.

c. Terjadi pembongkaran atas Safe Deposit Box karena meninggalnya
penyewa.

d. Penyewa melanggar ketentuan dalam perjanjian, termasuk namun tidak
terbatas dalam hal penyewa dan/atau kuasanya melanggar ketentuan
tehtang jenis barang yang disimpan atau penyewa dan/atau kuasanya
telah menyewakan ulang atau memperalihkan hak penggunaan Safe
Deposit Box kepada pihak ketiga selain karena pewarisan tanpa
persetujuan tertulis lebih dahulu dari Banfc (event of defaulr).

e. Adanya alasan atau pertimbangan tertentu dari Bank yang menyebabkan
Bank memutuskan untuk mengakhiri perjanjian sebelum waktunya.
Maksudnya ada permintaan berdasarkan surat dari pihak berwajib atan
Badan Hukum seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) kepada
Bank Internasional Indonesia yang meminta untuk menutup Safe
Deposit Box si penyewa.

f. Adanya kesepakatan dari para pihak untuk mengakhiri perjanjian.
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g. Adanya putusan dari Hakim atau Pengadilan yang berdasarkan
pertimbangan Bank dapat dijadikan dasar pengakhiran perjanjian.

Apabila perjanjian ini berakhir karena sebab-sebab huruf b,c,d,f, dan g,
maka uvang sewa yang telah diberikan oleh penyewa kepada Bank tidak
dapat dikembalikan dan pengembalian dan/atau penggunaan uang jaminan
(bila ada) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dalam perjanjian.
Scdangkan apabila perjanjian berakhir karena sebab huruf e, maka uang
sewa tersebut akan dikembalikan secara pro-rata berdasarkan perhitungan
Bank dan pengembalian dan/atau penggunaan uang jaminan (bila ada)
dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dalam perjanjian tersebut.

Apabila salah satu pihak mengakhiri perjanjian, maka -pihak yang
menghendaki peéngakhiran perjanjian, harus mengajukan pemberitahuan
secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja sebelum tanggal pengakhiran perjanjian yang diinginkan berakhir.

Apabila pengakhiran perjanjian disebabkan karena sebab-sebab dari
huruf b sampai dengan huruf f sebagaimana telah disebutkan diatas, para
pihak sepakat untuk melepaskan berlakunya ketentuan yang dimaksudkan
dalam Pasal 1266 KUHPer.

Hak dan kewajiban yang belum diselesaikan oleh para pihak pada saat
berakhir atau dfakhirinya perjanjian, masih tetap berlangsung dan mengikat
para pihak, dan para pihak tunduk pa;ia ketentuan dalam perjanjian sampai

hak dan kewajiban tersebut dipenuhi oleh masing-masing pihak.
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E. Analisa Pelaksanaan Perjamnjian Sewa-Menyewa Safe Deposit Box Pada
Bank Internasional Indonesia dan Menjawab Pokok Permasalahan
1. Pokok Permasalahan Pertama
Sebagaimana telah disebutkan pada bab satu, masalah yang pertama adalah
prinsip penitipan barang pada sewa-menyewa Safe Deposit Box dengan prinsip
penitipan barang pada Kustodian mempunyai ciri atau sifat yang sama atau
berbeda, maka penulis akan menjelaskan beberapa hal sebagai berikut dari
beberapa hal yang terdapat persamaan dan perbedaan yang mendasar diantara
kedua penitipan barang tersebut:
1.1 Penitipan Barang Pada Sewa-Menyewa Safe Deposit Box
_1.1.1 Pengertian Penitipan
Telah disebutkan diatas pada Pasal 1 angka 14 UU Perbankan bahwa:
Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak
antara Bank Umum dengan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang
bersangkﬁtan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.”
Sedangkan Safe Deposit Box adalah sarana yang disediakan oleh
Bank, yaitu kotak pemyimpanan untuk menyimpan barang-barang milik
penyewa dalam jangka waktu tertentu yang disewa oleh penyewa
sebagaimana tercantum dalam perjanjiannya.
1.1.2. Objek Penitipan
Objeknya adalah barang, dalam hal ini barang bergerak yang
dititipkan di dalam Safe Deposit Box. Yang disimpan adalah benda-benda

berharga, misalnya perhiasan, logam mulia, surat atau dokumen penting,
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dan barang lainnya sepanjang barang tersebut tidak dilarang oleh Bank,
yang dilarang adalah barang-barang yang berbahaya, yang dilarang oleh
Negara seperti bahan peledak, senjata api, maupun obat-obat terlarang.
Benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis, tetapi termasuk barang atati
surat yang berharga menurut pemiliknya, seperti akte-akte, sertipikat tanah,
ijjazah, dan lain scbagainya boleh disimpan di Safe Deposit Box.
1.1.3. Subjck Penitipan

Penitipan barang pada sewa-menyewa Safe Deposit Box dilakukan
antara 2 (dua) pihak sebagai pihak yang menyewakan Safe Deposit Box,
dengan nasabahnya (bisa berbentuk perorangan atau bgdan hukum) sebagai
pihak penyewa Safe Deposit Box, dimana penyewa menyimpan barang
berharganya di Safe Deposit Box tersebut. |
1.1. 4. Tanggung Jawab Apabila Terjadi kemgim

Apabila terjadi suatu kerugian, yaitu adan).ra kerusakan ataun
kehilangan barang yang disimpan di Safe Deposit Box yang disebabkan
karena kelalaian atau kesengajaan dari pihak Bank, maka dalam hal ini Bank
tidak bertanggungjawab. Sebaliknya segala kerusakan atau kehilangan
barang penyewa sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyewa. Bank tidak
akan memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun kepada penyewa Safe
Deposit Box, hal ini telah tercantum dalam perjanjiannya.

Bank bharus memelihara barang penyewa, yang berarti Bank harus
menjaga dengan baik kotak Safe Deposit Box, agar penyewa merasa nyaman

bahwa barang-barang berharganya telah tersimpan dengan baik dan aman.
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1.2 Penitipan Barang Pada Kustodian

1.2.1 Pengertian Penitipan

Pada tahun 1990, seiring dengan lajunya perkembangan Pasar Modal
muncul suatu kegiatan pénitipan barang yang menggunakan nama
“Penitipan”. Lembaga ini mempunyai landasan formal, yaitu Keputusan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1548/KMK.013/1990 jo
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 284/KMK.010/1995 tentang Pasar
Modal. Pada Pasal 1 angka 47, menyatakan bahwa : “Penitipan adalah
penyimpanan harta berdasarkan kontrak yang didalamnya mengatur bahwa
Tempat Penitipan Harta melakukan penyimpanan harta tanpa mempunyai
kepemilikan atas harta tersebut”.

Ini berarti penitipan dilakukan oleh Tempat Penitipan Harta atau yang
disebut dengan Kustodian. Kustodian merupakan salah satu lembaga
penunjang Pasar Modal.

1.2.2. Objek Penitipan

Jasa Kustodian yang ditawarkan oleh Bank adalah suatu bentuk
layanan Kustodian dalam penyediaan jasa penitipan efck dan harta lain
yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen,
bu;lga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, serta mewakili
nasabah.

Objek yang disimpan pada Tempat Penitipan Harta berupa efek atau
uang yang disimpan, hanya dapat dikeluarkan atas perintah tertulis dari

pihak yang menitipkan hartanya atau pihak yang sah mewakilinya.
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1.2.3. Subjek Penitipan

Yang dapat melakukan penitipan adalah Tempat Penitipan Harta atau
Kustodian. Pada Pasal 1 angka 72 Keputusan Menteri Keuangan terseb}ng
diatas, menyatakan bahwa : “Kustodian adalah ;perusahaan yang
menyelenggarakan penyimpanan harta dalam penitipan untuk kepentingan
pihak lain berdasarkan suatu kontrak™.

Tidak semua Bank berfungsi sebgai Kustodian, yaitu yang dapat
menyelengarakan kegiatan usaha sebagai Tempat Penitipan Harta tersebut
adalah Lembaga Kliring Penyelesaian dan Penyimpanan, dan Bank yang
sudah memperoleh persetujuan dari Ketua Bapepam. Sedangkan pihak
penitip adalah nasabah (orang yang menitipkan efeknya).

1.2.4. Tanggung Jawab Apabila Terjadi Kerugian

Pada Pasal 101, Pasal 102, dan -Pasa,l 103 Keputusan Menteri
Keuangan tersebut diatas, menyebutkan apabila terjadi kerugian (hilang atau
rusaknya harta yang dititipkan) sebagai akibat kelalaian atau kesengajaan
selamna harta tersebut berada dalam penitipan, maka Kustodian akan
memberikan ganti rugi kepada pihak penitip.

Kustodian berkewajiban untuk menjaga sebaik-baiknya harta yang
berada dalam penitipan dan membuat salinan dari catatan pembukuan atas
semua harta yang dititipkan dan menyimpannya di tempat yang terpisah
serta aman.

1.3 Persamaan Penitipan Barang pz;da Sewg-Menyewa Safe Deposit Box

dengan Penitipan Barang pada Kustodian
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a.Persamaan dari bentuknya, bahwa inti dari kegiatan penitipan adalah
penyimpanan harta atau barang nasabah. Harta nasabah yang dititipkan
kepada Bank tidak termasuk harta kekayaan Bank, yaitu Bank tidak
mempunyai hak kepemiiikan atas harta-harta tersebut.
b.Apabila nasabah hendak melakukan penitipan, maka keduanya
menggunakan perjanjian yang telah disediakan oleh Bank, yaitu
menggunakan pérjanjian baku atau-perjanjian standar, dimana nasabah
atau penyewa hanya perlu menandatanganinya saja.
1.4 Perbedaan Penitipan Barang pada Sewa-Menyewa Safe ‘Deposit Box dengan
Penitipan Barang pada Kustodian
aRuang Lingkup kegiatan Kustodian lebih Juas daripada fungsi Bank yang
sebagai penyédia sarana Safe Deposit Box, karena Safe Deposit Box hanya
sekedar penyimpanan saja. .
b.Terdapat perbedaan pada Subjek dan Objek Penitipan dari, kedua hal
tersebut, terutama dari pihak Bank dan harta yang disimpan.
c.Aspek hukum yang menyertai produk layanan sewa-menyewa Safe
Deposit Box adalah aspek'hukum perjanjian, khususnya sewa-menyewa.
Azas penting dalan sewa-menyewa Safe Deposit Box ini adalah bahwa
penyewa bertanggungjawab atas resiko kerusakan atau kehilangan,
termasuk kunci Safe Deposit Box beserta isinya. Hal ini sangat berbeda
dengan prinsip Kustodian.
d.Sewa-Menyewa Safe Deposit Box merupakan simpanan tertutup, nasabah

secara hukum berfungsi sebagai penyéwa tempat, tanggung jawab atas
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keberadaan barang yang dismpan merupakan tanggung jawab nasabah.
Sedangkan dalam Kustodian adalah simpanan terbuka, nasabah
menitipkan harta kekayaannya pada Bank sebagait_ngna azas penitipan
pada umumnya, tanggung jawab téésebut berada pada Bank, semua hall—
hak yang akan timbul termasuk adanya pembagian dividen, Rapat Umum
Pemegang Obligast (RUPO), dan hak-hak lain akan diwakili dan
dikuasakan oleh nasabah kepada Bank.
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas dan berdasarkan pula
pada ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka dengan ini penulis menyimpulkan
mengenai permasalahan yang pertama bahwa diantara prinsip penitipan barang
dalam sewa-menyewa Safe Deposit Box dengan penitipan .barang dalam
Kustodian, pada dasamya pelaksanaan keduanya sangatlah berbeda. Tetapi juga
terdapat ciri atau sifat yang sama, yaitu fungsinya sebagai tempat penitipan atau
penyimpanan harta dan dari perjanjiannya yang menggunakan perjanjian baku.
2. Pokok Pcrmasalahan Kedua
Pokok permasalahan yang kedua adalah mengenai isi dari Perjanjian Sewa-
Menyewa Safe Deposit Box pada Bank Internasional Indonesia. Perjanjian
tersebut merupakan perjanjian baku atau perjanjian standar yang sudah-
dibuatkan oleh pihak Baok Internasional Indonesia, jadi pihak penyewa Safe
Deposit Box yang juga sebagai nasabah Bank Internasional Indonesia hanya
perlu menandatangani pexjénjian tersebut. Nasabah yang hendak menyewa Safe
Deposit Box, diharuskan menyetujui isi pexjanjiaﬁ dengan menandatangani

perjanjian sewa-menyewa tersebut, yang berarti penyewa sudah menerima
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segala ketentuan dalam perjanjian, termasuk mengetahui apa yang menjadi hak
serta kewajibannya, begitu juga dengan hak dan kewajiban pihak Bank. Tujuan
nasabah menyimpan barang berharganya di Safe Deposit Box adalah untuk
mendapatkaﬂ résa aman terhadap barang berharga yang dimilikinya. Antara isi
perjanjian dengan tujuan Safe Deposit‘. Box terdapat hal yang bertentangan,
dalam isi Perjanjian Sewa-Menyewa Safe Deposit Box pada Bank Internasional
Indonesia dikatakan bahwa segala kerugian (kehilangén atau kerusakan barang)
ditanggung sepenuhnya oieh pihak penyewa, dalam hal ini Bank tidak
bertanggungjawab atas kerugian tersebut, hal ini terdapat pada Pasal 5 ayat (14)
Perjanjian Sewa-Menyewa ‘Safe Deposit Box pada Bank Internasional
Indonesia. Padahal sudah menjadi kewajiban pihak Bank Internasional
Indonesia untuk memberikan keamanan kepada nasabah dengan cara
memelihara dan menjaga Safe Dgposit Box agar terhindar dari resiko hilang atau
rusaknya barang pada Safe Deposit Box tersebut.

Masalahnya adalah mengapa Perjanjian Sewa-Menyewa Safé Deposit Box
pada Bank Internasional Indonesia ditentukan bahwa segala kerugian tersebut
ditanggung sepenuhnya oleh penyewa Safe Deposit Box. Perjanjian itu dibuat
secara sepihak oleh pihak Bank, maka sudah tentu isi perjanjian tersebut lebih
menguntungkan Bank itu sendiri, tetapi sebagai penyewa Safe Deposit Box di
B;xl;k Internasional Indonesia, seharusnya pihak Bank Internasional Indonesia
memberikan perlindungan kepada penyewa Safe Deposit Box jika terjadi

kerugian semacam itu.
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Hal diatas berbeda dengan penitipan barang, pada penitipan barang seorang
penprima titipan diwajibkan untuk memelihara barang titipan seperti barang
miliknya sendiri, ia juga harus bertanggungjawab apabila ia lalai dalam
pengembalian barang ;ang dititipkan, tetapi ia ; tidak bertanggungjawab
seandainya barang tersebut musnah di tangan orang yang menitipkan (Pasal
1706 dan Pasal 1708 KUHPer). Penerima titipan bertanggungjawab terhadap
pencurian (hilang) atau adanya kerusakan barang-barang si penitip jika hilang
atau rusaknya barang tersebut disebabkan oleh pihak penerima titipan maupun
orang lain (Pasal 1709 dan Pasal 1710 KUHPer). Penerima titipan juga tidak
diperkenankan menggunakan barang titipan untuk keperluan pribadi,
sebagaimana tercantum pada Pasal 1712 KUHPe;r). |

Alasan Bank Internasional Indonesia tidak bertanggungjawab adalah karena
hal tersebut didasarkan atas pertimbangan Bank bahwa kunci Safe Deposit Box
itu ada 2 (dua) jenis yaitu 1 (satu) jenis anak kunci (Guard Key) yang dipegang
oleh Bank dan 1 (satu jenis) Master Key yang dipegang penyewa, dimana icotak
Safe Deposit Box tersebut hanya dapat dibuka dengan kedua jenis ku_nci tersebut
diatas secara bersama-sama. Tujuan Bank menyediakan Safe Deposit Box
adalah agar barang-barang nasabah terhindar dari perampokan dan kebakaran
yang mungkin terjadi bila barang-barang tersebut disimpan di rumah, akan
tetapt Bank tidak bertanggungjawab atas kebenaran / keaslian / keakuratan /
keabsahan kepemilikan dari barang yang disimpan, perubahan dalam kualitas,

kehilangan, kerusakan atau hal lain yang menyebabkan nilai ekonomis dari
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‘barang menjadi berkurang, walaupun Bank sebenamnya berkewajiban untuk
menjaga keamanan dan keselamatan barang penyewa.

Ada 2 (dua) perbedaan yang paling mendasar antara penitipan barang
dengan sewa-menye\;va‘. Yang pertama adalah sah dan berlakunya perjanjian.
Kalau perjanjian penitipan barang, sah dan berlaku pada saat barang discrahkan
dan secara nyata telah diterima oleh penerima titipan (Pasal 1697 KUHPer).
Sedangkan perjanjian sewa-menyewa dikatakan sah dan berlaku pada saat
perjanjian ditandatangani oleh pihak yang menyewakan dan pihak penyewa,
walaupun belum ada penyerahan barang. Hal ini tampak pada Pasal 3 ayat (1)
Perjanjian Sewa-Menyewa Safe Deposit Box pada Bank Internasional
Indonesia, yang menyebutkan bahwa : “Perjanjian ini berlaku untuk masa 1 .
{satu) tahun (selanjutnya disebut “Masa Sewa”) terhitung scjak tanggal
ditandatangaqinya perjanjian ini”. Kemudian perbedaan yang kedua adalah
tanggung jawab para pihak apabila terjadi kehilangan atau musnahnya barang.
Dalam penitipan barang, penerima titipan bertanggungjawab terhadap pencurian
(hilang) atau adanya kerusakan barang-barang si penitip jika hilang atau
rusaknya barang tersebut disebabkan oleh pihak penerima titipan maupun orang
lain (Pasal 1709 dan Pasal 1710 KUHPer). Dalam sewa-menyewa, pihak yang
menyewakan tidak bertanggungjawab apabila ada barang-barang milik penyewa
yang hilang atau rusak. Berdasarkan Pasal 1564 sampai dengan Pasal 1566
KUHP;:r, disebutkan bahwa segala kerusakan pada barang yang disewa selama
waktu sewa akan menjadi tanggung jawab penyewa, kecuali jika ia dapat

membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi diluar kesalahannya.
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Jika dihubungkan dengan klausula exonoratie, dalam penitipan barang,
penerima titipan bertanggungjawab terhadap musnahnya barang penitip, apabila
penerima titipan tidak mau bertanggungjawab, maka dalam hal ini terdapat
klausi.lla exonoratie pada pei’janjiannya, yaitu suatu upaya untuk membebaskan
diri dari tanggung jawab, apa yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya
dilimpahkan kepada pihak lain, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal
18 ayat la Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (untuk selanjutnya disebut UUPK), yaitu adanya pengalihan
tanggung jawab. Kalau dalam sewa-menyewa, pibak yang menyewakan
memang tidak bertanggungjawab terhadap musnah atau rusaknya baﬁmg
penyewa, jadi tidak ada klausula exonoratie dalam perjanjian dan juga tidak
bertentangan dengan Pasal 18 ayat 1a UUPK sebab tidak ada pengalihan
tanggung jawab.

Tetapi jika dihubungkan dengan ketentuan pada Pasal 1553 KUHPer, resiko
mengenai barang yang dipersewakan dipikul oleh pihak yang menyewakan.

Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Safe Deposit Box yang dibuat oleh Bank
Internasional Indonesia, terlihat bahwa pihak Bank Internasional Indonesia
sengaja mencantumkan Klausula “Exonoratie”.

“Klausula Exonoratie adalah suatu klausula yang pada umumnya dijumpai

pada perjanjian standar, dimana pihak yang memperjanjikan klausula itu,

membebaskan diri atau membatasi diri dari tanggung jawab yang timbul
sebagai akibat dari peristiwa tertentu, yang sebenarnya menurut hukum

menjadi tanggungannya,”?

J.Satrio, “Beberapa Segi Hukum Standardisasi Perjanjian Kredit,” (Makalah disampaikan pada

seminar masalah standard kontrak dalam perjanjian kredit, diselenggarakan oleh Ikatan Advokat
Indonesia cabang Surabaya, 1992-1996), him. 30,
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Pencantuman Klausula Exonoratie pada Perjanjian Sewa-Menyewa Safe

Deposit Box juga tidak melindungi pihak penyewa Safe Deposit Box pada Bank

Internasvional Indonesia, sebagaimana klausula-klausula tersebut tercantum

dalam perjanjiannya yaitu pada Pasal 5 ayat (13), dan Pasal 5 ayat (14). Hal ini

secara otomatis akan membebaskan pihak Bank Internasional Indonesia untuk

tidak menanggung segala kerugian atau pihak Bank dibatasi tanggung

Jawabnya.

Berarti disini adanya pengalihan tanggung jawab dari Bank kepada

penyewa, dan ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat 1a UUPK. Pencantuman

klausula exonoratie tersebut terdapat pada :

1.

Pasal 5 a}.rat (13), yang menyatakan bahwa :

“Bank akan berhati-hati menjalankan prosedur pencocokan tanda-tangan
penyewa atau pemegang kuasanya yang terdapat pada “Kartu Contoh
Tanda-Tangan”, tetapi Bank tidak bertanggung-jawab atas akibat yang

disebabkan karena penyalahgunaan tanda tangan.”

Dalam ayat tersebut tampak bahwa Bank tidak ingin bertanggungjawab

atas akibat yang disebabkan karena penyalahgunaan tandatangan, padahal

sudah menjadi kewajiban Bank untuk mencocokkan tandatangan penyewa
atau kuasanya yang terdapat pada Kartu Contoh Tanda Tangan. Jadi Bank

sengaja mencantumkan klausula tersebut untuk menghindari tanggung

Jjawab.
Pasal 5 ayat (14), yang menyatakan bahwa :

“Bank tidak bertanggungjawab atas kebenaran / keaslian / keakuratan /
keabsahan kepemilikan dari barang yang disimpan, perubahan dalam
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kualitas, kehilangan, kerusakan atau hal lain yang menyebabkan nilai
ckonomis dari barang menjadi berkurang.”

Mengenai kehilangan atau kerusakan barang penyewa, baik kotak Safe

Deposit Box maupun isinya, seharusnya menjadi tanggung jawab Bank,

karcna kotak dan isinya secara fisik letaknya berada di Bank, maka sudah

menjadi kewajiban Bank untuk menjaga keamanan dan memelihara Safe

Deposit Box tersebut. Pada perjanjian hanya disebutkan mengenai

kerusakan atau kehilangan barang, namun dalam braktelmya bisa saja

yang hilang tidak hanya barangnya saja, melainkan barang berharga

tersebut hilang bersama dengan kotaknya. Dalam perjanjian sewa-

menyewa tersebut dikatakan bahwa segala kerusakan atau kehilangan
barang ditanggung oleb penyewa. Tetapi berdasarkan Pasal 1553 KUHPer

apabila terjadi musnahnya objek sewa (Safe Deposit Box), maka kerugian-
ditanggung oleh bihak yang men'yc;,wakan (Bank) selaku pemilik Safe~
Deposit Box dan perjanjian ée\va-rr;enyewa tersebué menjadi gugur demi

hukum. Pencantuman klausula diatas adalah merupakan pepgalihan

tanggung jawab yang sebenarnya adalah tanggung jawab Bank yang

dialihkan menjadi tanggung jawab penyewa.

Pengalihan tanggung jawab yang dilakukan oleh Bank juga bertentangan

dengan Pasal 18 ayat 1a UUPK, yang menyatakan bahwa :

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan jasa yang ditujukan untuk
diperdagangkan, dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada
setiap dokumen dan atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung
jawab peclaku usaha.”
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Kemudian sanksi pelanggaran atas pasal tersebut, terdapat pada Pasal 18 ayat

(35 UUPK, yang menyatakan bahwa :

“Sefiap klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau

perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.”

Dalam hal penyewa kehilangan barang, yang dapat terjadi tidak hanya
sebatas kehilangan isi dari Safe Deposit Box saja, tetapi kotak penyimpanan atau
Safe Deposit Box itu sendiri juga bisa hilang atau rusak. Apabila barang yang
menjadi objek sewa (Safe Deposit Box) itu musnah atau hilang, yang bukan
dikarenakan kesalahan si penyewa, maka pihak yang menyewakan yang
seharusnya bertanggungjawab. Hal ini berdasarkan pada Pasal 1553 KUHPer,
bahwa :

1. Jika barang yang disewa itu musnah seluruhnya diluar kesalahan penyewa
(disebabkan karéna suatu kejadian yang tidak disengaja), maka perjanjian
sewa itu gugur denﬁ hukuni.

Gugur demi hukum dapat diartikan bahwa masing-masing pihak sudah tidak

dapat menuntut sesuatu dari pihak lawannya, yang berarti kerugian akibat
musnahnya barang yang dipersewakaﬂ harus dipikul sepenuhnya oleh pihak
yang menyewakan: Pada azasnya setiap pemilik barang wajib menanggung
segala resiko atas barang miliknya, hal ini berdasarkan Pasal 1545 KUHPer
yang berlaku untuk segala macam perja:;jian timbal balik.

Berdasarkan hal tersebut, Bank wajib bertanggungjawab terhadap

musnahnya barang yang menjadi objek perjanjian, karena letak Safe Deposit
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Box itu berada di Bank bukan berada di tangan penyewa. Sebenarnya kotak
penyimpanan itu adalah milik Bank, nasabah hanya menyewa kotak tersebut
untuk menyimpan barang berharganya, jadi Bank selaku pihak yang
menycewakan adalah sebagai pemilik dari Safe Deposit Box.

Jika barang yang disewa hanya sebagian saja yang rmusnah, maka penyewa

1§

dapat meminta pengurangan harga scwa atau pembatalan perjanjian sewa-

menyewa.

Barang yang disewa adalah Safe Deposit Box, apabila Safe Deposit Box

terscbut tcrjadi  kerusakan, maka pihak yang menyewakan yang

bertanggungjawab, penyewa dapat meminta pengurangan harga sewa atau
pcmbatalan perjanjian sewa-menyewa.
Pada dasarnya penyewa dapat menuntut kedua hal diatas, tetapi ia tidak dapat
menuntut ganti rugi kepada pihak yang menyewakan.

Sama halnya dalam penitipan barang, penerima titipan wajib
mengembalikan barang titipan dalam keadaan yang sama, bertanggungjawab
apabila terjadi kerusakan terhadap barang tersebut yang disebabkan karena
pcrbuatannya maupun karena pihak ketiga dengan cara memberikan ganti rugi
kepada penitip
3. Pokok Permasalahan Ketiga

Masalah ketiga yang akan dibahas oleh penulis berkaitan dengan
pembongkaran Safe Deposit Box. Bank Internasional Indonesia dapat
melakukan pembongkaran kotak Safe Deposit Box apabila penyewa tidak

membayar sewa selama 3 (tiga) bulan, atau dengan alasan menurut Pasal 6 ayat
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(1), bahwa Bapk dapat membongkar atau membuka paksa Safe Deposit Box,

apabila memenubhi salah satu unsur dibawah ini :

1. karena permintaan dari penyewa atau kuasanya atau ahli warisnya yang sah,
m.isalnya pihak-pihak tersebt'lt. diatas merusakkan kunci untuk membuka
kotak Safe Deposit Box yang disewanya, atau dengan alasan lain yang dapat
diterima oleh Bank;

2. karena permintaan atau perintah dan pihak yang berwajib;

3. karena berdasarkan penilaian dari Bank, penyewa melanggar ketentuan yang
diperjanjikan dalam perjanjian. Tetapi khusus hal ini, penyewa berhak
mengajukan keberatan atas tindakan Bank untuk membongkar Safe Deposit
Box dan Bank dapat membatalkan pembongkaran tersebut sepanjang
penyewa dapat memenuhi kewajibannya;.

Selain itu berdasarkan Pasal 6_ayat ), secara garis besar bahwa biaya
pembongkaran termasuk biaya untuk mengembalikan bentuk dan fungsi Safe
Deposit Box sebagaimana mestinya menjadi tanggung jawab si penyewa, lalu
berkaitan dengan isi dari Safe Deposit Box bahwa Bank berhak untuk menjual
sebagian atau seluruhnya barang yang disimpan dengan cara apapun, pada saat
apapun, dengan harga berapapun yang dianggap wajar oleh Bank, dimana
selanjutnya hasil penjualan dari Bank tersebut digunakan untuk memenuhi
tuntutan Bank atau pfhak lain guna pembayaran uang sewa yang tertunggak
dan/atau biaya-biaya lainnya (jika ada). Penjualan dilakukan melalui cara

pelelangan dan lelang tersebut dilakukan dihadapan saksi, yaitu Notaris.

Universitas Indonesia

Perjanjian sewa..., Cheryl Rosdiana, FH Ul, 2009



81

Safe Deposit Box dapat digunakan untuk menyimpan barang-barang
berharga milik nasabahnya, tidak hanya untuk menyimpan barang-barang yang
mempunyai nilai ekonomis yang tinggi saja seperti perhiasaan, tetapi juga u:;tuk
menyimpan surat-surat yang berharga seperti akte kelahiran, akte jual beli, kartu
keluarga, termasuk sertipikat tanah, dan lain sebagainya. Barang-barang
tersebut apabila dijual tidak mempunyai nilai ekonomis dan kemungkinan tidak
laku untuk dijual, inilah yang menjadi permasalahan, lalu bagaimana pelunasan
biaya-biaya tersebut serta apa yang akan dilakukan oleh Bank Internasional
Indonesia terhadap barang-barang milik penyewa yang tidak dapat dijual.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (9) Perjanjian Sewa-Menyewa Safe Deposit Box
pada Bank Internasional Indonesia, disebutkan bahwa apabila barang yang
berada dalam Safe Deposit Box tidak laku dijual atau hasil penjualannya tidak
mencukupi semua tuntutan biaya, maka kekurangannya menjadi tanggu’ng.
jawab penyewa atau pihak yang berwenang mewakili penyewa sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku. Yang berhak mewakili penyewa dalam hal
ini adalah kuasa penyewa atau ahli waris yang sah dari penyewa. Lalu
bagaimana jika si penyewa itu tidak mempunyai kuasa dan ahli waris, serta
tidak diketahui keberadaannya. Maka yang akan dilakukan oleh pihak Bank
Internasional Indonesia adalah Bank akan menghubungi penyewa terlebih
' dahulu dengan memberitahukan kepada penyewa alasan pembongkaran Safe
Deposit Box. Jika tidak ada tangéapan dani pemiliknya, maka barang-barang
tersebut dalam jangka waktu tertentu, yaitu 1 (satu) tahun akan disimpan dulu di

Bank Internasional Indonesia, apabila dalam jangka wakte 1 (satu) tahun
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tersebut tetap tidak ada tanggapan dari penyewa atau pemilik barang, maka
barang-barang tersebut yang pada umumnya hanya berbentuk dokumen-
dokumen akan dicatatkan melalui audit internal Bank Intermasional Indonesia
dan barang-béréng tersebut juga akan dicatatkan atau didaftarkan di Notaris.
Kemudian Bank Internasional Indonesia lapor ke Pengadilan Negeri mengenai
hal tersebut, lalu Pengadilan Negeri yang akan menentukan barang-barang
tersebut akan dikemanakan, dalam hal ini Pengadilan Negeri yang akan
menetukan siapakah pihak ketiga yang berhak menerima barang-barang si
penyewa Safe Deposit Box, selama Pengadilan.Negeri belum memutuskan
pihak ketiga, maka barang-barang tersebut tetap disimpan di Bank Internasional
Indonesia.
Masalah Lain Dalam Perjanjian Safe Deposit Box
1. Apakah Perjanjian Safe Deppsit Box antara Bank Internasional Indonesia
dengan nasabahnya merupakan Perjanjian Sewa-Menyewa atau Perjanjian

Penitipan Barang ?

1. Berdasarkan pengertian Sewa-Menyewa dalam Pasal 1548 KUHPer,
terdapat unsur-uns;ur yang tercantum dalam perjanjian sewa-menyewa,
yaitu :
a.adanya pihak yang menyewakan dan pihak penyewa
b.adanya konsensus (kesepakatan) antara kedua belah pihak
c.adanya objek sewa-menyewa, yaitu. berupa barang baik benda

bergerak maupun benda tidak bergerak
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d.adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan
kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu benda

e.adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang
pembayaran kepada pihak yang menyewakan ;

Perjanjian Safe Deposit Box sudah memenuhi semua unsur-unsur diatas.

Pada Perjanjian Sewa-Menyewa Safe Deposit.Box, sebenamya yang

menjadi objek adalah kotak penyimpanan atau Safe Deposit Box itu

sendiri, karena kotak penyimpanan itulah yang disewakan oleh Bank

Internasional Indonesia kepada nasabah (sebagai penyewa), walaupun

kotak tersebut secara fisik 'tetap berada di pihak Bank Internasional

Indonesia, termasuk isi dari Safe Deposit Box, tetapi Bank Internasional

Indonesia tidak boleh memiliki isi dari Safe Deposit Bo;r tersebut. Dalam

hal ini Bank Internasional Indonesia memberikan persetujuan untuk

pemakaian sementara suatu benda, selama waktu tertentu, dan dengan
pembayaran suatu harga tertentu yang telah ditentukan sébelumnya dalam
perjanjian.

2. Jika dilihat dari bentuk dan substansi perjanjian sewa-menyewa, maka
perjanjian Safe Deposit Box pada Bank Internasional Indonesia dibuat
dalam bentuk tertulis, yaitu berupa perjanjian baku yang sudah
disediakan oleh pihak Bank. Nasabah tidak ikut mémbuat perjanjian
tersebut, perjanjian tidak dibuat oleh para pihak, tetapi hanya pihak
Bank. Apabila pasabah menyetujui isi perjanjian tersebut, maka

nasabah hanya perlu ménandatangani perjanjian saja. Akan tetapi yang
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paling dorﬂinan dalam menentukan substansi kontrak adalah dari pihak
yang menyewakan, sehingga pihak penyewa berada pada pihak yang
lemah. Dengan demikian, semua persyaratan yang diajukan oleh pihak
yang menyewakan tinggal disetujui atau tidak oleh pihak penyewa.?*
Ini menunjukkan bahwa yang diuntungkan dalam perjanjian tersebut
adalah pihak yang menyewakan, hal ini tampak pada perjanjian Safe
Deposit Box bahwa Bank tidak bertanggungjawab dan tidak
memberikan ganti rugi kepada penyewa apabila terjadi kerusakan

barang yang disebabkan karena kelalaian Bank.

. Dalam perjanjian turut mencantumkan hak dan kewajiban para pihak.

Hak dari pihak yang menyewakan adalah Bank berhak mencrima

harga sewa yang telah ditentukan, lalu kewajibannya berdasarkan

KUHPer adalah :

a.menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa (Pasal 1550
ayat (1) KUHPer)
Pasal ini tidak terpenuhi dalam perjanjian Safe Deposit Box karena
tidak ada barang yang diserahkan oleh Bank Internasional Indonesia,
melainkan penyewa yang menyerahkan barang berharganya kepada
Bank untuk disimpan di Safe Deposit Box.

b.memelihara barang yang disewakan, sehingga dapat dipakai untuk

keperluan yang dimaksudkan (Pasal 1550 ayat (2) KUHPer)

#Salim H.S, Hukum Kontrak, Teori dan Penyusunan Kontrak, cet. 5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),

hal. 59.
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Memelihara disini dapat diartikan bahwa Bank harus menjaga
dengan baik Safe Deposit Box tersebut agar barang-barang berharga
yang ada didalamnya tetap aman terjaga. Penyewa memakai Safe
Deposit Box untuk menyimpan barang ;berharganya, tetapi Bank
tidak boleh menggunakan atau memiliki barang-barang tersebut,
sebab harta tersebut tidak termasuk sebagai harta kekayaan Bank.

c.memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang
disewakan (Pasal 1550 ayat (3) KUHPer)
Secara fisik barang yang disewakan tidak berada di tangan penyewa,
tetapi berada di Bank. Safe Deposit Box hanya berfungsi untuk
menyimpan barang-barang yang menurut pemiliknya berharga, jédi
penyewa turut menikmati manfaat atau kegungan dari Safe Deposit
Box. - |

d.melakukan pembetulan-pembetulan (Pasal 1551 KUHPer)
Pembetulan terjadi apabila ada kerusakan-kerusakan pada barang
yang disewa. Kerusakan Safe Deposit Box dapat terjadi, apabila
terjadi pembongkaran yang dilakukan oleh Bank, sehingga biaya
untuk mengembalikan bentuk dan fungsi Safe Deposit Box'menjadi
sebagaimana mestinya menjadi beban dan tanggung jawab penyewa,
karena pembongkaran dilakukan bila terjadi kelalaian atau lgesalahan
si penyewa sendiri, misalnya menghilangkan kunci, tidak membayar
vang sewa selama 3 (tiga) bulan, atas permintaan yang berwaijib,

ataupun penyewa melanggar ketentuan dalam perjanjian. Oleh sebab
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itu Bank tidak bertanggungjawab atas pembetulan-pembetulan, jadi
pasal ini tidak terpenuhi dalam perjanjian Safe Deposit Box.
e.menanggung cacat dari barang yang disewakan (Pasal 1552
KUHPer)
Safe Deposit Box yang hendak disewakan kepada penyewa, oleh
pihak Bank sebelumnya diperiksa terlebih dahulu, baik kondisi kotak
dan kuncinya apakah dalam keadaan baik, sehingga aman untuk
digunakan. Kotak penyimpanan berikut kunci Safe Deposit Box pada
Bank Intemasional Indonesia selalu dalam keadaan baik, maka Bank
Internasional Indonesia tidak menanggung atau tidak memberikan
ganti rugi apgibila dikemudian hari penyewa mengalami kerugian
akibat cacat-cacat tersebut, sebab setelah perjanjian sewa-menyewa
* antara Bank Internasional Indonesia dan nasabah dibuat (berlaku),
pihak Bank dan nasabah turut melihat keadaan kotak dan kuncinya.
Sedangkan yang menjadi hak dari penyewa adalah menerima barang
yang disewakan dalam keadaan baik, hal ini telah dikemukakan diatas,
bahwa penyewa berhak mendapatkan Safe Deposit Box yang baik dan
dalam kondisi yang terpelihara, termasuk dengan kunci Safe Deposit
Box yang dipegang penyewa maupun yang dipegang oleh Bank.
Kewajibannya adalah :
a.memakai barang sewa dengan baik
Walaupun barang se\;va tidak berada di si penyewa, tetapi penyewa

juga wajib memeliharanya, misalnya Safe Deposit Box hanya
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digunakan untuk menyimpan barang berharga saja, bukan barang
yang dilarang oleh Negara.

b.membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan (Pasal 1560
KUHPer) :
Pembayaran harga sewa akan didebet langsung dari rekening
penyewa tiap bulannya tergantung dari ukuran kotak yané
disewanya.

4. Selanjutnya berkaitan dengan resiko atas musnahnya barang

Resiko adalah suatu ajaran yang mewajibkan seseorang untuk

memikul suatu kerugian, jikalau ada suatu kejadian dilvar kemampuan

salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek peszinjian.

Lalu bagah’nana jika barang yang menjadi objek sewa itu hancur atau

musnah yang bukan disebabkan oleh penyewa, maka berdasarkan

Pasal 1553 KUHPer :

ajika barang yang disewa itu musnah seluruhnya dilvar kesalahan
penyewa pada masa sewa, maka perjanjian sewa-menyewa itu gugur
demi hukum dan yang menanggung resiko atas musnahnya barang
tersebut adalah pihak yang menyewakan, artinya pihak yang
menyewakan yang akan memperbaiki dan menanggung segala
kerugian.

b.jika barang yang disewa hanya sebagian yang musnah, maka
penyewa dapat memilih untuk pengurangan harga sewa atau

pembatalan perjanjian sewa-menyewa.
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Pada dasarnya penyewa dapat menuntut kedua hal diatas, tapi ia tidak
dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang menyewakan. Pasal ini
tidak terpenuhi atau tidak diatur sama sekali dalam perjanjian Safe

Deposit Box pada Bank Intemasional Indonesia, sebab pada

. perjanjiannya hanya mencantumkan di Pasal 8 mengenai jforce

majeure apabila terjadi keadaan tersebut tidak ada saiupun pihak

dalam perjanjian yang harus bertanggungjawab dan segala
permasalahan yang timbul akibat keadaan tersebut akan diselesaikan
oleh Bank dan penyewa secara musyawarah.

Penitipan Barang terjadi apabila seseorang menerima suatu barang
dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpan dan
mengembélikarinya dalam keadaan yang sama. Penitipan barang diatur di
Pasal 1649 sampai Pasal 1739 KUHPer. Pemberi titipan dan penerima
titipan dapat dilakukah oleh subjek hukum, yaitu orang ataupun badan

. hﬁkum.

Inti dani pem'tipan' barang adalah adanya penyimpanan barang orang
lain, penyimpanan barang itu dapat dilakukan tanpa adanya bayaran
maupun dengan bayaran.

Pada perjanjian Safe Deposit Box memenuhi unsur diatas, tetapi
penyewa selaku penitip harus membayar uang pembayaran rutin setiap
bulannya kepada Bank sebagai penerima titipan.

Pasal 1695 KUHPer, ada 2 (dua) jenis penitipan, yaitu penitipan

murni (sejati) dan penitipan sekestrasi (penitipan dalam perselisihan).
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Yang berkaitan dengan Safe Deposit Box adalah penitipan yang sejati,
karena penitipan ini hanya mengenai barémg bergerak, dimana barang
yang dititipkan pada Safe Deposit Box hanya barang bergerak.

Ada 2 (dua) cara terjadinya penitipan yang sejati, yaitu dengan cara
sukarcla dan terpaksa. Sukarela artinya penitipan barang yang terjadi
karena sepakat secara timbal balik antara yang menitipkan dan pihak yang
menerima titipan. Penitipan ini dilakukan oleh orang yang cakap
meclakukan perbuatan hukum. Sedangkan terpaksa artinya penitipan yang
tcrpaksa dilakukan oleh seseorang karena timbulnya malapetaka.
Penitipan barang adalah suatu perjanjian, maka adanya svatu kontrak atau
dibuat secara tertulis. Begitu.juga ketentuan pada Pasal 1319 KUHPer,
semua perjanjian baik yang memiliki nama khusus maupun yang tidak
terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada ketentuan-ketentuan.
yang berlaku dalam KUHPer mengenai perjanjian. -

Berdasarkan hal tersebut, perjanjian Safe Deposit Box pada Bank
Intenasional Indonesia dapat pula dikategorikan sebagai perjanjian~
penitipan barang, yaitu penitipan barang secara sukarela yang terjadi
karena adanya sepakat timbal balik antara pemberi titipan dan penerima
titipan (Pasal 1699 KUHPer).. Dalam hal ini pemberi titipan (nasabah)
memberikan barang berharganyz{ kepada penerima titipan (Bank) disertai
dengan pembayaran tiap bulan untuk disimpan dengan baik, dan nasabah
berhak untuk mengambil barang berharganya yang berada di Safe Deposit

Box.
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Hak-hak penyimpan barang :

a.penggantian biaya untuk mempertahankan barang

b.penggantian kerugian yang diderita dalam menyimpan barang

c.menahan barang sebelum pé’hggantian biaya dan kerugian diterima dari
penitip

Kewajiban i)enyimpan barang :

a.memelihara barang dengan sebaik-baiknya

b.mengembalikan barang tersebut kepada penitipnya

c.pemeliharaan harus dilakukan secara hati-hati

Pemberi titipan (penitip) mempunyai hak untuk memperolch kembali
barang titipannya dalam keadaan yang sama secara utuh pada saat barang
tersebut dititipkan, sedangkan kewajibannya adalah memberikan upah
kepada penyimpan, memberikan penggantian biaya dan rugi kepada
penyimpan.

Penerima. titipan bertanggungjawab atas kerusakan barang yang
disebabkan karena kelalaiannya, sedangkan kalau Safe Deposit Box pihak
Bank tidak bertanggungjawab sama sekali.

Berdasarkan Perjanjian Sewa-Menyewa dan Perjanjian Penitipan
Barang yang telah dijelaskan diatas, maka menurut penulis perjanjian Safe
Deposit Box adalah merupakan Perjanjian Sewa-Menyewa, bukanlah
perjanjian penitipan barang, karena bukan hanya menitipkan barang di
Bank saja, tetapi ada fasilitas Bank yang digunakan untuk menyimpan

barang titipan tersebut, yaitu Safe Deposit Box (kotak penyimpanan),
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dimana penitip harus membayar penggunaan Safe Deposit Box setiap
bulannya yang jumlahnya sudah ditentukan, dan dalam jangka waktu
tertentu pula. Penitipan barang dalam KUHPer terikat pada Azas Riil yang |
berarti bahwa perjanjian penitipan itu belum sah dan terfaksana sebelum
barang yang bersangkutan betul-betul atau dianggap sudah diserahkan
(Pasal 1697 KUHPer), tetapi penitipan bafang berharga pada sewa-
menyewa Safe Deposit Box azas tersebut tidak berlaku, perjanjian sewa-
menyewa tersebut dianggap sudah terlaksana dan sah apabila perjanjian
sudah ditandatangani oleh nasabah dan Bank, walaupun nasabah belum
menyerahkan kepada Bank barang yang hendak disimpan di Safe Deposit
Box.

Berdasarkan Pasal 18 UUPK mengenai adanya Klausula Baku apakah
mengakibatk@ perjanjian menjadi batal demi hukum ?

Salah satu ciri negara kesejahteraan (welfare state) adalah adanya
perlindungan terhadap konsumen. Indonesia berusaha untuk dapat
melindungi konsumen, hal ini tercermin dalam UUPK. Pada saat ini
kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, dan
konsumen berada pada posisi yang lemah, ini merupakan salah satu faktor
lahirnya UUPK, dengan adanya UUPK ini diharapkan agar terdapat suatu
perjanjian yang seimbang antara konsumen dan produsen berdasarkan
azas kesetaraan berkontrak.

Dalam Perbankan, salah satu aspek penting dalam hubungan hukum

antara nasabah dengan Bank adalah perjanjian antara keduwanya, yang
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biasanya dibuat secara sepihak oleh Bank. Pada Pasal 18 ayat (1) dan (2)

UUPK, menyatakan bahwa :

Ayat 1 : Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan jasa yang ditujukan
untuok diperdagangkan, dilarang membuat atau mencantumkan
klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila :
a.menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
b.menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan

kembali barang yang dibeli konsumen,;

c.menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan
kembali vang yang dibayarkan atas barang dan atau jasa yang
dibeli oleh konsumen;

d.menyatakan peinberian'kuasa dari konsumen kepada pelaku
.usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
melakykan segala tindakan sepihak yang berkaitan. dengan
barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

e.mengatur perihal pembuktian atas ﬁilangnya kegunaan barang
atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat
jasa atau mengurangi jasa atau mengurangi harta keka);aan
konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;

g.menyatakan tundukﬁya konsumen kepada peraturan yang

berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan atau pengubahan
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lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa
konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

h.menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku
usaha untuk membebankan ilak tanggungan, hak gadai, atau
hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara
angsuran.

Ayat 2 : Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak
atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas
atau yang pengungkapannya sulit dimenéérti.

Pcnerapan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUPK akan tampak pada
formulir-formulir yang digunakan dalam melakukan transaksi zn.)tara Bank
dengan nasabal, untuk memberikan kemudahan bagi nasabah dalam
membuat perjanjian dengan Bank, maka Bank telah menyediakan berbagai
jenis formulir, baik dalam bidang dana, jasa, dan kredit. Fasilitas Safe
Deposit- Box termasuk dalam bidang jasa, yaitu penyimpanan atau
penitipan barang berharga. Penyediaan formulir oleh Bank disebut sebagai
Klausula Baku. Pasal 1 ayat (10) UUPK menyatakan : “Klausula Baku
adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah
dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku
usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang
mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Maksud dan tujuan dari penyediaan formulir yang dibuat secara

sepihak oleh Bank tersebut adalah untuk mempercepat sistem pelayanan,
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sebab tidak mungkin setiap nasabah harus membuat dan menegosiasikan
setiap transaksi dengan Bank. Formulir tersebut memuat peraturan penting
yang berkaitan dan berlaku dalam hubungan hukum antara nasabah
dengan Bar.xk‘, sehingga memudahkan nasabah untuk mengetahui peraturan

yang berlaku. Selain itu tidak semua pegawai Bank mengetahui dan

menguasai mengenai hukum yang berlaku atas suatu produk.

Dasar hubungan hukum antara nﬁsabah dengan Bank akan tercermin
dalam perjanjian yang mereka buat. Perjanjian tersebut selalu dibuat dan
disediakan secara sepihak oleh Bank, maka hal ini memungkinkan bahwa
Bank membuat formulir perjanjian tersebut tidak seimbang, yang dapat
merugikan konsﬁmen. Nasabah yang berhubungan dengan Bank pada
umumnya tidak memperhatikan isi dari férmulir yang ditandatanganinya,
biasanya nasabah hanya membaca secara garis besarnya saja, sehingga
dapat dikatakan tidak mengetahni seluruh isi perjanjian. Lalu nasabah juga
tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai isi formulir tersebut
dikarenakan nasabah tidak mengerti maksud dan isi dari formulir atau
perjanjian yang dibpat oleh Bank, penggunaan kata yang rumit untuk
dipahami sehingga bila nantinya terjadi perselisihan antara kedua belah
pihak mengenai isi perjanjian, maka nasabah yang akan dirugikan. Inilah
yang menjadi kelemahan pihgk nasabah jika dilihat dari perjanjian baku
dalam perbankan, |

Perjanjian yang dibuat antara nasabah déngan Bank seharusnya

tunduk pada UUPK, tetapi dalam hal ini adanya pelanggaran hukum yang
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dilakukan oleh Bank dalam membuat perjanjian dengan nasabah. UUPK
bersifat memaksa dan patut diberlakukan kepada siapapun, oleh karena
adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Bank atas Pasal 18 ayat (1) dan
(2) UUPK, berarti ada permasalahan hukum, baik dari segi pembuatan
atau segi pelaksanaannya. Dalam pasal tersebut, muncul persoalan adanya
perbedaan kedudukan antara kedua belah pihak, sehingga ada yang
merasakan bahwa perjanjian tersebut kurang adil (tidak seimbang), ada
pihak yang lebih diuntungkan, yaitu Bank sebagai pihak yang membuat
perjanjian. Nasabah wajib menerima klausula baku tersebut, apabila
nasabah itu hendak berhubungan hukum dengan Bank yang bersangkutan.
Dalam prakteknya, nasabah cenderung untuk langsung menandatangani
perjanjian tanpa membaca dengan teliti seluruh isi péljanjian. Setelah
perjanjian ditandatangani oleh nasabah dan Bank, maka penjanjiém tersebut
berlaku untuk kedua belah pihak sebagai UU, hal ini didasarkan pada
ketentuan Pasal 1338 KUHPer.

Secara umum, pembuatan formulir oleh Bank merupakan pelanggaran
terhadap Pasal 18 ayat 1g UUPK. Klausula-klausula yang tidak sesuai
dengan pasal tersebut adalah :

a ketentuan-ketentuan yang ditetapkan kemudian secara sepihak oleh
Bank, baik mengenai penetapan bunga, biaya, ongkos, denda kurs,
termasuk pemberlakuan ketentuan yang sudah ada maupun yang akan

berlaku dikemudian hari.
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-b.persyaratan-persyaratan atau tindakan-tindakan atau bukti-bukti yang
secara sepihak ditetapkan oleh Bank.

c.ketentuan yang mempunyai pengertian yang sangat luas, misalnya kata-
kata “termasuk tetapi tidak terbatas pada”. Hal ini terdapat pada Pasal 1
ayat (1) Perjanjian Sewa-Menyewa Safe Deposit Box pada Bank
Internasional Indonesia mengenai ketentuan barang-barang apa saja
yang boleh disimpan dalam Safe Deposit Box, Pasal 5 ayat (16)
mengenai tata tertib dan penggunaan Safe Deposit Box, Pasal 8 ayat (1)
mengenai peristiwa apa saja yang termasuk force majeure, dan Pasal 10
ayat (1) mengenai berakhirnya perjanjian.

Yang termasuk sebagai pelanggaran selain Pasal 18 ayat lg UUPK adalah:

a.ayat la : pengalihan tanggung jawab

b.ayat 1d : pemberian kuasa untuk melakukan tindakan terhadap barang
yang dibeli

c.ayat 1f : mengurangi harta kekayaan konsumen. Dalam praktek
perbankan, misalnya pendebetan rekening nasabah oleh karena adanya
peristiwa tertentu

d.ayat 2 : larangan pembuatan klausula baku yang bentuknya sulit dilihat
atau sulit dibaca atau sulit dimengerti.

Sedangkan sanksi pelanggaran atas Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUPK,
tercantum pada Pasal 18 ayat (3) UUPK yang menyatakan : “Setiap

klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau
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perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dinyatakan “batal demi hukum”.

Yang dinyatakan batal demi hukum tersebut adalah hanya menunjuk
pada klausula (pasal) yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan (2)
UUPK. Namun, jika berdasarkan pasal 18 ayat 3 UUPK, maka tuntutan
terhadap klausula baku yang bertentangan dengan UUPK tersebut dapat
dimintakan penetapan Pengadilan bahwa perjanjian yang dibuat tersebut
batal demi hukum. Akibat dari penetapan batal demi hukum adalah bahwa
sejak semula dianggap tidak pernah terjadi adanya perjanjian diantara
kedua belah pihak.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat dalam hal ini nasabah
menerima saja dan setuju terhadap formulir-formulir yang dibuat secara
sepihak oleh Bank. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bah\;s'a mereka |
bersedia menandatangani formulir yang disediakan oleh Bank karena hal
tersebut dianggap dan merupakan kebiasaan. Nasabah juga tidak
memperdulikan isi dan ketentuan yang dimuat dalam formulir tersebut,
mereka mempercayakan sepenuhnya kepada Bank. Disamping itu,
nasabah juga tidak pernah mengeluh terhadap ketentuan-ketentuan yang
ada dalam formulir tersebut, walaupun mereka merasa bahwa pelayanan
Bank terhadap nasabah belum optimal. Hal ini berlaku juga terhadap
Perjanjian Sewa-Menyewa Safe Deposit Box pada Baok Internasional
Indonesia. Apabila perjanjian tersebut berdasarkan UUPK harus

dinyatakan batal demu hukum, maka sanksi tersebut akan memberatkan
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pihak Bank sendiri, karena tujuan dibuatnya perjanjian secara sepihak
adalah menyangkut segi kepraktisan, tidak mungkin Bank membuat
perjanjian yang berbeda-beda antara nasabah yang satu dengan nasabah
yang lain, mengingat jumlah nasabah Bank yang sangat banyak.

Untuk menghindari terjadinya perselisihan antara nasabah dengan
pihak Bank berkaitan dengan isi perjanjian, sebaiknya nasabah membaca
dengan baik danr teliti seluruh isi dan maksud perjanjian, walaupun ada
kata-kata yang artinya sulit dimengerti harus ditanyakan terlebih dahulu
kepada petugas bank sebelum perjanjian tersebut ditandatangani.

Walaupun pelanggaran tersebut mengakibatkan bahwa perjanjian
dinyatakan batal demi hukum, tetapi hal tersebut akan sulit untuk
dilakukan, karena tidak mungkin Bank melayani nasabah yang berbeda-
beda dengan membuat perjanjian yang berlainan pula. Begitu juga dengan
nasabah yang sekarang ini segala sesuatunya ingin lebih praktis dan
efisien, apabila nasabah harus membuat perjanjian bersama-sama dengan
Bank, tentu akan memerlukan waktu yang cukup lama. Bank akan selalu
menjaga kepercayaan nasabahnya, apabila ada pengalihan tanggung
jawab, seperti misalnya biaya, bunga, dan ganti rugi yang jumlahnya akan
ditentukan kemudian, Bank akan mengenakan tarif yang wajar. Sebab jika
tarifnya tidak wajar, maka Bank tersebut dapat ditinggal oleh nasabahnya,

dan ini sangat merugikan pihak Bank itu sendiri.
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BAB 111

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Perjanjian Sewa-Menyewa Safe Deposit Box pada Bank Internasional
Indonesia yang merupakan Perjanjian Baku hanya melindungi hak dan
kewajiban Bank selaku pihak yang membuat perjanjian tersebut. Pihak
penyewa tidak dilindungi hak dan kewajibannya dalam Perjanjian Sewa-
Menyewa Safe Deposit Box pada Bank Internasional Indonesia,. karena
Perjanjian Sewa-Menyewa Safe Deposit Box pada Bank Internasional
Indonesia telah bertentangan dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer. Sistem
terbuka yang berintikan azas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal
1338 ayat (1) KUHPer tidak terwujud dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Safe
Deposit Box antara Bank Internasional Indonesia dengan penyewa Safe
Deposit Box pada Bank tersebut karena penyewa tidak mempunyai kehendak
bebas untuk menentukan isi dalam Perjanjian tersebut. Pencantuman Klausula
Exonoratie pada Perjanjian Sewa-Menyewa Safe Deposit Box juga merugikan
pihak penyewa, sebab yang seharusnya ditanggung oleh Bank dialihkan
menjadi tanggung jawab penyewa, oleh karena adanya pengalihan tanggung

jawab tersebut, maka hal itu bertentangan dengan Pasal 18 ayat 1a UUPK,
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yang berakibat hukum bahwa klausula baku yang bertentangan dengan UUPK
tersebut dinyatakan batal demi hukum.

. Bahwa penggunaan formulir kontrak standar tersebut lazim dipakai saat
sekarang ini dengan tujuan untuk mempercepat dan menyederhanakan proses
perjanjian atau kontrak, misalnya proses perundingan (negosiasi) dapat
dipersingkat atau dihapuskan sama sekali dan sederhana, sehingga dengan
tempo yang relatif singkat perjanjian telah dapat disepakati, tentunya biaya
pembuatan menjadi lebih murah, baik ditinjau dari pihak yang menyewakan
atan pihak penyewa. Selain itu mengingat jumlah nasabah Bank yang banyak
sekali jumlahnya, maka sangat tidak mungkin apabila Bank membuat
Perjanjian SeWa—Menyewa Safe Deposit Box yang berbeda-beda antara
nasabah yang satu dengan nasabah yaﬁg lain berdasarkan keinginan setiap
nasabah, sehingga sampai sekarang perjanjian tersebut masih menggunakan
perjanjian baku.

. Perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh Bank, seperti misalnya Perjanjian
Sewa-Menyewa Safe Deposit Box pada Bank Internasional Indonesia, jika
dikaitkan dengan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUPK, bukan berarti Bank
tidak mau menjalankan UUPK tersebut, tetapi UUPK belum memberikan
jalan keluar terhadap kesulitan yang dihadapi oleh Lembaga Perbankan.
Sebab sampai sekarang belum ada kepastian hukum yang dapat dijadikan
pegangan bagi Bank dalam membuat Klausula Baku selain UUPK.

Bank sengaja menetapkan Perjanjian Safe Deposit Box sebagai perjanjian

sewa-menyewa, karena Bank memang menghindari tanggung jawab apabila
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terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang si penyewa. Hal tersebut
merupakan prinsip dari sewa-menyewa, sedangkan kalau dalam penitipan
barang, Bank diwajibkan untuk bertanggungjawab.

B. Saran

1. Perlu dibuatnya suatu Undang-Undang yang mengatur tentang Perjanjian
Baku, yang meliputi segi azas kebebasan berkontrak, kesepakatan para pihak,
dan pembentukan perjanjian baku, tetapi tidak terlepas dari ketentuan-
ketentuan yang berlaku dalam KUHPer, dalam penulisan ini contohnya
ketentuan sewa-menyewa.

2. Tidak diadakannya asuransi terhadap barang-barang yang disimpan dalam Safe
Deposit Box, mengakibatkan bila terjadi.pcristiwa kebakaran, pencurian,
maupun perampokan terhadap barang-barang tersebut, maka penyewa yang
memikul seluruh resiko atas keadaan tersebut. Saran yang diberikan adalah
perlu diadakan asuransi terhadap barang-barang tersebut, tujuannya adalah
untuk mencegah kemungkinan timbulnya sengketa dengan penyewa atas

hilang, musnah, rusak, atau susutnya barang tersebut.
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4 "PERJANIIAN SEWA MENYEWA SAFE DEPOSIT BOX -
' PADASPT BhNKmTERNAszAL NDoN&stA Tbk -

RINRER '_“~z¢.‘; ;‘t" A --'-:1 N "2: et
T

Per)aopanéewa Menyewa Sataoepost Box (selanju‘nya dnsebut “Perjénpan") pada PT Bank !ntemasuonal
Indonesia Tbk ini dibuat pada hari ini, tanggal .........ccccceeeeeeeees oleh danantara: | ...,

I 5+ PT. Bank lnternasmnal Indonesia Tbk betkedudukan di Jakarta; Jalan. MH, Thamnn, Jakarta 10350,

.;; .dalam hal-ini bertindak.-melalui cabangnya dicurnrmmnesonsasi” be(alamat Gisuagrivvasisionsaitnnennans
yang diwakili oleh crreereneeenne s, PEMIMPIN CabaNG cuvvevennieiinenn, , selanjutnya disebut ’Bank".

v eeesrrrbnr bt ———riaaeanseranonn ,  nomor KTP/SIM/Paspor/KlMSIKlTAS*) .........................
{fotokopi terlampir) bertempat tinggal dl ¥ eeeetontonsessnernrossrensisaesererrstaunsersrinanessonssnnasonsosassannse

dalam hal ini bertindak (diberi tanda (") pada kolbrn yang dipilih) :
{1 untuk diri sendiri; **)

17 v dalani! kedudukanhya,selaku s berda.sarkan eieesiesens
~glél karénanya berwenang bertmdak untuk dan'atas hama . :
. berkedudukan di ........zuersecesivnsessisneee o ; essammagsagassasne "'“).

Y selanj(:tnya dlseb'ut "Penyewa y | T

Bank ddn’ Penyewé untuk’ 'selan;utnya secara bers‘ama-sama dlsebut sebaga: Para Plhak dan sendiri-sendiri
disebut sebagai Pihak.

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

(A) Bahwa Bank adalah badan hukum beérbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan

hukum Indonesia yang berderak ~ di'biddng perbankan yang salah satu kegiatannya ddalah
melakukan jasa Penpitipan.

Batwa Penyewa adalah perseorangan/badan usaha (*) yang bermakstid menggunakan jasa
Penitipan yang disediakan oleh Bank.

Bahwa Bank setu;u untuk memberikan jasa Penmpan kepada Penyewa berupa Safe Deposit Box.

8)
©

Berdasatkan’ hal: hal yang dlkemukakan di atas, Para Pihak dengan ini setu;u dan sepakat untuk membuat
Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-Ketentuan sebagai berikut ;-

Pasal 1
Definisi

_Barang adalah benda bergerak yang dititipkan di dalam SD8, termasuk tetapi tidak terbatas pada surat
‘berhdrga,” surat yarig berharga, perhiasan atau logam mulia dan benda-bendd 15 yang bukan
merupakan benda yang d||arang oleh peraturan perundarg-undangan/peraturan pemefintah Republik
Indonesia (seperti senjata api, obat-obat terlarang, dan lain-lain) ataupun berupa bahan-bahan/zat-zat
" kimia (baik dalam ‘bentuk padat, cair maupun gis) yang mudah ‘meledak/dapat: ‘menimbulkan

kebakaran dan/atau Kerusakan pada barang-barang yang berada-di ‘sekitarnya dan benda tersebut
ukurannya sebanding dengan SDB yang disewa.

2. Berita~Acara Pembongkaran adalah Laporan tentang telah dliakukannya pembongkaran Safe Deposit

: Box vleh Bahk dengan disaksikan puhak—puhak terkait yang telah ditentukan, yang ‘disébabkan oleh
alasan-alasan yang telah ditentukan dalam perjanjian sewa-menyewa Safe Deposit Box.

3. Hari lderja adafah setiap hari kecuali Sabtu, Minggu dar/atau hari tibur resmi lainnya yang ditetapkan
oleh Pemerintah dar/atau-Bank Indonesia dimana bank-bank buka diseluruh kota di indonesia untuk
menjalankan kegiatan usahanya dan melaksanakan transaksi kliring.

4. Jam Kerja Bank adalah jam selama Bank melakukan aktivitas kerja operasional melayani nasabah dari
pagi hari hingga sore hari selama waktu yang telah. ditentukan.

5. Kartu Safe Deposit Box adalah-Karty bukti penyewa Safe Deposn Box yang harus ditunjukan pada saat
nasabah melakukan kunjungan Safe Depaosit Box.

6. Kartu Contoh Tanda-Tangan adalah Kartu yang berisi tanda tangan penyewa dan /atau penerima
kuasanya yang menun;ukkan bahwa pemilik tanda tangan tersebut berhak melakukan kunjungan Safe
Deposit Box,

*) Covet yang tidak pev:- Vv

**) Untuk Penyew perora

ngan
weos) Untuk Penyews yang berbentuk Badan Hukum
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7.  Penitipan adalah pgnyjmpgnaqghpqé;perdasgrkpppgﬂanpan atay; koptrak:pptara Bank dengan pihak
lainnya, dengan keten}u,ap\ﬁapk\nchk mempunyaj hak; kepemlllkan qta;laaga tersebut.

" %376 Deposit Box (Gelanjutnya disebit “SDE”) adalah tempat pénitipan barang yang disediakan oleh
Bank kepada Penyewa. Tersedia dalam 3 (tiga) pilihan ukuran yaitu S (Small) 6 x 25 x 48 cm3, M
-« ~{Medium) 10 x25 x 48 cii3; -ddn’L (Carge)- 25 'x 25 x 48 cm3 sedangkan XL (Extra Large) 25 % 25x 60
cm3 hanya tersedia di KCI'Médan. - SR e

9. "+ IKusasat dari-Penyewa SDB-adalah ‘pihak 7 orang lsin yang diberi kuasa oleh- Périyewa untik melakukan
transaksu ‘yang berhubungan’dengan sewa-menyewa SDB serta-kegiatan- d| dalam kotak SDB dari

“"I’enyeWa
IR O SN Koak

Pasal 2~ . T I g
Poko]c Petjanjian . _:‘__!_:L_ )

KRS

1. Bank dengan ini berseq:a menyewakan SDB kepada Penyewa dan Pgnyewa bersed;a menyewa sOB
) dan Bank dengan spesifikasi SDB sebaganmana dimaksud. dalamlamp;ran E"erjanyan ini.

2, Selama berlangsungnya Perjanjian ini, Penyewa atau Kuasanya dlwapbkan untuk membuka dan
memiliki rekening di Bank dan membuat/menandatangani Surat Kuasa Debet yang akan digunakan

_ _oleh .Bapk . Hntuk mendebet. rekening.. Penyewa .atau Kuasanya berk_altan dengan .Rembayaran.
pembayaran yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini. e

o Pasal 3 _ i _ "!
Masa Sewa dan Harga Sewa . L.

. Pegiapjian inj berlaku untuk masa 1 (satu) tahun (selanjutnya disebut: "Masa Sewa") terhm.ng sejak
tanggal dltandatangamnya Perjanjuan ini. —

2. Untuk Masa Sewa sebagalmana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, harga sewa yang harus dlbayar olen
Penyewa kepada .Bank, sehagaimana. tersebut dalam lampiran, Perjamsan ini dimana . beban Pajak
Pertambahan Nilai dntanggung s;penuhnya oleh Penyewa. ; . . _ :

3.  Perjanjian ini dapat diperpanjang secara otomatis untuk Masa Sewa yang sama selama tidak ada
pemberltahuan tertulis sebelumnya dari Penyewa kepada Bank untuk tidak memperpanjang Masa

Sewa ini.

4. Harga Sewa. harus. telah cbba{ar lunas pada saat dltandatangamnya Perjapjian ini . dan apabila
- d;pérpanlang, J-!a;ga Sewa Auntuk Masa Sewa selanjutnya harus dulunasa terlebih dahulu sebesar Harga

Sewa yang berlaku papa saat perpan;angan

5 Harga, ;ewa untuk pe:pan;angan Masa Sewa sebagaumana dimaksud. dalam ayat 3. pasal mu akan di
debe; langsung oleh. Bank;dari_ rekemng Penyewa atau Kuasanya sebagalmana dlmaksud ﬂalam pasal

2 ayat 2. . - L e aim

6., ..Jang:sewa yang telah dibayar tidak dapat dirpinta kembali oleh Penyew:a karena alasap apapun. Tetapn
apabila Berjanjian ini.dipataikan oleh.pihak Bank, Bank akan mengemballkgn uang Spwaruntuk Masa
Sewa yang be um dlmkmatl «oJeh Penyewa secara pro-rata. c L b

lgunq spp ;ebaoyak 2.(dua) buah (“Master Key") akan diserahkan kepada, Penyewa Oleh Bank setelah
+. Perjarijian ini dnandatang;nu dan uang sewa telah dntenma oleh Bank.

Pasal4 - . . B R NP PR S ST
. Uang Jaminan o T

- . Penyewa diwajibkan: men\bayar,uang jaminan, sebagai jaminan atas: . e
a. Risiko hilang/rusaknya 2 (dua) buzh Master Key yang d;bawa/dls:mpan oleh Penyewa,.dan/atau

" b. Biaya pembongkaran (apabila ada); dan/atau
«Cu Bla,yq Iampyq,yangmg&upgkan kewajiban Penyewa, t I I

Besamya uang jamman adalah sebaga:mana tersebut dalam lampzran Perjanpan ini. o ,, )

2. Besarnya uang jaminan ditetapkan oleh Bank sebagaimana tersebut dalam lampiran Perjanjian ini dan
atas uang jaminan tersebut Bank tidak akan memberikan bunga atau imbal jasa lainnya. . ..
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10.

11,

12.

Uang jaminan akan dikembalikan kepada Penyewa, pada saat berakhirnya atau batalnya Perjanjian ini,
setelah dikembalikannya 2 (dua) buah Master Key SDB yang telah diterima oleh Penyewa sebelumnya
kepada Bank dalam keadaan' utuh dan tanpa cacat dan Penyewa.telah menyelesaikannya kewajiban
dan/atau buaya -biaya sewa Iamnya (jika ada) kepada Bank.

Dalam hal Penyewa mempunyal tunggakan baik terhadap uang sewa dan/atau. biaya-biaya lainnya
berkaitan dengan Perjanjian ini (ika ada), maka pada saat berakhirnya Perjanjian ini, Penyewa
memberikan kuasa dan wewenang kepada Bank untuk mendebet/mengambnl pelunasan atas uang
sewa dan/atau biaya-biaya lainnya (jika ada) tersebut dari uang jaminan.

Pasal 5
Tata Tertib Penyewaan dan Penggunaan SDB . -

Safe Deposit Box hanya boleh digunakan untuk menyimpan Barang dan jika perlu Bank berhak untuk

alasan keamanan dan kenyamanan pengguna SDB untuk meminta agar Barang yang akan disimpan
dalam SDB diperlihatkan terlebih dahulu kepada Bank.

Safe Deposit Box hanya dapat dibuka dengan Z (dua) jenis anak kunci yang berbeda yaitu satu jenis
anak kunci (Guard Key) dipegang oleh Bank dan satu jenis Master Key yang dipegang Penyewa.

Jika hendak membuka SDB, Penyewa harus mengisi Kartu Safe Deposit Box dan Bank akan
mencocokkan tanda-tangan Penyewa dengan contoh tanda-tangan yang tersedia pada Kartu Contoh
Tanda Tangan. SDB akan dibuka secara bersama-sama dengan petugas Bank dengan menggunakan

anak kunci yang dipegang oleh Bank (Guard Key) dan anak kunci yang dipegang oleh Penyewa
(Master Key).

Dalam hal tanda-tangan berbeda dengan contoh spesifikasinya sebagaimana dimaksud dengan ayat

3 pasal ini, maka Bank berhak menolak untuk mengizinkan Penyewa untuk memasuki ruang khasanah
dan membuka SDB. )

Bilamana Penyewa tidak dapat‘ menutup kotak SDB sendiri, maka Penyewa harus segera
memberitahukan Bank /petugas yang ditunjuk untuk membantu menutupnya..

Penyimpanan Barang ke dalam atau pengambilan Barang dari SDB dapat dilakukan pada setiap Heri
Kerja pada Jam Kerja dari kantor Bank atau hari/jam lainnya yang akan diitentukan kemudian oleh
Bank yang memelihara SDB tersebut dengan ketentuan lamanya setiap pengambilan/kunjungan SDB
maksimum 15 (lima belas) menit.

Yang diperbolehkan untuk mengunjungi tempat/ruang khasanah untuk membuka SDB adalah hanya
Penyewa atau pihak yang berwenang untuk mewakili Penyewa (orang yang diberi kuasa).

Seidin Bank dan Penyewa atau pihak yang berwenang untuk mewakili Penyewsa, tidak diperkenankan
adanya pihak lain yang mendampingi Bank dan Penyewa atau ahli warisnya yang sah atau kuasanya
untuk ikut masuk ke ruang khasanah dan membuka SDB. *

Dalam hal Penyewa dan kuasanya hadir secara bersama-sama untuk ikut masuk ke ruang khasanah
dan membuka SDB, maka Bank hanya mengijinkan salah seorang dari mereka.

Hak Penyewa untuk menggunakan dan menikmati SDB tidak dapat disewakan kembali, dialihkan
selain karena sebab pewarisan, tidak dapat dijual atau digadaikan kepada pihak lain,

Penyewa harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Bank disertai dengan dokumen yang
memadai, apabila terjadi salah satu atau lebih dari hal-hal sebagai berikut:

a. Penggantian nama Penyewa dan atau alamat Penyewsa;
b. Perubahan tanda-tangan Penyewa
C. Khusus dalam hal Penyewa yang merupakan suatu badan usaha, bilamana terjadi

perubahan pengurus dengan disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum yang berlaku
tentang terjadinya perubahan itu;

d. Kejadian-kejadian lain yang berhubungan dengan Perjanjian ini yang dapat mengakibatkan
kerugian baik pada Penyewa maupun Bank.

Kerugian yang disebabkan karena kelalaian Penyewa untuk memberitahukan kepada Bank mengenai
hal-hal sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini termasuk juga jika pemberitahuan dimaksud telah
dilakukan tetapi tidak atau terlambat diterima oleh Bank, menjadi tanggung-jawab Penyewa
sepenuhnya.
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14.

- 15.

16.

17,
18.
18.

20,

21,

22.

23.

-

Bank akan berhati-hati. menjalankan prosedur pencocokan tanda-tangan Penyewa atau.pemegang

’kuasanya yang terdapat pada “Kartu.Contoh Tanda-Tangan®, tetapi Bank tidak benanggung-jawab

atas-akibat yang disebabkan karena penyalahgunaan tanda tangan,

Bank tidak bertanggung jawab atas kebenaran/keasllan/keakuratan/keabsahan kepemnhkan dari
Barang yang disimpan, perubahan dalam kualitas, kehilangan, kerusakan atau hal lain yang
menyebabkan nilai ekonomls dari Barang menjadi berkurang.

Jika pada suatu ketlka ternyata bahwa sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari
penyimpanan Barang dalam SDB, Bank atau penyewa lainnya menderita kerugian, maka Penyewa
yang Barang simpanannya menimbulkan kerusakan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari
penyimpanan Barang bertanggung-jawab sepenuhnya atas kerugian tersebut. -

Dalam hal Penyewa meninggal dunia dan ahli waris dari Penyewa bermaksud ‘untuk membuka SD8

tanpa adanya Surat Keterangarn/Pernyataan/Penetapan Ahli Waris dikarenakan alasan-alasan tertentu
termasuk _namun_ tidak_terbatas .pada ‘melihat dan/atau mengambil dokumen-dokumen yang
berkaitan dengan pewarisan yang disimpan oleh Penyewa di dalam SDB, maka SDB tersebut baru

" dapat dibuka setelah Bank diperlihatkan dan diberikan dokumen-dokumen dalam bentuk dan isi

yang dipandang memadai yang menerangkan hal tersebut.

Pembukaan SDB oleh ahli waris dari Penyewa harus -disaksikan oleh Notaris sebagai saksi dan
pengambilan tersebut hanya untuk dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pewansan Notaris
tersebut harus membuat berita acaranya.

Barang yang dapat diperlihatkan dan/atau yang diambil dan/atau di-photocopy sebagaimana
dimaksud ayat 16 pasal int adalah Barang atau dokumen yang berkaitan dengan dokumen

pewarisan.

Dalam hal ahli waris yang sah dari Penyewa atau kuasa telah melengkapl dokumen-dokumen
kewarisan maka SDB sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 pasal ini dapat dibuka/digunakan
kembali oleh ahli waris yang sah dari Penyewa atau kuasa untuk mengambil Barang.

Dalam hal Penyewa meninggal dunia, kuasa yang diberikan kepada kuasanya -akan berlangsung
terus sampaij pada saat berita meninggalnya Penyewa disampaikan secara tertulis kepada dan telah
diterima oleh Bank dari ahli waris Penyewa atau pihak yang berwenang untuk mewakili Penyewa

sesual dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kecuali bila diperjanjikan lain sebelumnya, maka apabila Penyewa untuk dan atas ‘nama pribadi
meninggal dunia maka yang berhak menggantikan kedudukan Penyewa adalah ahli waris Penyewa

-yang dibuktikan dengan adanya dokumen-dokumen yang memadai dari yang berwenang dalam

bentuk dan isi yang diterima oleh Bank.

Apabila pihak yang mewakili Penyewa yang berbentuk Badan  HukunvBadan
Usaha/YayasarVPerkumpuIan memnggal maka yang berwenang untuk menggantikannya adalah
pihak lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya.

Dalam hal Perjanjian ini berakhlr maka Penyewa diwajibkan untuk mengosongkan isi SDB dan
mengembalikan 2 (dua) buah Master Key atas SDB tersebut pada Bank. .

Pasal 6,
Pembongkaran SDB

Bank akan membongkar/membuka paksa SDB yang disewa oleh Penyewa karena salah satu atau

‘lebih alasan berikut :

a. karena permintaan dari Penyewa atau kuasanya atau ahli warisnya yang sah berdasarkan alasan-
alasan tertentu misalnya Penyewa atau kuasanya atau ahli warisnya yang sah menghilangkan
atau merusakkan kunci untuk membuka SDB yang berada dalam kekuasaannya atau alasan lain
yang dapat diterima oleh Bank.

b. karena melaksanakan permintaan atau perintah dari pxhak yang berwajib.

¢. karena berdasarkan penilaian Bank, Penyewa melanggar ketentuan yang diperjanjikan dalam
Perjanjian ini.

.

Dalam hal terjadi pembongkaran, maka Bank tidak benanggting-jawab atas isi dari SDB,

Dalam hat Bank bermaksud melakukan pembongkaran SDB, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1b
dan 1¢ pasal ini, maka sebelum pembongkaran dilaksanakan, Bank akan memberitahukan maksud
tersebut kepada Penyewa melalui surat pemberitahuan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu
masing-masing surat selama 14 (empat belas) hari kerja.
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11.

Dalam hal Bank melakukan pembongkaran, maka pembongkaran tersebut dapat disaksikan oleh
Penyewa, kuasanya atau ahli waris yang sah dari Penyewa. Dalam hal Penyewa, kuasanya atau ahli
waris yang sah dari Penyewa tidak hadir maka pembongkaran harus dnsaksnkan oleh Motaris.

Dalam hal Penyewa berkeberatan atas tindakan Bank untuk membongkar SDB sebagaumana
dimaksud ‘dalam .ayat 1c -pasal -ini, niaka Bank dapat membatalkan pembongkaran .tersebut
sepanjang Penyewa dapat memenuhl kewajtbannya sebagaimana diatur dalam Penanpan ini

Untuk pembongkaran SDB Notans akan membuat bema acara pembongkaran ‘dengan
menyebutkan secara terperind jenis dan jumlah Barang yang d|5|mpan di dalam SDB. Berita acara

pembongkaran’ mengikat 8ank dan Penyewa atau pihak yang berwenang mewakili Penyewa sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Seluruh biaya yang timbul dari pembongkaran termasuk biaya untuk mengembalikan bentuk dan
fungsi SDB menjadi sebagaimana mestinya tersebut menjadi beban dan tanggung-jawab Penyewa
dan .apabila tidak dilunasi. oleh Penyewa dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari. Kerja sejak
pembongkaran dilakukan maka biaya-biaya tersebut akan diperhitungkan dan dilunasi dari uang
jaminan. Dalam hal Bank masih mempunyaj hak-hak tagih kepada Penyewa sehubungan dengan -
Perjanjian ini, Bank berhak untuk menjual sebagian atau seluruhnya Barang yang dts:mpan dengan
cara apapun pada saat apapun dengan harga berapapun yang dianggap wajar. oleh Bank.
Selanjutnya hasil penjualan dari Barang tersebut digunakan untuk memenuhi tuntutan Bank atau
pihak lain guna pembayaran uang sewa yang tertunggak dan/atau biaya-biaya lainnya (jika ada)

Dalam hal uang hasil penjualan Barang setelah dlkurangl dengan tuntutan-tuntutan dan biaya yang
dimaksud masih terdapat kelebihan atau dalam hal Bank tidak mempunyai tagihan kepada Penyewa

. sehingga Barang tidak peru dijual atau atas uang sisa hasil penjualan tersebut di atas (bila ada),

maka.setelah lewatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah SDB dibongkar, masih tetap belum diambil

oleh Penyewa, kuasanya atau ahli warisnya yang sah dari Penyewa maka Bank tidak-bertanggung-
iawab atas keberadaan Barang atau uang tersebut,

Dalam hal Baran§ yang berada dalam SDB tidak laku dijual atau hasil penjualannya tidak mencukupi
untuk membayar semua- tuntutan-tuntutan dan/atau biaya-biaya, maka kekurangannya menjadi

tanggung-jawab Penyewa atau pihak yang berwenang mewakili Penyewa sesuai ketentuan
perundang- undangan yang berlaku.

Dalam hal pembongkaran SDB dilakukan karenanya pelaksanaan ayat 1b dan ¢ pasal im maka
Perjanjian ini batal dengan sendirinya.

Seluruh kuasa yang berkaitan dengan pembongkaran SDB telah termasuk dalam Perjanjian ini,
kecuali dinyatakan lain oleh Para Pihak.

Pasal 7
Kuasa dari Penyewa

Penyewa dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk membuka SDB dengan ketentuan sebagai -
berikut :

a.

b.

n

~pa

Penyewa hanya dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk membuka SDB tanpa ada hak
subsitusi.

Penyewa mengisi dan menandatangani surat kuasa dengan bentuk dan redaksuonal yang sudah
ditetapkan oleh Bank.

Segala akibat dari pemberian kuasa tersebut sepenuhnya merupakan tanggung-jawab dan risiko
Penyewa.

Pemegang kuasa tunduk pada segala ketentuan yang diatur dalam Perjanjian.

Penyewa hanya dapat memberikan Kuasa kepada maksimum 2 (dua) orang yang berbeda.

Surat kuasa yang -diberikan oleh Pemegang KuasaPenyewa kepada penerima kuasa akan
berlangsung terus sampai pada saat berita meninggalnya Pemberi Kuasa/Penyewa disampaikan
secara tertulis kepada Bank dan telah diterima oleh Bank dari ahli waris Pemberi Kuasa/Penyewa atai
pihak yang berwenang untuk mewakili Penyewa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.

Pembadtalan Surat kuasa oleh Pemegang Kuasa harus diberitahukan secara tertulis kepada Bank dan
Bank baru menganggap Surat Kuasa tersebut dicabut apabila Bank tempat dimana SDB tersebut
berada telah menerima pencabutan tersebut.

Surat kuasa mengesampingkan ketentuan yang dimuat dalam pasal 1813, 1814 dan 1816
KUHPerdata.
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-Pasal 8 -
Force Ma,eure

T'dak ada satu plhakpun yang dlnyatakan telah melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap
isi/kétentuan dari Perjanjian ini apabila hal tersebut disebabkan karena terjadinya force majeure. Hal-

- hal yang termasuk force i majeure dalam Perjanjian ini adalah peristiwa atau kejadian yang berada di

luar -kemampuan ' manusia, termasuk namun tidak ‘terbatas pada sabotase, peperangan,
dikeluarkannya peraturankebual?ﬁanaan Pemerintah, bencana alam huru-hara, epidemi dan tidak
dapat dipergunakannya perangkat/peralatan Bank untuk kepentingan operasional Perjanjian ini yang
disebabkan oleh karéna garigguan listrik atau komunikasi atau hal-hal lainnya di luar kekuasaan

~Bank-dan -Untuk mana Bank. tidak dapat dipertanggungjawabkan ba|k |angsung maupun tidak

langsung.

Dalam hal terjadinya force majeure, maka pihak dalam Perjanjian ini yang mengalami fofce majeure
wajib- memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai terjadinya peristiwa force

“majeure tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja terhitung sejak ‘tanggal
" terjadinya force majetire.

Segala dan setiap permasalahan yang timbul akibat terjadinya force majeure tersebut akan
diselesaikan oleh Bank dan Penyewa secara musyawarah.

Pasal 9
Pernyataan dan Jaminan

Para-Pihak menjamin ‘dan 'menyatakan bahwa Bank hanya merupakan pihak yang menyewakan SDB
dan Bank tidak mempunyai hak dan/atau kewajiban untuk mengetahui asal-usul Barang dan oleh

karenanya isi dan semya Barang yana ada pada SDB tersebut adalah merupakan milik Penyewa

Penyewa menjamin dan menyatakan bahwa Barang yang tersimpan dalam SDB adalah miliknya
sendiri dan Barang tersebut tidak sedang dibebankan dengan hak jaminan -apapun serta tidak
merupakan Barang yang sedang dipersengketakan.

Penyewa menyatakan dan menjamin untuk melepaskan dan membebaskan Bank atas segala
gugatan atau tuntutan yang diajukan oleh Penyewa dan/atau oleh pihak manapun berkaitan dengan
Barang dan/atau hal lain yang berhubungan atau sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini.

Penyewa menyatakan dan menjamin bahwa SDB tidak akan digunakan untuk menyimpan benda-
benda yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan/peraturan pemerintah Republik Indonesia
dan benda-benda yang diduga dapat membahayakan/merusak SD8, bangunan dan benda-benda
lainnya yang terdapat di sekitarnya. -

Penyewa menyatakan dan menjamin akan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat dari
pelanggaran yang diperbuat oleh Penyewa atau pemegang kuasanya.

Penyewa menyatakan dan menjamin bahwa sejak ditandatanganinya Perjanjian ini, Penyewa telah
menerima anak kunci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini dan oleh karenanya segala
penggunaan anak kunci oleh Penyewa, termasuk penyalahgunaan anak kunci oleh pihak lain
menjadi tanggung jawab Penyewa sepenuhnya.

Penyewa menyatakan dan menjamin untuk setiap saat dan atas permintaan Bank {baik karena
alasan perbaikan maupun karena alasan lainnya) menukar SDB yang telah disewanya dengan SDB
lain yang ditunjuk oleh Bank dan untuk maksud penukaran tersebut kedua belah pihak' sepakat
untuk menuangkannya dalam suatu perjanjian.

Penyewa menyatakan dan menjamin bahwa akan membébaskan Bank. terhadap kerugian sebagai
akibat kehilangan Barang yang disimpan, perubahan dalam‘kualitas, kehilangan, kerusakan atau hal
lain yang menyebabkan nilai ekonomis dari Barang menjadi berkurang.

Penyewa menyatakan dan menjamin bahwa apabila sebagal-akibat langsung maupun tidak langsung
dari penyimpanan Barang dalam SDB milik Penyewa, Bank atau penyewa lainnya menderita
kerugian, maka akan bertanggung-jawab sepenuhnya atas kerugian tersebut.

Penyewa menyatakan dan menjamin bahwa apabila Penyewa menghentikan Perjanjian ini sebelurh

waktunya, maka segala biaya yang telah dikeluarkan atau yang telah diberikan kepada Bank tidak
akan dimintakan kembali dengan alasan apapun.
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Pasal 10 ' '
Berakhirnya Perjanjian

[ I S

1. Perjanjian ini berakhir apabila : AT
a. Masa Sewa telah berakhir. ) .
T .. arbys Atasipermintaan dari Penyewa pada saat Masa Sewa belum berakhir; .- -«
-+ g culeradinya. perabopgkaran atasi:SDB karena: menmggalnya Penyewval.:

. w o0 du. Penyewa -melanggari ketentuan :dalam:- Perjanjian ini;termasuk narun, .’udak térbatas, dalam hal
Penyewa dan/atau kuasanya melanggar ketentuan tentang jenis ibarang ryang disirmpan atau -

Penyewa dan/atau kuasariya telah menyewakan ulang atau memperalihkan hak penggunaan
£ he-en,.SDB yang bersangkutan kepada pihak .ketiga selaln karena pewansarrtanpa persetu;uan tertulis

. “--n,' vleb|h dohuluidaci Bank. vy LGl e oat vt e siun ol GEL iR el et
sydireler cAdanya alasan-glasan atau pemmbangan pemmbangan .tertentu .dari: Bank yang. menyebabkan
ab nuBank - memutuskan-uatuk.-mengakhiri Perjanjian ini-sebelum waktunya- N O R A

f. Adanya kesepakatan dari Para Pihak untuk mengakhiri Perjanjian ini.

g Adanya putusan_ dari Haklm/Pengadulan yang berdasarkan pertlmbangan Bank dapat duadlkar\
" dashr pengakhiran peranjian.” )

2. Dalam hal Perjanjian ini berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1b, 1c, 1d, 1f
- ixdan 1g-pasal ini;.maka uang sewa yang telah diberikan, oleh- Penyewa tkepada.Bank tidak .dapat
.. dikembalikan dan ;pengembalian dap/atau penggunaan uang. jamjnan. (bila ada) dilakukan. sesuai

: fketentuan'yang berlaku.dalam Perjanjian ini. - G e

P . . PR A - iR

3. Dalam hal Perjan,tan ini berakhir karena aIasan sebagaimana dimaksud dalam ayat le pasal ini, maka

: _vJar‘ig ‘sewa’ yang telah d:benkan oleh Penyéwa kepada Bank akan® d;kembalkan secara pro-rata
berdasarkar’ perhltungan Bank dan’ pengemba)/an dan/3tay’ pencgur\aan uang jamman (bila ada)
dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dalam Perlanpan int. S

4. Apabila salah satu Pihak menghendski Perjanjian ini dapat diakhiri, maka Pihak yang menghendaki
pengakhlran tersebut mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak yang | lainnya paling

lambat 14" (éfpat belas) Hari Kerja sebelum tanggal pefigaidiitan’ PerShjian" yarg “diinginkan
berakhir.

5. Untuk pengakhiran Perjanjian ini sebagairﬁana dimaksud ayat 1b sampai dengan 1f pasal ini, Para
Pihak dengan ini sepakat untuk melepaskan terlakunya ketentuan yang dimaksuckan dalam Pasal
1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

6. Hak dan kewajiban yang belum diselesaikan oleh Para Pihak pada saat berakhir dan diakhirinya
Perjanjian ini masih tetap berlangsung dan mengikat Para Pihak dan oleh karenanya Para Pihak
tunduk pada ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini sampai dengan hak dan kewajiban
tersebut selesai dipenuhi oleh masing-masing Pihak.

Pasal 11
Pelepasan Hak
Kegagalan, keterlambatan atau penundaan Bank untuk menjalankan haknya berdasarkan Perjanjian ini atau
kegagalan, keterlambatan atau penundaan Bank untuk meminta Penyewa agar memenuhi ketentuan-
ketentuan dalam Perjanjian ini, tidak akan dianggap sebagai pengesampingan atau pelepasan hak,
wewenang atau tuntutan oleh Bank untuk dikemudian hari menuntut dipenuhinya ketentuan-ketentuan
dalam Perjanjian ini.

Pasal 12
Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan
1. Perjanjian ini tunduk dan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia.

2. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai penafsiran atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan
oleh Para Pihak dengan cara musyawarah untuk mufakat.

3.  Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat 2 di atas tidak dapat tercapai diantara
Para Pihak, maka Para Pihak dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya melalui badan peradilan.
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~Un‘luk*Penan1|an ini.dan segalaqktbatnyasl!ara» Puhak‘sepakat untuk menetapkan dom1sn|| hukum yanyg

= amum dan tidak berubahidi-kantor-Kepaniteraan Pengadilan Negerit......i.. ki duaii. s -dengan tidak

mengurangl hak Bank untuk mengajukan’ gugatan/tuntutan: hukum kepada Penyewa ‘berdasarkan
-Perjanjian ini dan atau memohon pelaksanaan/eksekysi dari Perjanjian ini’ melalui atau dihadapan
pengadilan-pengadilan lamnya dalam wilayah Repubhk lndonesna

Pasél 13 .

Laln-Lain SEA ’- St :'. :
Perjanjian ini berlaku urituk Para Puhak dan para penerus-atai. penggantn hak Para Plhak serta tidak
dapat dialihkan oleh salah satu“Pihak dikarenakan sebab’selaln karena. pewarisan:baik" sebagian atau

: “getrubi* hak ' din: kewafiban ‘yang’ ada dalam‘ Perjan)uan ini. kepada pihak manapun juga tanpa

i persetujuan tenuhs ﬂan Pnhak Jamnya e ’ 3

-Bnlamana pada Per;anpan ini atas pemmbangan Bank perlu dladakan pembahan dan/atau penambahan

maka perubahan dan atau penambahan termaksud adalah merupakan Kesatuan dan tidak terpisahkan
-dari ‘Perjanjian_ini- dap:perubahan tersebut akan diberitahukan oleh Bank kepada Penyewa selambat-

lambatnya 14 (empat belas) Hari‘ Keria s‘ebelum tanggal pe‘ruba'han d’an/atau 'pe‘nambahan:berlaku.

Seluruh Iampnran dari Perjanjlan ini merupakan satu kesatuan yang tsdak terplsahkan serta mérupakan
bagian dari Perjanjuan ini.

: ~Ha|-hal Iam yang belum cukup diatur dalam Perjanpan ini akan diatur kemudnan oleh Para P4hak akan
.dituangkan dalam suvatu -perjanjian tambahan secara tertuhs yang dibuat dan ditandatangani Para -
Pihak dan akan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Demlklan Perjanjlan ini dibuat dalam rangkap dua, yang, kedua-duanya dltandatangam oléh Para thak -dalam
Peqamlan ini, masing-masing bgrmat.eral cuku dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, pada hari dan
tanggal sebagalmana telah tersebdt pada bagnan awal Perjanjian ini. . .

T

. PT Bank thern_asipnal lp'dlb'f)gsi'a"rblg o < . .. Penyewa

1, K . » .

L . . - meterai
o ) : D (o DN ... reeeees)
tandp tangan &nama /elas = ) tanda tangan' & nama jelas
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TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN
NOMOR 1548/KMK.013/1990 TENTANG PASAR MODAL
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN
KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 284/KMK.010/1995

MENTER!I KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :

bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu
menetapkan Keputusan Menteri Keuangan untuk mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor
1548/KMK.013/1990 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menterl
Keuangan Nomor 284/KMK.010/1995;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang
Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3617);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tatun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar
Modal (L.ermbaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor.3618);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 1548/KMK.013/1990 TENTANG PASAR MODAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 284/KMK.010/1995.

Pasal 1

Mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK.013/1990 tentang Pasar Modal sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 284/KMK.010/1995.

Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku pada tangggal 1 Januari 1996,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan
menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 1995

MENTERI KEUANGAN,

MAR'IE MUHAMMAD
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR:1548/KMK.013/1990

TENTANG
PASAR MODAL

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan ekonomi nasional perlu pengerahan

Mes.gingat :

dana dan perluasan pengikutsertaan masyarakat dalam pemilikan
Efek perusahaan menuju pemerataan pendapatan masyarakat;

. bahwa dalam rangka menunjang perkembangan pasar modal,

penyelenggaraan Bursa Efek dapat dipercayakan kepada sektor
swasta;

bahwa berhubung dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b
serta untuk menciptakan pasar yang tertib, terbuka dan efisien
dalam rangka melindungi kepentingan umum dan pemodal, perlu
ditetapkan ketentuan mengenai pasar modal

dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Undang-undang Nomor 15 tahun 1952 tentang penétapan Undang-
undang Darurat tentang Bursa (Lembaran Negara No. 79 Tahun 1951)
sebagai Undang -undang (Lembaran Negara No.67 Tahun 1952);
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988
tentang Lembaga Pembiayaan;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor S$3 Tahun 1990
tentang Pasar Modal; :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PASAR
MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

yang dimaksud dalam Keputusan ini dengan :

1. Afiliasi adalah :

a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua,
baik secara horisontal maupun vertikal;

b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari
Pihak tersebut;

c. hubungan antara Perusahaan denagn pihak yang secara langsung atau
tidaklangsung mengendalikan, dikendalikan atau dibawah satu
Pengendalian dari Perusahaan tersebut;

atau

Perjanjian sewa..., Cheryl Rosdiana, FH Ul, 2009



i0.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

d. hubungan antara Perusahaan dengan Pemegang Saham Utama.

Agen Penjualan adalah Pihak yang menjual Efek dalam suatu Penawaran
Umumtanpa Kontrak dengan Emiten dan tanpa kewajiban untuk membeli Efek.

Akuntan adalah Akuntan Negara, atau Akuntan Publik yang telah memperoleh
izin dari Menteri Keuangan;

Bank adalah bank umum dan bank pembangunan sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perbankan.

BAPEPAM adalah Badan Pengawas Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam
Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1990.

Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan Kontrak dengan Emiten
secara teratur menyediakan jasa-jasa melaksanakan pembukuan, transfer dan
pencatatan, pembayaran dividen, pembagian hak opsi, emisi sertifikat atau
laporan tahunan untuk Emiten.

Bursa Efek adalah suatu tempat pertemuan termasuk suatu sistem elektronik
tanpa tempat pertemuan yang diorganisasikan dan digunakan untuk
menyelenggarakan pertemuan penawaran jual beli atau perdagangan Efek.

Dana Pensiun adalah dana pensiun yang didirikan berdasarkan hukum
Indonesia.

Efek adalah setiap surat pengakuan hutang, surat berharga komersial,
saham, obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti hutang, setiap rights,
warrants, opsi atau setiap derivatif dari Efek, atau setiap instrumen yang
ditetapkan oleh BAPEPAM sebagai Efek.

Efek Terkecuali adalah surat berharga pasar uang , termasuk Sertifikat
Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), surat berharga
komersial, surat pengakuan hutang, yang waktu jatuh temponya tidak lebih 1
(satu) tahun sejak saat dikeluarkannya, dan sertifikat deposito yang
diterbitkan atau diterima oleh Bank atau Lembaga Keuangan bukan Bank,
polis asuransi, Efek yang dijamin Pemerintah 1ndonesia , atau Efek lain
yang secara khusus dikecualikan oleh Menteri.

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan
Pendaftaran yang ditetapkan dalam Keputusan ini.

Emisi adalah penawaran Efek oleh Emilen yang dilakukan untuk dijual atau
diperdagangkan.

Emiten adalah Pihak yang melakukan Emisi atau bermaksud atau telah
melakukan Emisi Efek.

Informasi Orang Dalam (Inside Information) adalah informasi penting dan
relevan yang dapat mempengaruhi harga Efek, yang dimiliki oleh Orang Dalam
(insider) dan informasi tersebut belum terbuka untuk umum.

Izin Perorangan adalah izin yang diberikan kepada perorangan untuk
menjalankan kegiatan usaha sebagai wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil

Perantara-Pedagang Efek atau Penasehat Investasi yang dikeluarkan
berdasarkan Keputusan ini.

Izin Usaha adalah izin untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang Efek
yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan ini.

Kepentingan Dalam Efek adalah kepentingan yang terjadi apabila suatu

Pihak:

a. yang secara langsung atau tidak langsung, baik sendiri-sendiri maupun
bersama-sama dengan orang lain, memiliki Efek atau merupakan Pemilik
Penerima Manfaat dari Efek yang dikuasai oleh Pihak lain;

b. baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Pihak Terasosiasi
mempengaruhi atau mengendalikan suatu Perusahaan yang mempunyai
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kepentingan atas Efek tersebut;
atau

c. telah sepakat untuk membeli Efek, atau mempunyai hak untuk mengalihkan
Efek menjadi atas namanya, atau mempunyai kekuasan untuk menggunakan
rights atau warrants dari Efek kecuali Pihak tersebut adalah wakil dari
pemilik/pemegang yang terdaftar dalam hal wakil tersebut bukan nominee.

18. Konfirmasi adalah pernyataan tertulis yang dibuat oleh Perusahaan Efek
sebagaimana telaksananya transaksi dan disampaikan kepada nasabah,
berisikan perincian lengkap mengenai transaksi tersebut dan penjelasan
tentang kedudukannya sebagai perantara atau sebagai pedagang Efek dalam
transaksi dimaksud .

19. Konsultan Hukum adalah ahli hukum yang memberikan dan menandatangani
Pendapat Hukum mengenai Emisi atau Emiten.

Kontrak adalah perjanjian tertulis antara dua Pihak atau lebih untuk
melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu yang didalamnya
mengatur tugas , hak dan kewajiban Pihak yang bersangkutan.

21. Kontrak Pengelolaan Reksa Dana (Investment Fund Management Contract)
adalah Konrak antara Reksa Dana dengan Manajer Investasi yang telah
memperoleh izin Usaha yang digunakan sebagai dasar pengelolaan investasi
kekayaan (aktiva) dari Reksa Dana.

22. Kontraktor adalah Pihak yang bertindak sebagai Manajer Investasi, Penjamin
Utama Emisi Efek, Tempat Penitipan Harta, Konsultan Hukum, atau Akuntan
untuk” suatu Reksa Dana berdasarkan kontrak yang dibuat dengan Reksa Dana
tersebut.

23. Laporan Penilai ada pendapat atas nilai aktiva, yang disusun berdasarkan
pemeriksaan menurut keahlian dari penilaian.

24. Lembaga Keuangan Bank adalah lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
surat keputusan Menteri keuangan Nomor 38/KMK/IV/1 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan keputusan dari keuangan 283/KMK.01/1989 mengenai
pengawasan dan Lembaga keuangan Bukan-Bank.

Lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan adalah suatu lembaga yang
menyelenggarakan kliring dan penyelesaian transaksi yang terjadi di
BursaEfek, serta penyimpanan Efek dalam penitipan untuk kepentingan pihak
lain.

Lembaga penunjang Pasar Modal adalah tempat penitipan harta, Biro
Administrasi Efek, Wali Amanat, atau penanggung yang menyediakan jasa yang
sesuai dengan ketentuan dalam keputusan ini.

27. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Porto-
folio Efek untuk para nasabah, tidak termasuk Perusahaan Asuransi, Dana
pensiun atau Bank dalam usaha perbankan yang lazim.

28. Melakukan kegiatan atas Efek adalah pembelian, penjualan atau penawaran
untuk membeli atau menjual efek untuk kepentingan sendiri atau pihak 1lain.

29. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

30. Modal Kerja Bersih Disesuaikan (Adjusted Net Working Capital) adalah
jumlah seluruh kas dan bank, aktiva lain-lain setara dengan kas, pegawai
atau pihak terafiliasi, dan Efek-efek yang dinilai atas dasar nilai pasar
yang wajar dikurangi dengan seluruh jumlah hutang.

31. Nilai Aktiva Bersih dari suatu Reksa Dana (Net Asset Value) adalah nilai
pasar yang wajar dan kekayaaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh
kewajibannya. -

32. Nilai pasar yang wajar adalah nilai suatu Efek d2ngan harga jual yang «
wajar sesuai kriteria yang ditentukan oleh ketua BAPEPAM.
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33. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik
sebagaimana dimaksud dalam staatsblad 1860 no.3 tentang peraturan jabatan
Notaris.

34. Obligasi adalah bukti hutang Emiten yang dijamin oleh penanggung yang
mengandung janji pembayaran bunga atau janji lainnya serta pelunasan pokok
pinjaman yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo, sekurang~ kurangnya 3
{tiga) tahun sejak tanggal Emisi.

35. Orang Dalam (Insider) suatu perusahaan adalah:

a. seorang Komisaris, direktur, pegawai perusahaan atau perusahaan
afiliasinya:;

b. Pemegang Saham Utama di dalam Perusahaan atau Perusahaan Afiliasi.

c. Orang yang oleh kedudukannya atau hubungan pada perusahaan atau
perusahaan Afiliasi mengetahui Informasi orang dalam atau.

d. Orang yang dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tidak lagi merupakan orang
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,hurup b;atau huruf c.

36. Pembelian Marjin adalah pembelian Efek yang sebagian atau seluruh
hargapembeliannya dibayar dengan uang pinjaman yang dijamin dengan Efek
termaksud.

37. Pemegang saham utama adalah setiap pihak yang mempunyai kepentingan dalam

Efek sekurang-kurangnya 20% (dua puluh per seratus) atas saham perseroan
Terbatas.

38. Pemilik g2nerima manfaat (Beneficial Owner) adalah pihak yang mempunyai -
kemampuan untuk mempengaruhi jalananya pengambilan keputusan, penjualan
Efek atau mengarahkan penggunaan hasil penjualan Efek. -

39. Penanggung adalah pihak yang menanggung pembayaran kembali jumlah pokok

dan/ atau bunga Emisi Obligasi, atau sekuritas kredit dalam hal Emiten

cidera janji.

Penasihat Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya memberi nasehat

analisa,dan membuat laporan mengenai Efek tak Terkecuali kepada sekurang-

kurangnya 15 (lima belas) pihak lain tetapi tidak termasuk:

a. Penjamin Emisi Efek, Perantara-Pedagang Efek, Wakil Penjamin Emisi
Efek, atau Wakil Perantara-Pedagang Efek, yang kegiatannya sébagai
Penasihat Investasi semata-mata terjadi sehubungan dengan Melakukan
Kegiatan Atas Efek dengan tidak menerima imbalan khusus dari pemberian
nasihat investsinya ;

b. Pihak penyelenggara Perusahaan yang kegiatannya bukan dalam bidang
Efek, dimana :

1) . Pihak tersebut tidak menerima imbalan atas penerbitan analisa atau
laporan;
dan

2) . nasihat, analisa atau laporan mengenai Efek yang disajikan semata-
mata bersifat dilakukan sehubungan dengan kegiatan usahanya ; atau

c. setiap profesi yang tidak memerlukan Izin Usaha sebagai Penasihat
Investasi berdasarkan Keputusan ini yang kegiatan pemberian nasehatnya
semata-mata dilakukan sehubungan dengan kegiatan usahanya dan tidak
menerima imbalan khusus atas kegiatan tersebut.

40

41. Penawaran Umum adalah penawaran Efek yang dilakukan dengan menggunakan
media massa, atau ditawarkan kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak, atau
telah dijual kepada 50 (lima puluh) Pihak.

42 . Pendaftaran adalah penyampaian formulir yang ditetapkan oleh Ketua BAPEPAM
kepada BAPEPAM untuk terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal yang
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berwenang menyediakan jasa profesinya sesuai dengan ketentuan dalam
Keputusan ini.

Pendapat Hukum adalah suatu pernyataan mengenai aspek hukum tentang Emisi
atau Emiten, yang dibuat berdasarkan tinjauan dan pemeriksaan yang telah
dilakukan oleh Konsultan Hukum.

Pengendalian adalah kekuasaan untuk mempengaruhi jalannya Perusahaan,
kecuali dalam hal kekuasaan tersebut semata-mata akibat kedudukan resmi di
dalam Perusahaan tersebut. Dalam hal Perseroan Terbatas, Pihak yang
memiliki Kepentingan Dalam efek yang besarnya lebih dari 25 % (dua puluh
lima per seratus) dari jumlah hak suara pada Perseroan Terbatas dianggap
mengendalikan Perseroan Terbatas tersebut, kecuali yang bersangkutan dapat
membuktikan tidak melakukan Pengendalian, sedangkan Pihak yang memiliki
Kepentingan Dalam Efek kurang dari 25 % (dua puluh lima per seratus) dari
jumlah hak suara pada Perseroan Terbatas dianggap tidak mengendalikan
Perseroan terbatas tersebut, kecuali yang bersangkutan dapat dibuktikan
melakukan Pengendalian.

45. Pengalihan (Assignment) adalah pengalihan Kontrak oleh salah satu pihak
pembuat kontrak, termasuk pengalihan Pengendalian atas Pihak tersebut.
46. Penilai adalah Pihak yang menerbitkan dan menandatangani lLaporan Penilai.

Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan Kontrak yang di dalamnya
mengatur bahwa Tempat Penitipan Harta melakukan penyimpanan harta tanpa
mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.

48. Penjamin emisi Efek (Underwriter) adalah Pihak yang :

a. telal: mengadakan- - Kontrak untuk membeli Efek dari Emiten , Pihak
Pengendali yang mempunyai Afiliasi dengan Emiten, atau Penjamin Emisi
Efek lainnya untuk dijual dalam rangka Penawaran Umum; atau

b. telah mengadakan Kontrak denganm Emiten, atau Pihak Pengendali yang
mempunyai Afiliasi dengan Emiten, untuk menawarkan atau menjual Efek
melalui suatu Penawaran Umum.
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49. Penjamin Utama Emisi Efek (Managing-lead Underwriter) adalah Penjamin
Emisi Efek baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, bertanggung jawab atas
penyelenggaraan suatu Penawaran Umum. :

50. Penjualan Semu (Short Tale) adalah penjualan Efek yang belum dimiliki oleh
pihak penjual, atau yang diselesaikan dengan penyerahan Efek yang dipiniam
oleh pihak penjual , atau yang diselesaikan dengan penyerahan Efek yang
dipinjam atas tanggungan pihak penjual.

51. Perantara-Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan Kegiatan Atas Efek
kecuali sebagai Penjamin Emisi Efek, Penasihat Investasi dan Perantara-
Pedagang Efek Terkecuali.

52. Perantara-Pedagang Efek Terkecuali adalah Pihak yang :

a. Melakukan Kegiatan Atas Efek hanya untuk Efek Terkecuali;atau

b. Melakukan Kegiatan Atas Efek hanya untuk rekeningnya sendiri melalui
Perantara-Pedagang Efek.

53. Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib diajukan kepada Ketua
BAPEPAM oleh Emiten sebelum melakukan Penawaran Umum atas suatu Efek
kepada masyarakat, atau Perusahaan Publik.

54. Persetujuan adalah pemberian kewenangan olek Ketua BAPEPAM untuk suatu
Bank menyediakan jasa Penitipan harta sesuai denga ketentuan dalam
Keputusan ini.

55. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan yang diberikan oleh Menteri untuk
melakukan persiapan pendirian Bursa Efek , Lembaga Kliring Penyelesaian
dan Penyimpanan, atau Reksa Dana.
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56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64 .

65.

66.

Perusahaan adalah badan usaha sebagaiamana dimaksud dalam Kitab
Undang-undang Hukum Dagang atau Badan Hukum lain yang didirikan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak
ditentukan lain dalam Keputusan ini.

Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi yang didirikan berdasarkan
Hukum Indonesia. .

Perusahaan Efek adalah Perusahaan yang telah meperoleh Izin Usaha
berdasarkan Keputusan ini untuk menjalankan satu atau beberapa kegiatan
sebagai Penjamin Emisi Efek,Perantara-Pedagang Efek, Manajer Investasi,
atau Penasihat Investasi.

Perusahaan Publik adalah Perusahaan yang berbentuk hukum Perseroan
Terbatas yang modal setornya sekurang-kurangnya Rp.2.000.000,- (dua milyar
rupiah) dan sahamnya dimiliki oleh sekurang-kurangnya 100 (seratus)
pemegang saham.

Pialang adalah Pihak yang Melakukan Kegiatan Atas Efek hanya untuk
kepentingan Pihak Lain.

Pihak adalah perorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau setiap
kelompok Pihak yang terorganisasi.
Pihak Berkepentingan sehubungan dengan suatu Reksa Dana adalah :
a. orang yang mempunyai hubungan Afiliasi dengan:
1) . Reksa Dana tersebut;

2) . Manajer Investasi suatu Reksa Dana atau Pihak Afiliasi dari -
Manajer Investasi tersebut;

3) . Penjamin Utama Efek suatu Reksa Dana , atau pihak Afiliasi dari
Penjamin Utama Emisi Efek tersebut;

4) . Akuntan, Konsultan Hukum, atau Pihak Afiliasi darinya yang
melakukan pekerjaan, atau telah melakukan pekerjaan selama dua
tahun terakhir, untuk memberi jasa profesi bagi kepentingan Reksa

Dana;
5) . Perantara-Pedagang Efek; atau

b. Pihak yang memiliki hubungan bisnis penting dan relevan dengan Reksa
Dana, Manajer Investasi suatu Reksa Dana, atau dengan Reksa Dana lain
vang kekayaannya dikelola oleh Manajer Investasi yang sama, kecuali
orang tersebut hanya memiliki kedudukan sebagai direktur Reksa Dana.

kecuali orang tersebut hanya memiliki kedudukan sebagai direktur Reksa Dana.

Pihak Tidak Berkepentingan (Disinterested Person) adalah pihak yang tidak
termasuk Pihak Berkepentingan.

Pihak terasosiasi adalah :
a. Pihak-pihak yang mempunyai hubungan Afiliasi satu sama lain; atau

b. Dua Pihak atau lebih yang salah satu darinya memiliki atau merencanakan
untuk secara formalmaupun informal membuat suatu perjanjian baik secara
tertulis maupun tidak tertulis, atau saling pengertian dengan Pihak
lainnya,atau untuk bertindak dengan cara-cara tertentu berdasarkan
ketentuan dalam Keputusan ini, kecuali keterkaitan tersebut terbatas
pada pemberian jasa konsultasi, hubungan dagang yang wajar atau
hubungan profesi. -

Profesi Penunjang Pasar Modal adalah Akuntan, Notaris, Penilai, dan
Konsultan Hukum yang menyediakan jasanya sesuai dengan ketentuan dalam
Keputusan ini.

Promotor adalah setiap Pihak yang merintis, atau beruszha memperoleh Izin
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Usaha untuk suatu Reksa Dana;

67. Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi yang
digunakan untuk penawaran Efek dengan maksud mempengaruhi Pihak lain untuk
membeli atau memperdagangkan Efek, kecuali pernyataan atau informasi yang
berdasarkan ketentuan BAPEPAM dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

68. Reksa Dana (investment Fund) adalah Emiten yang kegiatan utamanya
melakukan investasi, investasi kembali atau perdagangan Efek.

69. Reksa Dana Tertutup (Close-end Investment Fund) adalah Reksa Dana yang
melakukan Emisi Saham yang tidak dapat dijual kepada atau dibeli kembali
oleh Reksa Dana yang bersangkutan. -

70. Saham adalah penyertaan modal dalam pemilikan suatu Perseroan Terbatas.

71. Sekuritas Kredit adalah bukti hutang dari suatu Emiten yang dijamin oleh
harta atau kekayaannya dengan janji untuk melakukan pembayaran pinjaman
pokok dan imbalan yang jumlahnya ditentukan terlebih dahulu, dalam waktu
antara 1 (satu) sampai tiga (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Emisi.

(::)'rempat Penitipan Harta (Custodian) adalah Perusahaan yang
menyelengggarakan penyimpanan harta dalam Penitipan untuk kepentingan
Pihak lain berdasarkan suatu Kontrak.

73. Wali amanat (Trust-Agent) adalah Pihak yang dipercayakan untuk mewakili
kepentingan seluruh pemegang Obligasi atau Sekuritas Kredit.

74. Wakil Penjamin Emisi Efek adalah perorangan yang melaksanakan fungsi
' Penjamin Emisi Efek.

75. Wakil Perantara-Pedagang Efek adalah perorangan yang menjalankan fungsi
sebagai Perantara-Pedagang Efek dari Perusahaan Efek.

. BAB 11
WEWENANG DAN FUNGSI
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL (BAPEPAM)

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugas serta mencapai maksud dan tujuannya sebagaimana
dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1990 BAPEPAM memiliki
kewenangan sebagai berikut:

a. menyampaikan rekomendasi kepada Menteri tentang segala aspek yang
menyangkut perkembangan pasar modal;

b. menyampaikan rekomendasi kepada Menteri mengenai pemberian atau pencabutan
Izin Usaha sebagai suatu Bursa Efek, Lembaga Kliring Penyelesaian dan
Penyimpananan, dan Reksa Dana:;

c. memberi atau mencabut Izin Usaha dan Izin Pzrorangan atau Persetujuan
sebagai:

1. Penjamin Emisi Efek, Perantara-Pedagang Efek, Manajer Investasi,

Penasihat Investasi, Wakil Perantara-Pedagang Efek atau Wakil Penjamin
Emisi Efek; atau

2. Tempat Penitipan Harta atau Biro Administrasi Efek;

d. mewajibkan Pendaftaran, membatalkan atau membatasi kegiatan Profesi
Penunjang Pasar Modal;

e. menetapkan tata-cara persyaratan Pernyataan Pendaftaran, serta menyatakan
dan mengumumkan Efektifnya suatu Pernyataan Pendaftaran;

f. menyelidiki dan meminta infcrmasi mengenai hubungan antara Efek dan Pihak
manapun;
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2. Alamat kantor pusat dan semua tempat kegiatan usaha;
3. Nama semua anggota direksi;
4. Nama Tempat Penitipan Hartanya; dan
5. Nama Manajer Investasinya.
c. Perorangan : :
1. Nama dan Izin yang dimiliki;
2. Nama lengkap tempat tinggal; dan
3. Alamat kantor tempat kegiatan utamanya.

Pasal 93

Perusahaan Efek dan Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 79,
Pasal 80 dan Pasal 81 wajib melaporkan kepada Ketua BAPEPAM dalam waktu 14
(empat belas) hari dalam hal :

a. Perusahaan Efek tidak lagi melakukan satu atau lebih dari fungsi kegiatan
usaha yang dimilikinya;

b. perorangan yang telah memperoleh Izin Perorangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 yang bekerja pada Perusahaan Efek tersebut
berhenti bekerja: .

c. perorangan yang memperoleh Izin Perorangan sebagai Penasihat Investasi dan
bekerja dengan usaha sendiri, berhenti melakukan usaha sebagai.Perasihat
Investasi, atau bergabung dengan Perusahaan Efek; atau

A. rerjadi perubahan sehubungan dengan keterangan yang diperlukan untuk daftar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92.

BAB VI
W’A PENUNJANG PASAR MODAL ]

—)

Bagian Kesatu
‘Tempat Penitipan Harta |

Paragraf 1
lgérsyaratan dan Tatacara Pemberian Persetujuan A}

(1) Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Tempat Penitipan Harta
adalah Bank dan Lembaga Kliring Penyelesaian dan Penyimpanan.

(2) Untuk dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Tempat Penitipan

Harta, Bank wajib terlebih dahulu memperoleh Persetujuan dari Ketua
BAPEPAM.

(3) I?in Usaha suatu Lembaga Kliring Penyelesaian dan Penyimpanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 berlaku pula sebagai Izin Usaha untuk
menyelenggarakan kegiatan usha Tempat Penitipan Harta.

lPasal 95
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Bank telah memperoleh Persetujuan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha
sebagai Tempat Penitipan Harta wajib memisahkan administrasi kegiatan usaha

tersebut.
| Pasal 96

Permohonan Persetujuan bagi Bank untuk menyelenggarakan kegiatan usaha
sebagai Tempat Penitipan Harta wajib melaporkan kepada Ketua BAPEPAM sesuai
dengan contoh formulir yang ditetapkan oleh Ketua BAPEPAM dengan melampirkan

a.persyaraﬁan dari Bank Indonesia bahwa Bank tersebut dalam 24 (dua puluh
empat) bulan terakhir sekurang-kurangnya 20 (dua pulvh) bulan sehat dan
4 (empat ) bulan selebihnya cukup sehat:;

b. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan;

c. buku pedoman operasional tentang kegiatan yang akan dilakukan serta uraian
mengenai fasilitas fisik yang akan digunakan oleh Bank tersebut; dan

d. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Ketua BAPEPAM.

Fasa1 971

(1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 94 ayat (2) diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak
permchonan diterima secara lengkap.

(2) Dalam hal permohonan diterima secara tidak 1engkap, maka selambat-
lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya
permohonan tersebut, Ketua BAPEPAM wajib memberikan surat pemberitahuan
kepada pemohcn yang menyatakan bahwa permohonan tidak lengkap.

(3) palam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) Ketua BAPEPAM belum memberikan jawaban maka pemohon dapat
mengajukan keberatan kepada Menteri.

Persetujuan sebagai Tempat Penitipan Harta sebagaimana.dimaksud dalam Pasal
94 ayat (2) berlaku sejak tanggal Persetujuan ditetapkan oleh Ketua BAPEPAM,
dan tetap berlaku selama Bank tersebut memenuhi ketentuan dalam Keputusan ini
serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

T

Setiap harta yang dipercayakan untuk disimpan pada suatu Tempat Penitipan
Harta tidak menjadi bagian dari kekayaan Tempat Penitipan Harta tersebut,

Pasal 100

Tempat Penitipan Harta hanya dapat mengeluarkan Efek atau uang yang disimpan
padanya atas perintah tertulis dari Pihak yang menitipkan hartanya, atau

Pihak yang sah mewakilinya.
|Pasa1 101 3

Perjanjian sewa..., Cheryl Rosdiana, FH Ul, 2009



Tempat Penitipan Harta wajib memberi ganti rugi kepada Pihak yang menitipkan
hartanya, untuk setiap kerugian yang timbul akibat hilang atau rusaknya harta
tersebut sebagai akibat kelalaian atau kesegajaan selama harta tersebut

ditempatkan dalam penitipannya.
pasat 102]

tempat Penitipan Harta wajib memberi ganti rugi kepada Pihak yang menitipkan
hartanya untuk setiap hak atas pendapatan atau keuntungan lain yang berkaitan
dengan harta yang berada dalam Penitipan yang hilang karena kelalaian atau
kesengajaan Tempat Penitipan Harta tersebut.

Pasal 103

Tempat Penitipan Harta wajib memberi ganti rugi kepada Pihak yang menitipkan
hartanya, untuk setiap kerugian yang timbul akibat kegagalan Tempat Penitipan
Harta dalam menyerahkan harta tersebut sesegera mungkin kecuali keterlambatan
penyerahan tersebut disebabkan : y

a. adanya persyaratan yang wajar bagi Tempat Penitipan Harta untuk meneliti
sah tidaknya hak dari Pihak penitip; atau

b. harta tersebut secara fisik berada ditempat lain, misalnya pada Emiten,
Biro Administrasi Efek, Perusahaan Efek, atau pada Lembaga Kliring e
Penyelesaian dan Penyimpanan, yang diakibatkan oleh penyelenggaraan tugas
administrasi rutin Tempat Penitipan Harta atau oleh adanya instruksi dari

Pihak penitip atau kuasanya.
1Pasal 104 5

a. menjaga sebaik-baiknya harta yang berada dibawah Penitipan; dan

b. membuat salinan dari catatan pembukuan atas semua harta yang dititipkan dan
menyimpannya di tempat yang terpisah serta aman.

i}?asal 105 S 3\ o

(1) Hal-hal khusus tentang tugas dan kewajiban Tempat Penitipan Harta, yang
berkaitan dengan penyelenggaraan jasa-jasa penagihan dividen, bunga atau
hak-hak lain, pemindahan pemilikan, penyerahan atau penerimaan sertifikat,
pelaporan, dan jasa administrasi penitipan lainnya, termasuk biaya yang
dipungut untuk jasa-jasa tersebut, wajib diuraikan di dalam Kontrak antara
Tempat Penitipan Harta dengan nasabahnya.

Tempat Penitipan Harta wajib

(2) Dalam hal Tempat Penitipan Harta menyimpan harta dari suatu Lembaga
Kliring Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Kontrak tersebut wajib dibuat

secara notariil.
lPasal 106 ’

(1) Kegiatan operasional Tempat Penitipan Harta wajib diperiksz2 oleh Akuntan
vyang terdaftar pada BAPEPAM Sekurang-kurangnya satu kali daiam setahun.
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(2)

Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
disampaikan oleh Tempat Penitipan Harta termaksud kepada Ketua BAPEPAM dan
kepada setiap Perusahaan Efek, Bursa Efek dan Lembaga Kliring Penyelesaian
dan Penyimpanan yang menjadi nasabahnya.

£2
Kewajiban Tempat Penitipan Harta
Dari Reksa Dana

Pasal 107.

{1) Tempat Penitipan Harta yang telah memperoleh Persetujuan wajib

(2)
(3

(4)

(L)

{2)

(3)

(4)

menyimpan semua efek, uang, dan kekayaan Izin yang dimiliki oleh

Reksa Dana, dan melakukan kegiatan lain yang penting dan menunjang sebagai
sebagai Tempat Penitipan Harta sesuai dengan ketentuan Penitipan.

Tempat Penitipan Harta dilarang menjadi Pihak Af111a51 darl Manajaer
Investasi suatu Reksa Dana.

Temapat Penitipan Harta hanya dapat mengeluarkan uang atau Efek atas
perintah tertulis dari Manajer Investasi Reksa Dananya.

Tempat Penitipan Harta tidak dapat memutuskan Kontrak Penitipan Harta
dengan suatu Reksa dana kecuali dalam hal :

a. Reksa Dana dilikuidasi dan hasil likuidasi dimaksud telah dibagikan
kepada pemegang Saham; atau

b. Kontrak Penitipan Harta telah dialihkan kepada Tempat Penitipan Harta
yang lain.

Bagian Kedua
Biro Administrasi Efek

Pasal 108.

Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Biro Administrasi Efek
adalah Perusahaan berbentuk hukum Perseroan Terbatas.

Untuk dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Biro Administrasi
Efek, Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib.didirikan
khusus untuk itu dam memeiliki Izin Usaha dari Ketua BAPEPAM.

Izin USaha suatu Lembaga Kliring Penyelesaiaan dan Penyimpanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 berlaku pula sebagai Izin Usaha untuk »
menyelenggarakan kegiaQan usaha Biro Administrasi Efek.

Untuk dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) Biro Administrasi Efek wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan
oleh Ketua BAPEPAM.

Pasal 109

BAPEPAM wajib memperoses permohonan Izin Usaha sebagai Biro Administrasi Efek
menurut tatacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Pasal 87 dan Pasal 88.

Pasal 110

Biro Adinistrasi Efek wajib :
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